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KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat serta salam semoga
tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, buku yang berudul “Sorry, We’re
Full: Paradoks Kuota Pembatasan Mahasiswa Asing di Australia, dan Peluang Kampus di

Indonesia” berhasil diterbitkan.

Pendidikan bukan sekedar aktivitas layanan publik. Sebagai sebuah jasa, ia telah menjadi
salah satu produk perdagangan unggulan. Tak terkecuali di Australia, dimana pendidikan
adalah salah satu ekspor jasa terbesar negara tersebut, mendatangkan pundi-pundi dana
sekaligus kemajuan dari rangkaian prosesnya. Kini, dunia pendidikan tinggi global tengah
memasuki babak transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Australia, salah satu
destinasi utama mahasiswa internasional, kini menerapkan kebijakan pembatasan kuota yang
fundamental melalui skema National Planning Level (NPL). Kebijakan ini bukan sekadar
respons teknis terhadap tekanan domestik seperti krisis perumahan dan migrasi, melainkan
cerminan dari dinamika geopolitik yang kompleks melibatkan hubungan dengan India,

Tiongkok, dan kawasan Asia Tenggara.

Buku ini menghadirkan analisis mendalam tentang pergeseran kebijakan pendidikan
internasional Australia dengan menggunakan kerangka Two-Level Games dari Robert Putnam.
Pembaca akan diajak memahami bagaimanha pemerintah Australia harus menyeimbangkan
tuntutan konstituen domestik dengan komitmen: diplomatik kepada mitra internasional. Lebih
dari itu, buku ini secara khusus mengeksplorasi implikasi strategis bagi Indonesia: tantangan
yang dihadapi Perguruan Tinggi Swasta di tengah persaingan yang kian kompetitif, sekaligus
peluang emas menyerap limpahan mahasiswa internasional yang tidak lagi tertampung di

negara-negara tujuan tradisional.

Rekomendasi kebijakan yang disajikan mencakup strategi jangka pendek hingga jangka
panjang: dari simplifikasi visa pelajar, pengembangan kemitraan dual degree dengan
universitas Australia, hingga visi menjadikan Indonesia sebagai education hub Asia Tenggara.
Bagi perguruan tinggi, buku ini menawarkan panduan operasional konkret untuk diferensiasi
program, internasionalisasi kurikulum, dan penetrasi pasar mahasiswa dari India, ASEAN,

Tiongkok, hingga Timur Tengah.



Kehadiran buku ini sejalan dengan semangat penulis untuk terus membersamai dunia
pendidikan tinggi Indonesia menghadapi peluang-peluang baru. Kami percaya bahwa
transformasi penerimaan mahasiswa yang lebih inklusif dan berbasis data, peningkatan mutu
melalui standar internasional, serta pengembangan jejaring global bukanlah sekadar respons
terhadap perubahan eksternal, melainkan fondasi bagi kebangkitan pendidikan tinggi Indonesia

di kancah dunia.

Selamat membaca. Semoga buku ini menjadi pemantik diskusi dan aksi nyata bagi
seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi Indonesia.

Surabaya, Maret 2026

Penulis
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Paradoks di Jantung Ekonomi Australia

Dunia pendidikan tinggi global saat ini menyaksikan sebuah fenomena anomali dalam
logika pasar bebas sekaligus pertaruhan geopolitik berisiko tinggi. Australia — negara yang
selama tiga dekade terakhir membangun reputasi sebagai “superpower” dalam industri
pendidikan internasional — tiba-tiba dan tegas menarik rem darurat terhadap mesin pertumbuhan
ekonominya sendiri. Negara yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas ekspor jasa
terbesarnya (sebanding dengan ekspor bijih besi, batu bara, dan gas alam) kini secara sadar
membatasi jumlah “pelanggan” global yang boleh mengakses sistem pendidikannya. Ini
menciptakan sebuah paradoks ekonomi-politik yang mencolok dan memerlukan penjelasan
mendalam. Dengan nilai ekspor pendidikan internasional mencapai sekitar AUD 51 miliar
(sekitar Rp530 triliun) pada tahun finansial 2023/24!2 sektor ini bukan sekadar pelengkap
melainkan tulang punggung ekonomi jasa Australia. Pendidikan internasional telah menjadi
salah satu komoditas ekspor terbesar Australia (peringkat ke-4 secara keseluruhan) — hanya
diungguli oleh besarnya ekspor sumber daya alam seperti bijih besi, batu bara, dan gas alam®.
Pemasukan tersebut menopang ratusan ribu lapangan kerja di seluruh negeri dan turut mendanai
riset-riset unggulan universitas. Bahkan, menurut Universities Australia, sektor ini
berkontribusi AUD 48 miliar pada perekonomian tahun 2023, menyumbang lebih dari setengah
pertumbuhan PDB Australia tahun itu dan mendukung 250.000 lapangan kerja secara
nasional*’. Selainynilai- ekonemi, ;pendidikan; internasional b?rfungsi sebagai jembatan soft
power yang efektif bagi Australia di kawasan Indo-Pasifik. Singkatnya, ekspor pendidikan
tinggi telah menjadi “tambang emas’” nonimineral bagi Australia — sebuah industri bernilai

! Department of Education, Australian Government, “Education Export Income — Financial Year,” accessed January
2, 2026, https://www.education.gov.au/international-education-data-and-research/education-export-income-
financial-year.

2 “Education as an Export for Australia 2024/25,” The Koala News, accessed January 2, 2026,
https://thekoalanews.com/education-as-an-export-for-australia-2024-25/.

3 Department of Education, Loc. Cit.

4 Robert D. Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games,” International
Organization 42, no. 3 (1988): 427-460.

5 Reserve Bank of Australia, “International Students and the Australian Economy,” Bulletin (July 2025), accessed
January 2, 2026, https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2025/jul/international-students-and-the-australian-
economy.html.



puluhan miliar dolar yang bersih, terbarukan, dan memperkuat pengaruh geopolitik negara
tersebut.

Kontras dengan kesuksesan itu, pada tahun 2023-2025 pemerintah Australia di bawah
Perdana Menteri Anthony Albanese (Partai Buruh) justru mengumumkan kebijakan radikal
berupa penetapan National Planning Level (NPL) — sebuah mekanisme kuota yang membatasi
jumlah mahasiswa internasional baru yang boleh diterima institusi pendidikan Australia per
tahun. Kebijakan pembatasan kuota mahasiswa asing ini mengejutkan banyak pihak karena
tampak bertolak belakang dengan kepentingan ekonomi negara sendiri. Laporan ini akan
menelusuri bagaimana “kisah sukses” ekspor jasa terbesar Australia berubah menjadi isu politik
domestik yang sensitif, serta menempatkan keputusan kontroversial tersebut dalam konteks
persaingan global yang lebih luas dan kerangka teoritis Two-Level Games dari Robert Putnam.

B. Gambaran Makro Sektor Pendidikan Internasional: Kisah Sukses Ekspor

Untuk memahami besarnya pertaruhan yang sedang diambil oleh Canberra, pertama-tama
perlu dipetakan anatomi ekonomi pendidikan internasional Australia. Dalam neraca
pembayaran suatu negara, kedatangan mahasiswa asing tidak dihitung semata sebagai arus
migrasi, melainkan sebagai ekspor jasa. Setiap dolar yang dibelanjakan oleh mahasiswa dari
Jakarta, Mumbai, atau Shanghai yang kuliah di Sydney atau Melbourne — mulai dari
pembayaran uang kuliah, sewa apartemen, konsumsi sehari-hari hingga pariwisata lokal —
dicatat sebagai pendapatan ekspor bagi Australia. Selama dua dekade, Australia
menyempurnakan model ini menjadi mesin devisa yang sangat efisien. Data dari Departemen
Pendidikan dan Biro Statistik Australia (ABS) menunjukkan grafik pertumbuhan jumlah dan
nilai mahasiswa asing yang nyaris vertikal sebelum pandemi, diikuti pemulihan berbentuk V
yang tajam setelah pembatasan pandemi dicabut.

Berdasarkan data terbaru tahun finansial 2023/24, nilai ekspor pendidikan internasional
Australia mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, sekitar AUD 51 miliar®. Angka ini
menjadikan pendidikan internasional salah satu dari‘lima besar komoditas/produk ekspor
Australia secara keseluruhan. Bahkan, pendidikan tinggi kini tercatat sebagai ekspor jasa
terbesar Australia, melampaui pariwisata, dan hanya kalah oleh ekspor komoditas tradisional
seperti bijih besi, batu bara, dan gas alam. Rincian kontribusi ekonomi sektor ini terdiri dari dua
komponen utama: sekitar AUD 30,2 miliar berasal dari belanja barang dan jasa oleh mahasiswa
(akomodasi, makanan, transportasi, ritel, dll.), dan AUD 20,6 miliar berasal dari pembayaran
biaya pendidikan (tuition fees) yang diterima institusi pendidikan’. Pentingnya sektor ini bagi
kesehatan ekonomi makro Australia ditegaskan dalam pernyataan resmi Universities Australia:
“Sektor ini menyumbang AUD 48 miliar bagi perekonomian tahun lalu, menjadikannya ekspor
terbesar kedua setelah pertambangan. Sektor ini mendorong setengah pertumbuhan ekonomi

® Department of Education, Loc. Cit.
7 Reserve Bank of Australia, Loc. Cit.



Australia pada 2023 dan mendukung 250.000 pekerjaan secara nasional”®. Tanpa kembalinya
mahasiswa asing pasca-pandemi, pertumbuhan ekonomi Australia tahun 2023 diperkirakan
akan terpangkas hampir separuhnya, nyaris jatuh ke stagnasi teknis’. Dengan kata lain,
pendidikan internasional telah menjadi penyangga utama ekonomi Australia di tengah fluktuasi
harga komoditas global.

Menyusul kesuksesan finansial tersebut, selama bertahun-tahun narasi dominan di
Australia memandang mahasiswa internasional secara positif sebagai “sapi perah” yang
membawa manfaat ekonomi besar. Namun, belakangan narasi ini mulai ditantang oleh
skeptisisme di dalam negeri. Beberapa ekonom dan komentator konservatif berargumen bahwa
angka pendapatan “ekspor” pendidikan mungkin “digelembungkan”, dengan alasan bahwa
sebagian uang yang dibelanjakan mahasiswa asing sebenarnya diperoleh melalui kerja paruh
waktu di Australia (alih-alih murni dana dari luar negeri)!%!!. Meskipun secara statistik ABS
tetap mengklasifikasikan seluruh pengeluaran mahasiswa asing sebagai ekspor sesuai standar
IMF, perdebatan teknis ini mencerminkan pergeseran sentimen: mahasiswa internasional yang
dulu dilihat semata sebagai sumber devisa, kini juga dipandang melalui prisma beban domestik
(persaingan di pasar kerja dan tekanan pada perumahan). Pergeseran sentimen inilah yang
menjadi salah satu latar belakang kebijakan pembatasan terbaru.

Lanskap Pendidikan Tinggi Australia: Dominasi Universitas Publik

Untuk memahami dampak kebijakan pembatasan kuota secara lebih granular, perlu
dipetakan medan pertempuran institusionalnya. Sistem pendidikan tinggi Australia memiliki
struktur yang unik, berbeda dari negara seperti Amerika Serikat yang banyak memiliki
universitas swasta elit, atau Indonesia yang memiliki ribuan perguruan tinggi swasta. Secara
total, terdapat 42 universitas di Australia, dengan komposisi dominan sektor publik. Hanya
segelintir (kurang dari 15%) yang berstatus swasta atau berbasis keagamaan; selebihnya adalah
universitas negeri yang didirikan melalui legislasi pemerintah federal atau negara bagian.
Kelompok universitaspublik ini menampung:lebih dari 90% dari seluruh mahasiswa (domestik
maupun internasional)!?. Meskipun mendapat pendanaan publik, proporsi dana pemerintah
terhadap anggaran universitas-terus menurun dalam dua dekade terakhir, memaksa institusi

8 Robert D. Putnam, Loc. Cit.

° Australian Bureau of Statistics, “Recording of International Students in the Balance of Payments,” accessed
January 2, 2026, https://www.abs.gov.au/statistics/detailed-methodology-information/information-
papers/recording-international-students-balance-payments.

10 “4BS Concedes International Education Earnings Over-stated by One-Third,” VisaHQ, accessed January 2, 2026,
https://www.visahq.com/news/2025-12-03/au/abs-concedes-international-education-earnings-over-stated-by-one-
third/.

" List of Australian Universities,” Study Australia, accessed January 2, 2026,
https://www.studyaustralia.gov.au/en/plan-your-studies/list-of-australian-universities.

12 “Group of Eight (Australian Universities),” Wikipedia, accessed January 2, 2026,
https://en.wikipedia.org/wiki/Group_of Eight (Australian universities).



tersebut mengandalkan pendapatan dari mahasiswa internasional untuk menutupi kekurangan
(cross-subsidize biaya operasi dan riset).

Di antara universitas publik, terdapat stratifikasi yang jelas. Delapan universitas tertua
dan paling riset-intensif tergabung dalam Group of Eight (Go8), yang kerap disebut sebagai Ivy
League versi Australia. Anggotanya meliputi Australian National University (ANU),
University of Melbourne, University of Sydney, UNSW, University of Queensland, Monash
University, University of Western Australia, dan University of Adelaide!*!*. Kelompok Go8
ini adalah pemenang utama globalisasi pendidikan: mereka menarik proporsi terbesar
mahasiswa internasional, terutama dari Tiongkok dan India, dan menggunakan pendapatan itu
untuk mensubsidi riset kelas dunia yang menjaga peringkat mereka tetap di 100 besar
universitas global. Ketergantungan Go8 pada mahasiswa asing sangat tinggi, dengan proporsi
mahasiswa internasional kerap melebihi 30-40% dari total mahasiswa'>. Vicki Thomson, CEO
Go8, mengungkapkan peran vital segmen ini: ‘“Pasar mahasiswa internasional GoS8
berkontribusi AUD 17,98 miliar per tahun bagi perekonomian Australia dan menyokong sekitar
73.030 lapangan pekerjaan di seluruh ekonomi”!'®. Konsekuensinya, kelompok universitas elit
ini sangat rentan terhadap perubahan kebijakan yang membatasi arus mahasiswa asing —
merekalah yang paling keras menentang ide kuota karena potensi “vandalisme ekonomi”
terhadap sektor bernilai $50 miliar!”.

Selain Go8, terdapat konsorsium lain seperti Australian Technology Network (ATN) —
kumpulan universitas di perkotaan (misal RMIT University, UTS, QUT) yang berfokus pada
pendidikan terapan, inovasi, dan keterkaitan industri. Ada juga kelompok Innovative Research
Universities (IRU) dan Regional Universities Network (RUN) yang menaungi universitas-
universitas emergent dan berlokasi di daerah. Secara umum, pola pengelompokan ini
menunjukkan ekosistem pendidikan tinggi Australia yang kompleks: beberapa universitas
sangat global dan bergantung pada ekspor pendidikan, sementara lainnya berperan dalam akses
domestik dan pembangunan daerah. Semua terpengaruh ‘oleh kebijakan kuota, tetapi
dampaknya bervariasi. ‘Universitas riset besar cenderung kehilangan pendapatan signifikan,

13 Group of Eight, “About the Go8,” accessed January 2, 2026, https://go8.edu.au/about/the-go8.

14 Jason Clare, “Next Steps in Ensuring the Integrity and Sustainability of the International Education Sector,”
Ministers” Media Centre, Department of Employment and Workplace Relations, accessed January 2, 2026,
https://ministers.dewr.gov.au/clare/next-steps-ensuring-integrity-and-sustainability-international-education-sector.

15 Jason Clare, “Next Steps in Ensuring the Integrity and Sustainability of the International Education Sector,”
Ministers’ Media Centre, Department of Education, accessed January 2, 2026,
https://ministers.education.gov.au/clare/next-steps-ensuring-integrity-and-sustainability-international -education-
sector.

8 “Immigration,” Budget Review 2024-25, Parliament of Australia, accessed January 2, 2026,
https://www.aph.gov.au/About Parliament/Parliamentary departments/Parliamentary Library/Research/Budget
Review/2024-25/Immigration.

7 Paul Scarr, “Media Release — ABS Releases Net Overseas Migration Figure for Year Ending 30 June 2025,”
accessed January 2, 2026, https://paulscarr.com.au/media-release-abs-releases-net-overseas-migration-figure-for-
year-ended-30-june-2025/.



sedangkan universitas kecil/regional menghadapi tantangan menjaga kelangsungan operasional
bila aliran mahasiswa asing dibatasi. Kesatuan sikap sektor ini tercermin ketika kebijakan NPL
diumumkan — baik Go8 maupun universitas regional sama-sama melobi keras menolak batas
kuota, meski dengan alasan yang mungkin berbeda (soal pendanaan riset bagi Go8 dan soal
keberlangsungan finansial bagi yang lain).

D. Kontras Dramatis: Dari ‘Laissez-Faire’ Menuju ‘Pertumbuhan Terkelola’

Kebijakan pembatasan mahasiswa asing pada 2023-2025 bukan sekadar penyesuaian
teknis, melainkan merepresentasikan pergeseran paradigma fundamental dalam filosofi
pemerintah Australia terhadap pendidikan internasional. Selama lebih dari satu dekade sebelum
ini, pendekatan Australia dapat digambarkan sebagai era laissez-faire atau pertumbuhan
didorong pasar. Titik tolaknya adalah Knight Review tahun 2011 —laporan oleh Michael Knight
yang merekomendasikan pelonggaran aturan visa pelajar dan pemberian hak kerja pasca-studi
(post-study work rights) yang lebih luas bagi lulusan asing'®. Tujuan strategi itu jelas:
menjadikan Australia lebih kompetitif melawan Amerika Serikat dan Inggris dalam menarik
mahasiswa internasional berkualitas. Pemerintah, baik di bawah koalisi Liberal-Nasional
maupun Partai Buruh kala itu, mendorong universitas untuk semakin “entrepreneurial” mencari
sumber dana eksternal sebagai kompensasi atas stagnannya pendanaan publik untuk pendidikan
tinggi'®. Pesan implisit dari kebijakan era tersebut: “semakin banyak mahasiswa asing yang
direkrut, semakin baik kondisi keuangan universitas Anda. ” Merespons insentif ini, universitas-
universitas Australia agresif mengembangkan kantor perekrutan di seluruh dunia dan
membangun ketergantungan struktural pada pendapatan mahasiswa internasional. Hasilnya,
menjelang akhir 2010-an Australia menikmati boom mahasiswa asing yang luar biasa — dengan
pertumbuhan jumlah pendaftar baru setiap tahun seolah tanpa batas, hingga menjadikan
pendidikan salah satu ekspor jasa terbesar negeri.

Pandemi COVID-19 pada 2020-2021 sempat menghentikan laju laissez-faire tersebut
secara paksa. Namun, yang mengejutkan, pasca-pandemi bukannya kembali ke tren lama, arah
kebijakan justru berayun tajam ke arah sebaliknya di bawah pemerintahan Albanese. Era baru
ini  disebut  pemerintah ' sebagai® era' = “Managed ' Growth” (pertumbuhan yang
dikelola/terkendali)®’. Narasi resmi pun bergeser drastis: dari “pendidikan sebagai ekspor
unggulan” menjadi “pendidikan sebagai bagian dari sistem migrasi yang harus dijaga
keberlanjutannya”. Menteri Pendidikan Jason Clare tampil sebagai arsitek perubahan narasi ini.

18 “Ghost Colleges in Australia,” Wikipedia, accessed January 2, 2026,
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_colleges in_Australia.
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Ia memperkenalkan konsep “social licence” (lisensi sosial) — gagasan bahwa pertumbuhan
sektor pendidikan internasional hanya bisa berlanjut sejauh masyarakat Australia
mengizinkannya?!?2, Dengan kata lain, sektor ini harus mempertahankan social licence dengan
memastikan kehadiran ratusan ribu pelajar asing tidak menimbulkan dampak sosial negatif
yang melampaui toleransi publik (terutama terkait keterjangkauan perumahan, tekanan
infrastruktur, dan persepsi kesempatan kerja).

Retorika para pejabat pun menyesuaikan arah baru ini. Jason Clare menegaskan,
“Pendidikan internasional adalah industri ekspor yang amat penting bagi Australia, tetapi kita
perlu mengelola pertumbuhannya agar berkelanjutan... Ini tentang memastikan pendidikan
internasional tumbuh dengan cara yang mendukung mahasiswa, universitas, dan kepentingan
nasional”?. Pernyataan tersebut menekankan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan
dampak domestik — menandai pergeseran fokus dari quantity ke quality pertumbuhan.
Sementara itu, Perdana Menteri Albanese secara terbuka menyatakan bahwa lonjakan migrasi
(termasuk mahasiswa) pasca-pandemi bukan penyebab utama krisis perumahan, sembari tetap
mengakui perlunya mengendalikan laju kedatangan siswa asing. “Kami ingin harga rumah lebih
terjangkau. .. kuncinya tentu adalah pasokan (rumah),” ujarnya, menekankan bahwa solusi inti
krisis perumahan ada pada pembangunan rumah, bukan sekadar membatasi migrasi**?.
Namun, dalam kesempatan yang sama Albanese juga mengisyaratkan bahwa jumlah mahasiswa
bisa menjadi area yang dikurangi terkait tekanan migrasi, dengan alasan “beberapa di antaranya
(program mahasiswa asing) telah disalahgunakan™?®. Pernyataan ambigu ini mencerminkan
dilema pemerintah: di satu sisi tak ingin menyalahkan mahasiswa internasional secara langsung
atas mahalnya rumah, di sisi lain menyadari tekanan publik untuk “berbuat sesuatu” terkait
rekor migrasi.

Singkatnya, periode 2023—sekarang menandai perubahan drastis dari rezim pertumbuhan
tak terbatas menuju rezim pertumbuhan terkendali. Kebijakan Managed Growth pada

!
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hakikatnya adalah upaya pemerintah merestorasi kepercayaan publik (memperoleh kembali
social licence) terhadap program migrasi pendidikan, dengan menunjukkan bahwa pemerintah
“mengendalikan” jumlah pendatang. Paradigma baru ini diwujudkan melalui instrumen
konkrit: penetapan kuota nasional mahasiswa baru dan serangkaian regulasi ketat yang
mengiringinya (dibahas lebih lanjut pada Bab VI). Bagi sektor pendidikan tinggi, terutama
universitas, pergeseran ini merupakan shock kebijakan terbesar dalam satu generasi. Mereka
yang selama ini diuntungkan oleh pendekatan laissez-faire kini dihadapkan pada ketidakpastian
baru: bagaimana merencanakan investasi, perekrutan staf, dan kerjasama internasional ketika
keran mahasiswa asing diatur pemerintah pusat.

E. Timeline Kritis: Langkah-Langkah Menuju NPL 2025-2026

Perjalanan menuju kebijakan kuota ini ditandai oleh serangkaian keputusan cepat
sepanjang 2023 hingga 2025 yang mengguncang sektor pendidikan tinggi Australia. Berikut
beberapa tonggak kritisnya:

1. Mei 2023: Isu ledakan mahasiswa asing mulai mengemuka dalam debat politik domestik
bersamaan dengan keluhan publik soal kenaikan sewa rumah. Pemerintah mulai
mewacanakan perlunya “pertumbuhan berkelanjutan” dalam pendidikan internasional,
sementara oposisi konservatif menyerang pemerintah karena dianggap gagal mengendalikan
migrasi.

2. 1 November 2023: Pemerintah Albanese mengeluarkan Ministerial Direction No. 107 (MD
107) yang mengubah prioritas pemrosesan visa pelajar. Melalui instruksi ini, imigrasi
Australia mempercepat pemberian visa bagi institusi “berisiko rendah” (umumnya
universitas Go8) dan memperlambat secara drastis visa untuk institusi “berisiko tinggi”
(misalnya sejumlah penyelenggara pendidikan vokasional swasta). MD 107 praktis menjadi
kuota terselubung karena ribuan aplikasi visa mahasiswa tertahan tanpa kepastian, memicu
tuduhan bahwa pemerintah menerapkan “soft cap” (pembatasan diam-diam) terhadap
mahasiswa asing?’. Kebijakan ini sontak menimbulkan Kekacauan di sektor pendidikan dan
protes dari. penyelenggara pendidikan| swasta' dan universitas regional yang merasa
dianaktirikan.

3. 11 Mei 2024: Dalam pengumuman Anggaran Federal 2024, Pemerintah mengungkap niat
untuk mengajukan legislasi formal yang menetapkan hard cap (batas atas resmi) jumlah
penerimaan mahasiswa internasional per tahun akademik?®. Rencana undang-undang ini
dimaksudkan menggantikan mekanisme darurat MD 107 yang dianggap kasar dan tidak

27 High Commission of India, Canberra, “Guidelines for Indian Students Wishing to Study in Australia,” accessed
January 2, 2026, https://www.hcicanberra.gov.in/page/guidelines-for-indian-students-wishing-to-study-in-
australia/.
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merata penerapannya. Dalam beberapa hari, draft Rancangan Undang-Undang Education
Services for Overseas Students (ESOS) Amendment 2024 diajukan, berisi klausul pemberian
wewenang pada Menteri untuk menetapkan plafon jumlah mahasiswa asing. Langkah
legislatif ini menandai pertama kalinya Australia mencoba membatasi mahasiswa
internasional melalui undang-undang. Sontak, kelompok kepentingan industri pendidikan
(Universities Australia, kelompok GoS8, dsb.) bergerak melobi parlemen, menyuarakan
kekhawatiran atas dampak ekonomi jangka panjang. Beberapa senator kunci dari partai
oposisi dan crossbench mengindikasikan skeptisisme terhadap RUU tersebut.

4. 27 Agustus 2024: Pemerintah, sembari proses legislasi masih berlangsung, mengambil
tindakan eksekutif dengan mengumumkan angka National Planning Level (NPL) untuk
tahun 2025. NPL 2025 ditetapkan sebesar 270.000 mahasiswa baru internasional (new
overseas student commencements) untuk tahun kalender 2025%. Angka ini merefleksikan
kompromi: lebih rendah sekitar 25% dibanding proyeksi tren tanpa intervensi, namun masih
relatif tinggi dibanding jumlah mahasiswa baru di 2023. Pembagian kuota 270.000 tersebut
dirinci secara sektoral: sekitar 145.000 tempat dialokasikan untuk universitas publik (kira-
kira mengembalikan mereka ke level masuk 2023), 95.000 untuk sektor pendidikan
vokasional/ VET (pemangkasan besar yang ditujukan membasmi provider ‘“nakal” yang
dianggap rendah kualitas), dan 30.000 untuk institusi pendidikan swasta non-universitas’-!,
Pemerintah secara efektif memutus pertumbuhan di sektor VET yang dianggap sumber
utama penyalahgunaan visa (visa mills), sementara universitas negeri yang lebih terawasi
relatif dilindungi dari penurunan drastis.

Pengumuman NPL 2025 ini sontak mengguncang industri. Meskipun RUU ESOS
pembatasan kuota akhirnya gagal disahkan di Senat pada akhir 2024 (berkat penolakan
oposisi dan minoritas independen), pemerintah tetap maju dengan kebijakan NPL berbasis
keputusan menteri. Reaksi dari sektor pendidikan tinggi sangat keras. Luke Sheehy, CEO
Universities Australia, memperingatkan bahwa pembatasan tersebut merupakan ancaman
serius bagi tenaga ketja akademik dan ekonomi kampus: menurut perhitungan mereka, setiap
mahasiswa internasional menyokong sekitar 4 lapangan kerja di sektor pendidikan tinggi,
sehingga mengurangi puluhan ribu mahasiswa berarti potensi hilangnya belasan ribu

29 Ministry of Education of the People’s Republic of China, “MOE Issues First Warning Statement in 2020 for
Students Preparing to Study Abroad,” accessed January 2, 2026,
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pekerjaan berketerampilan tinggi*?. Ta mengibaratkan langkah ini seperti “mengayunkan
godam (sledgehammer) ke sektor pendidikan internasional” dengan dalih menyelesaikan
masalah perumahan yang kompleks — sebuah solusi yang dianggap tidak tepat sasaran’.
Vicki Thomson dari Go8 bahkan menggunakan istilah lebih tajam, menyebut kebijakan
kuota ini sebagai bentuk “vandalisme ekonomi” terhadap Australia. Dalam testimoninya di
hadapan Senat, ia mengecam: “Memberikan kekuasaan pada menteri untuk menerapkan cap
pada mahasiswa internasional — hingga tingkat per jurusan — adalah tindakan yang
drakonian, intervensionis, dan setara dengan vandalisme ekonomi™*. Kritik dari para
pemangku kepentingan ini mengisi pemberitaan media dan menekan pemerintah untuk
mencari jalan tengah.

5. 4 Agustus 2025: Pemerintah mengumumkan NPL 2026 dengan sedikit penaikan kuota
menjadi 295.000 mahasiswa baru®’. Kenaikan 25.000 dibanding tahun sebelumnya ini
dirancang untuk menunjukkan bahwa “pertumbuhan terkendali” bukan berarti stagnasi
permanen. Pemerintah berupaya mengirim sinyal bahwa Australia tetap terbuka bagi
mahasiswa asing, sekaligus meredam sebagian kritik universitas yang merasa kuota 2025
terlalu ketat. Dalam pengumuman ini pula, pemerintah memperkenalkan beberapa
mekanisme fleksibilitas: Tidak ada institusi aktif yang akan mendapat alokasi 2026 lebih
rendah dari 2025, dan universitas negeri dapat mengajukan permohonan tambahan tempat
di atas alokasi jika dapat memenuhi kriteria strategis tertentu®’. Kriteria yang dimaksud
antara lain peningkatan kemitraan dengan Asia Tenggara serta penyediaan akomodasi
mahasiswa yang memadai®®-°. Persyaratan “engagement dengan Asia Tenggara” ini sangat
relevan bagi Indonesia, yang oleh Canberra dipandang sebagai mitra prioritas yang harus
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dijaga hubungannya (poin ini akan dibahas pada Signifikansi Penelitian). Secara praktis,
universitas Australia yang mampu menunjukkan kerjasama erat dengan institusi di Asia
Tenggara — misalnya program kemitraan dengan perguruan tinggi Indonesia — diberi insentif
berupa tambahan kuota di atas NPL dasar*’. Kebijakan ini menciptakan “pasar semi-
terbatas” baru: mahasiswa asal Asia Tenggara (terutama Indonesia) menjadi sangat
berharga karena pendaftarannya dapat membuka kursi ekstra di luar kuota bagi universitas

Australia®!42,

Meskipun NPL 2026 sedikit longgar, kritik dari sektor pendidikan tidak mereda. Para
wakil industri tetap menyoroti bahwa angka 295.000 masih jauh di bawah potensi
permintaan. Apalagi, per 2025 banyak institusi telah berinvestasi untuk ekspansi pasca-
pandemi dengan asumsi pertumbuhan mahasiswa asing akan kembali normal. Kebijakan
kuota dianggap mengubah mendadak “aturan main” industri. Universities Australia melalui
Luke Sheehy kembali mengeluarkan pernyataan pedas: “Kami memperkirakan kebijakan ini
berpotensi menghilangkan sekitar 14.000 pekerjaan di universitas... Menghancurkan sektor
pendidikan internasional dengan godam seperti ini tidak akan menyelesaikan krisis
perumahan” ujarnya dalam salah satu wawancara*>*, Pernyataan serupa juga muncul dari
tokoh oposisi politik; Partai Koalisi menyebut langkah pemerintah sebagai pengalihan isu
atas kegagalan membangun perumahan, sementara Partai Hijau mengkhawatirkan implikasi
sosial terhadap keberagaman kampus.

Dari rangkaian timeline di atas, tampak bahwa penetapan kebijakan kuota mahasiswa
asing Australia terjadi melalui proses yang cepat dan penuh kontroversi. Awalnya diluncurkan
secara sepihak melalui instruksi menteri (MD 107), kemudian coba dilembagakan lewat RUU
(yang gagal), lalu akhirnya diimplementasikan melalui kebijakan administratif NPL yang terus
disesuaikan. Respons keras dari sektor pendidikan dan parlemen menunjukkan besarnya
kepentingan yang dipertaruhkan. Pemerintah Albanese berada dalam posisi harus
menyeimbangkan tuntutan domestik untuk, pengetatan migras‘i dengan kepentingan ekonomi
dan reputasi internasional Australia yang dipertaruhkan dalam'ekspor pendidikan. Sejauh ini,
kuota NPL menjadi solusi kompromi pemerintah — meski masih menuai ketidakpuasan di kedua
sisi.
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F. Konteks Global: Tren Proteksionisme Pendidikan di Negara Lain

Langkah Australia dalam membatasi mahasiswa asing tidak terjadi dalam ruang hampa;
ia seirama dengan tren yang berkembang di negara-negara maju berbahasa Inggris
(Anglosphere) pada pertengahan dekade 2020-an. Tahun 2024-2025 menandai momentum di
mana sejumlah negara Barat secara kolektif “menutup sebagian pintu” pendidikan internasional
mereka. Konteks global ini penting karena menunjukkan bahwa kebijakan Australia merupakan
bagian dari zeitgeist politik Barat yang lebih luas, di mana pertimbangan politik domestik (isu
migrasi dan biaya hidup) mulai mendominasi kebijakan mengalahkan logika ekonomi ekspor.

1. Kanada: Pesaing terdekat Australia dalam model edu-migrasi ini mengambil langkah yang
bahkan lebih drastis. Pada pertengahan 2024, Menteri Imigrasi Kanada, Marc Miller,
mengumumkan akan memberlakukan batas atas mahasiswa asing yang efektif memangkas
penerbitan izin studi sebesar 35% dibanding tahun sebelumnya***%. Artinya, Kanada
menargetkan hanya sekitar 360.000 izin studi yang disetujui pada 2024, turun signifikan dari
angka 2023*. Miller secara terang-terangan mengaitkan kebijakan ini dengan krisis
perumahan, dan bahkan menggunakan bahasa kasar menyebut beberapa college swasta yang
memperdagangkan visa pelajar sebagai “puppy mills” (pabrik anak anjing) yang mencetak
ijjazah tanpa kualitas®®. Retorika ini mirip dengan istilah “dodgy providers” atau “shonks”
yang digunakan Jason Clare di Australia untuk menggambarkan institusi pendidikan abal-
abal. Dengan menetapkan cap nasional dan menyelaraskannya dengan kapasitas
infrastruktur domestik, Kanada secara efektif mengorbankan sebagian pendapatan ekspor
pendidikan demi meredakan tekanan politik dalam negeri. Kebijakan ini mendapat dukungan
dari publik Kanada yang resah terhadap mahalnya housing, namun dikritik oleh universitas
dan pemerintah provinsi yang kehilangan pemasukan dan tenaga kerja terampil dari
mahasiswa internasional®.

2. Inggris: Di Britania Raya, di bawah pemerintahan Partai Konservatif PM Rishi Sunak
(sebelum kalah pada pemilu 2024), diberlakukan langkah bérbeda namun tujuannya sama —
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menekan statistik migrasi. Mulai 1 Januari 2024, pemerintah Inggris melarang mahasiswa
asing pada jenjang pascasarjana (non-riset) untuk membawa anggota keluarga sebagai
dependent selama studi®®*'. Kebijakan ini diumumkan dengan nada populis; Menteri Dalam
Negeri saat itu, James Cleverly, menyebut praktik membawa keluarga oleh mahasiswa
sebagai sesuatu yang “tidak masuk akal” (“unreasonable practice”) yang harus diakhiri
demi menurunkan angka migrasi®*%®. “Kemarin, bagian penting dari rencana itu mulai
berlaku, mengakhiri praktik tidak masuk akal mahasiswa asing membawa anggota keluarga
mereka... Hal ini akan membuat migrasi turun drastis puluhan ribu,” ujarnya®**°. Pemerintah
Sunak mengklaim kebijakan ini sebagai keberhasilan “mengabulkan keinginan rakyat
Inggris” untuk mengetatkan imigrasi, dan bahkan setelah pemerintahan berganti ke Partai
Buruh pada 2024, sentimen pengetatan visa pelajar (misalnya dengan memperpendek masa
visa kerja pasca studi) tetap mengemuka dalam wacana politik Inggris. Bagi universitas di
UK, larangan dependent visa tersebut memukul daya tarik paket studi mereka (terutama
untuk mahasiswa Master dari negara berkembang yang kerap membawa keluarga). Namun
lagi-lagi, pertimbangan domestik — dalam hal ini tekanan pada layanan publik dan
perumahan — dijadikan justifikasi yang mengalahkan kepentingan ekspor pendidikan.

3. Amerika Serikat dan Lainnya: Sementara Australia, Kanada, dan Inggris mengambil langkah
konkret, Amerika Serikat di era pemerintahan Biden tidak memberlakukan kuota atau
larangan dependents secara nasional, namun retorika proteksionisme juga meningkat. Isu
visa kerja OPT (Optional Practical Training) untuk lulusan asing diperketat wacananya, dan
beberapa politisi mendorong pembatasan visa pelajar dari Tiongkok dengan dalih keamanan
nasional. Di Selandia Baru, pemerintah pasca-pandemi sempat memangkas work rights bagi
lulusan asing dan menaikkan syarat keuangan bagi visa pelajar, sebelum kemudian
melonggarkan kembali guna pemulihan sektor. Secara global, juga muncul fenomena “race
to the bottom” dalam keterbukaan pendidikan: negara-negara bersaing menunjukkan sikap
tough terhadap migrasi guna konsumsi politik domestik, meskipun berisiko saling lempar
beban mahasiswa internasional ke negara pesaing. Contohnya, ketika Australia dan Kanada
mengetatkan aturan, negara pesaing seperti Jerman dan Prancis justru menerima limpahan

%0 Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Indonesia), “Minister of Education, Culture, Research
and Technology Inaugurated the Country’s First Foreign University,” accessed January 2, 2026,
https://partnership.kemdikbud.go.id/article/read/minister-of-education-culture-research-and-technology-
inaugurated-the-countrys-first-foreign-university.

51 Department of Education, Australian Government, “A Managed System for International Education,” accessed
January 2, 2026, https://www.education.gov.au/managed-system-international-education-2026.

52 “Education as an Export for Australia 2024/25,” The Koala News, accessed January 2, 2026,
https://thekoalanews.com/education-as-an-export-for-australia-2024-25/.

53 Department of Education, Loc. Cit.

54 Department of Education, Australian Government, “Education Export Income — Financial Year,” accessed
January 2, 2026, https://www.education.gov.au/international-education-data-and-research/education-export-
income-financial-year.

55 Andri Rosadi, Merantau Ke Sydney: Perjalanan Mengejar Mimpi di Harbour City (2024), 78.



minat mahasiswa dari India dan Asia Tenggara — memperoleh “subsidi” talenta yang
ironisnya difasilitasi oleh kebijakan protektif Australia/Kanada®®.

Konteks di atas menegaskan bahwa kebijakan kuota Australia bukan anomali tunggal,
melainkan bagian dari pola proteksionisme pendidikan tinggi di negara maju. Ada benang
merah: isu domestik (elektoral) tentang migrasi, biaya hidup, dan integritas sistem mendorong
pemerintah mengorbankan sebagian keuntungan ekonomi jangka panjang dari pendidikan
internasional. Fenomena ini menantang asumsi klasik globalisasi bahwa sektor pendidikan
selalu bergerak ke arah lebih terbuka. Bagi peneliti hubungan internasional, tren ini juga
memperlihatkan manifestasi nyata 7wo-Level Games di berbagai negara: kepentingan domestik
(Level IT) mulai “mendikte” kebijakan yang semestinya berada di ranah internasional (Level I).
Inilah konteks luas di mana kasus Australia akan dianalisis.

G.Puzzle Akademik: Mengapa Mengorbankan Miliaran Dolar?

Paparan di atas mengerucut pada suatu academic puzzle inti yang menjadi landasan
penelitian ini. Secara konvensional, negara berjuang mati-matian untuk meningkatkan ekspor
dan pendapatan nasional — apalagi dari sektor unggulan yang telah terbukti sukses. Australia
memiliki “tambang emas” non-mineral berupa pendidikan internasional bernilai puluhan miliar
dolar, sebuah industri ekspor yang bersih dan bahkan memperkuat pengaruh diplomatiknya.
Mengapa pemerintah yang rasional secara ekonomi memilih untuk secara sadar memangkas
industri ini? Mengapa pemerintahan Albanese — yang notabene Partai Buruh bersejarah dekat
dengan universitas — bersedia mengambil risiko kehilangan miliaran dolar devisa dan potensi
puluhan ribu pekerjaan berkeahlian tinggi demi membatasi mahasiswa asing? Pertanyaan-
pertanyaan ini menuntut penjelasan lebih dari sekadar analisis ekonomi semata.

Jawabannya tidak dapat ditemukan melalui kacamata tunggal. Fenomena ini memerlukan
kerangka konseptual yang mampu menjembatani dua “meja” negosiasi yang sering dianggap
terpisah: meja diplomasi/ekonomi internasional vs. meja politik domestik. Di sinilah teori Two-
Level Games yang digagas Robert D. Putnam menjadi relevan. Kerangka Two-Level Games
memberikan lensa analitis untuk memahami kebijakan yang berada di persimpangan tekanan
domestik dan internasional. Putnam bertesis bahwa pemimpin nasional selalu bermain di dua
papan catur secara bersamaan — langkah yang rasional di papan internasional bisa jadi bunuh
diri di papan domestik, dan sebaliknya’’. Dalam konteks kebijakan kuota Australian ini, dapat
dikatakan pemerintah Albanese tengah melakukan tarian negosiasi di dua level tersebut:

1. Level I (Internasional): Di meja global, pemimpin Australia ingin memaksimalkan
keuntungan dari perdagangan dan kerja sama internasional. Dalam kasus ini, kepentingan
Level I mencakup mempertahankan pemasukan ekspor pendidikan (senilai puluhan miliar

56 Akbar Mandela A. Yunus and Muh Ardiansyah, Ekonomi Politik (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2024).

57 Francis Fukuyama, Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
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dolar) serta menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara sumber
mahasiswa (misalnya India, Tiongkok, Indonesia). Secara level I, membiarkan arus
mahasiswa asing tumbuh pesat adalah langkah rasional untuk meraih keuntungan ekonomi
dan soft power-.

2. Level II (Domestik): Di meja domestik, pemimpin harus mempertahankan kekuasaan
dengan merespons tuntutan konstituen pemilih. Pada kasus ini, tekanan Level II datang dari
publik Australia yang resah terhadap krisis keterjangkauan perumahan, kemacetan
infrastruktur, dan persepsi migrasi yang “tidak terkendali”. Secara /evel II, membatasi
jumlah pendatang (termasuk mahasiswa asing) adalah langkah politis rasional untuk
menunjukkan pemerintah “mengambil kendali” atas situasi dan meredakan keresahan
rakyat.

Kebijakan NPL dapat dipahami sebagai upaya pemerintah menemukan titik iris antara
kepentingan di kedua level tersebut. Konsep win-set dari Putnam menjadi kunci: win-set
adalah himpunan kesepakatan di Level I yang masih bisa diterima dan diratifikasi di Level
I1°8. Angka NPL 270.000 untuk 2025, misalnya, merupakan hasil kompromi (win-set) dari
negosiasi dua level: angka itu cukup rendah untuk dijual secara politik di dalam negeri
sebagai “pengetatan yang tegas” (pemenuhan tuntutan domestik), namun cukup tinggi untuk
mencegah kolapsnya industri pendidikan serta keretakan hubungan dengan mitra luar negeri
(pemenuhan kepentingan internasional)®”. NPL 270k masih berada di atas level pra-pandemi
untuk universitas publik, sehingga pemerintah bisa berdalih ke India atau Tiongkok bahwa
Australia tetap “terbuka untuk bisnis” dan pembatasan ini semata demi keberlanjutan sistem,
bukan karena sentimen anti-imigran. Pada saat yang sama, di forum domestik Albanese bisa
mengklaim telah bertindak tegas membendung arus migrasi demi menyelamatkan generasi
muda Australia dari harga rumah yang mencekik.

Apakah strategi win-set ini berhasil menyeimbangkan kedua level, atau justru
membuat semua pihak —baik pemilih, domestikimaupun pasar internasional — tidak puas,
merupakan pertanyaan besar yang akan, dieksplorasi dalam analisis bab-bab selanjutnya.
Yang jelas, dari sudut pandang akademis, kasus ini menawarkan laboratorium alami untuk
menguji dinamika 7wo-Level Games dalam perumusan kebijakan publik kontemporer.

%8 Salwa Nabilah Saputri Wibawa, Analisis Two-Level Game Theory dalam Negosiasi Ulang Indonesia—Korea
Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada Sektor Perdagangan Tahun 2019-2022
(tesis/disertasi, Universitas Islam Indonesia, 2024)
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ARSITEKTUR KONSEPTUAL TWO-LEVEL GAMES

A. Genealogi Teori Two-Level Games
1. Konteks Kelahiran Teori

Selama beberapa dekade pasca-Perang Dunia II, studi Hubungan Internasional (HI)
didominasi oleh pendekatan negara-sentris yang melihat negara sebagai aktor uniter dan
rasional (unitary rational actor)®’. Paradigma realis struktural misalnya, memperlakukan
negara bagaikan sebuah “kotak hitam” yang keputusan-keputusan politik luar negerinya
semata-mata ditentukan oleh tekanan sistem anarki internasional, tanpa memperhitungkan
dinamika domestik®!. Akibatnya, teori-teori tradisional cenderung memisahkan analisis
politik domestik dari politik internasional. Robert D. Putnam, melalui artikel seminalnya
“Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games” (1988), muncul dari
ketidakpuasan terhadap dikotomi tersebut dengan menawarkan perspektif baru yang
menggabungkan kedua ranah secara simultan®>%, Putnam menolak asumsi bahwa
kepentingan nasional adalah sesuatu yang tetap dan disepakati secara bulat oleh elite negara;
ia menunjukkan bahwa pada isu-isu strategis sekalipun, para pengambil keputusan pusat
seringkali tidak sepakat mengenai apa sebenarnya kepentingan nasional yang hendak
diperjuangkan®. Dengan kata lain, “negara” bukan aktor monolitik, melainkan arena
pertarungan berbagai kepentingan domestik yang dapat mempengaruhi posisi
internasionalnya. Kritik Putnam terhadap model negara uniter ini terangkum dalam metafora
bahwa setiap pemimpin memainkan permainan di dua papan catur sekaligus — domestik dan
internasional®. | Model ‘inilah yang ‘kelak dikenal sebagai Two-Level Games, karena

80 Dugis, Visensio, ed. Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik, Edisi Revisi. Surabaya:
Airlangga University Press, 2018.

81 Education as an Export for Australia 2024/25. The Koala News. Diakses 2 Januari 2026.
https://thekoalanews.com/education-as-an-export-for-australia-2024-25/.

62 Putnam, Robert D. “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games.” International
Organization 42, no. 3 (Summer 1988): 427—460.

83 Putnam, Robert D. "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games." International
Organization, 42, no. 3 (Summer 1988): 437-470.\

64 Reserve Bank of Australia. “International Students and the Australian Economy.” Bulletin, July 2025. Diakses 2

Januari 2026. https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2025/jul/international-students-and-the-australian-
economy.html.

8% Putnam, Robert D. Loc. Cit.



mengandaikan seorang negosiator berada di dua meja perundingan: meja internasional di
satu sisi, dan meja domestik di sisi lain, secara bersamaan.

2. Kritik terhadap Pendekatan Tradisional

Sebelum lahirnya sintesis Putnam, literatur HI terpolarisasi ke dalam dua aliran klasik
mengenai hubungan antara politik domestik dan internasional. Pertama, pendekatan “Second
Image” (mengacu pada terminologi Kenneth Waltz) berargumen bahwa kondisi domestik
menentukan perilaku internasional. Sebagai contoh, dalam kerangka second image, krisis
perumahan akut di Australia — ditandai tingkat kekosongan sewa nasional yang hanya
~1%°667 — dianggap secara langsung menyebabkan kebijakan pembatasan visa pelajar asing
yang lebih ketat. Kedua, pendekatan “Second Image Reversed” (Peter Gourevitch, 1978)
melakukan inversi argumen: tekanan dan struktur ekonomi global membentuk kebijakan
domestik®-%°, Dari sudut pandang ini, ketergantungan Australia pada pasar pendidikan
internasional dan persaingan dengan negara tujuan studi lain (seperti Kanada atau Inggris)
akan memaksa pemerintah Australia membatasi atau melonggarkan kuota mahasiswa asing
demi menyesuaikan diri dengan standar dan tekanan eksternal’®’!, Kedua pendekatan parsial
ini penting secara teoretis, namun gagal menjelaskan dinamika timbal balik real-time. Pada
kenyataannya, kebijakan pembatasan mahasiswa asing Australia tahun 2023-2025 tidak
lahir hanya dari satu arah kausalitas — tidak semata reaksi atas krisis domestik, juga tidak
semata respon terhadap pasar global. Sebaliknya, kebijakan tersebut merupakan hasil
interaksi simultan antara tekanan domestik dan internasional’?’3, Putnam menegaskan
bahwa perdebatan tentang apakah politik domestik menentukan hubungan internasional atau
sebaliknya adalah hal yang keliru, karena jawabannya bisa ‘“keduanya, tergantung
konteks’*. Kesadaran inilah yang melandasi lahirnya teori Two-Level Games, di mana
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proses domestik dan internasional dilihat saling terkait erat. Anthony Albanese — Perdana
Menteri Australia — dan jajarannya secara praktis mengakui dualitas ini: di satu sisi mereka
menggarisbawahi pendidikan internasional sebagai ekspor jasa penting bagi Australia,
namun di sisi lain mereka menekankan perlunya “menata ulang pertumbuhan agar
berkelanjutan” demi menjawab keprihatinan nasional’>’®, Pernyataan semacam itu
menunjukkan seni menyeimbangkan dua level sekaligus: pesan untuk audiens global

disampaikan bersamaan dengan sinyal bagi konstituen domestik dalam satu narasi utuh.
3. Preseden Historis Putnam (KTT Bonn 1978)

Teori Two-Level Games Putnam tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dipupuk
oleh pengamatan empirisnya terhadap negosiasi ekonomi internasional di Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Bonn tahun 197877, Pada KTT tersebut, negara-negara industri
(AS, Jerman Barat, Jepang, dll.) dihadapkan pada tantangan stagnasi ekonomi pasca-krisis
minyak. Secara teknokratis, para ekonom sepakat diperlukan stimulus fiskal terkoordinasi
dari negara-negara “lokomotif” ekonomi dunia’®. Namun, implementasi kesepakatan itu
terkendala oleh politik domestik masing-masing: Kanselir Helmut Schmidt di Jerman
dibatasi oleh keberatan bank sentral dan faksi anti-defisit; di Jepang, Kementerian Keuangan
menolak ekspansi fiskal; sementara Presiden Jimmy Carter di AS kesulitan meloloskan
deregulasi energi karena oposisi Kongres”. Putnam menemukan bahwa terobosan tercapai
justru ketika negosiator masing-masing memanfaatkan tekanan internasional untuk
mengatasi kebuntuan domestik. Kesepakatan akhirnya dicapai — Jerman dan Jepang bersedia
melakukan stimulus, AS bersedia meliberalisasi harga minyak — bukan karena paksaan antar
negara, melainkan karena adanya faksi domestik di masing-masing negara yang
menggunakan hasil perundingan internasional sebagai daya ungkit terhadap rival domestik
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mereka®®3!, Di Jerman Barat, kubu pro-stimulus dalam pemerintahan Schmidt berhasil

“membungkam” kritik fiskal domestik dengan menunjuk pada tuntutan KTT; di Jepang,
Kementerian Perindustrian (MITI) menjadikan desakan Amerika Serikat sebagai amunisi
untuk mengalahkan resistensi Kementerian Keuangan®*83, Seorang pejabat MITI bahkan
menggambarkan situasi itu secara terkenal: “Tujuh puluh persen tekanan asing, tiga puluh
persen politik internal”®*. Ungkapan ini melukiskan betapa keputusan akhir merupakan
kombinasi pengaruh tekanan internasional dan kalkulasi domestik.

Putnam mengajukan kerangka Two-Level Games untuk menjelaskan pola semacam
itu secara sistematis. Ide utamanya: setiap negosiator internasional sebenarnya harus
memperhatikan dua arena sekaligus — perundingan dengan pihak asing (Level I) dan proses
ratifikasi serta dukungan di dalam negeri (Level II) — yang keduanya saling
mempengaruhi®>#¢, Dengan kerangka ini, Putnam menjembatani jurang antara pendekatan
“Liberal Intergovernmentalism” a la Andrew Moravcesik, yang menekankan pentingnya
preferensi domestik dalam diplomasi antarnegara, dan pendekatan “Domestic Politics”
tradisional, yang menyoroti pengaruh politik dalam negeri tanpa mengaitkannya dengan
negosiasi internasional. Dua dekade setelah artikelnya terbit, pandangan Putnam ini telah
terbukti visioner: alih-alih melihat politik domestik dan internasional secara terpisah, kini
banyak analis sepakat bahwa keduanya terjalin erat. Bahkan dalam konteks kontemporer,
slogan seperti “Foreign Policy for the Middle Class” oleh Presiden Joe Biden atau
“Domestic politics is king” oleh beberapa analis menunjukkan pengakuan bahwa
keberhasilan kebijakan luar negeri sangat bergantung pada pijakan domestiknya®”-%%, Putnam
memberi kita lensa konseptual untuk memahami realitas tersebut.
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4. Perkembangan Teori Setelah Putnam

Publikasi Putnam (1988) segera memicu lahirnya literatur lanjutan yang memperkaya
model Two-Level Games. Tiga kontribusi teoretis utama patut dicatat di sini. Pertama, Peter
B. Evans dkk. melalui buku “Double-Edged Diplomacy” (1993) memperluas cakupan
empiris teori ini%. Jika Putnam awalnya bertumpu pada negosiasi ekonomi G7, Evans,
Jacobson, dan Putnam (eds.) menerapkan kerangka dua-level pada isu-isu keamanan dan
hubungan Utara-Selatan, termasuk dinamika di negara berkembang. Evans menekankan
perlunya model integratif yang mampu menangkap peran institusi transnasional dan aktor
non-negara dalam memengaruhi win-set domestik®*°!. Ta menyatakan bahwa tantangan bagi
teorisi HI bukan lagi “apakah” menggabungkan faktor domestik-internasional, melainkan
“bagaimana caranya’®* — sebuah pengakuan akan pentingnya pendekatan dua-level secara
umum. Kedua, Helen V. Milner (1997) menawarkan formalisasi lebih ketat atas intuisi
Putnam, terutama terkait dinamika internal negara demokrasi. Dalam bukunya “Interests,
Institutions, and Information”, Milner memandang negara bukan sebagai entitas tunggal,
melainkan poliarki (polyarchy) yang kekuasaan pengambilan keputusannya terdistribusi
antara eksekutif, legislatif, dan birokrasi®’. Milner menunjukkan bahwa informasi asimetris
antara eksekutif dan legislatif/publik menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi eksekutif
dalam Two-Level Games®**°. Misalnya, pemerintah sering memiliki informasi lebih lengkap
tentang negosiasi internasional dibanding parlemen, sehingga dapat membingkai hasil
perundingan sedemikian rupa untuk mempengaruhi opini domestik. Kontribusi Milner
menyoroti bahwa struktur institusi domestik (siapa memegang wewenang apa) dan distribusi
informasi akan memengaruhi kalkulasi dua-level. Ketiga, Andrew Moravcsik melalui teori
Liberal Intergovernmentalism (L1) memberikan jembatan teoritis antara preferensi domestik
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dan tawar-menawar antar negara®®. Moravcsik berargumen bahwa preferensi atau
“kepentingan nasional” suatu negara bukanlah sesuatu yang ditentukan sepihak oleh
pemimpin, melainkan agregasi kepentingan kelompok domestik terkuat’’-*®. Dengan kata
lain, siapa kelompok domestik yang dominan (misalnya industri tertentu, kelompok bisnis,
serikat pekerja) akan sangat menentukan posisi negosiasi negara di level internasional.
Pendekatan Moravcsik ini selaras dengan kerangka Putnam, karena sama-sama menekankan
bahwa “apa yang diinginkan negara” bergantung pada tarik ulur kepentingan domestik.
Dalam konteks teori Two-Level Games, LI dapat dilihat sebagai versi yang menitikberatkan
pada penentuan preferensi negara di Level II sebelum memasuki negosiasi Level 1.

Selain tiga tokoh di atas, Jongryn Mo (1994) menawarkan sudut pandang strategis baru
terhadap model Putnam. Mo memperkenalkan konsep “koalisi domestik endogen”, yakni
gagasan bahwa konfigurasi koalisi domestik bukan faktor statis melainkan dapat diubah oleh
negosiator”. Seorang negosiator cerdik dapat berupaya merekayasa koalisi politik di dalam
negerinya demi memperluas atau mempersempit win-set sesuai kebutuhan. Misalnya,
dengan melibatkan atau mengecualikan aktor domestik tertentu, pemimpin dapat
menciptakan “mayoritas baru” yang mendukung posisinya. Mo menunjukkan bahwa dalam
kasus-kasus negosiasi yang alot, pemimpin tidak pasif terhadap struktur politik dalam
negerinya, melainkan bisa memobilisasi dukungan baru atau mengubah aliansi untuk
mencapai ratifikasi (jadi semacam domestic coalition-building yang disengaja)!®%10!,
Pandangan ini memperkuat konsep Putnam dengan menambahkan peran agensi negosiator
dalam memanipulasi konteks domestik.

Secara keseluruhan, posisi teori Two-Level Games dalam spektrum HI kontemporer
adalah sebagai jembatan integratif antara pendekatan sistemik dan domestik. la menjawab
kegelisahan metodologis atas dikotomi “internal vs eksternal” dengan cara menunjukkan bahwa
dalam diplomasi modern, kemenangan di meja internasional mensyaratkan kecakapan bermain
di meja domestik, dan sebaliknya'®?. Tidak mengherankan jika-model Putnam dijuluki “The
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Great Bridge” yang menghubungkan dua pulau disiplin ilmu politik — HI yang berfokus ke
antarnegara, dan politik domestik atau kebijakan publik!®®. Dalam konteks studi kebijakan
kuota mahasiswa asing Australia yang diulas buku ini, kerangka Two-Level Games menjadi
landasan teoritik untuk menjelaskan fenomena yang sedang berlangsung. Bab selanjutnya akan
menguraikan mekanika model ini — bagaimana sesungguhnya permainan dua level itu bekerja
— sebelum kemudian diterapkan pada studi kasus empiris.

B. Mekanika Model: Level I dan Level 11
1. Dua Meja Negosiasi

Two-Level Games memandang setiap negosiasi internasional seolah berlangsung di
dua meja secara paralel'®. Level I (Meja Internasional) adalah arena perundingan
antarnegara — di sinilah para diplomat, menteri, atau kepala pemerintahan bernegosiasi untuk
mencapai kesepakatan antar pihak. Isu yang dibahas di Level I bisa beragam, mulai dari
diplomasi tradisional, perdagangan internasional, perjanjian lingkungan, hingga kerja sama
pendidikan. Negosiator di Level I berupaya memenuhi kepentingan nasionalnya sambil
menjaga hubungan baik dan reputasi di mata dunia'®!%, Dalam kasus kebijakan kuota
mahasiswa asing, meja internasional mencakup negosiasi Australia dengan negara asal
mahasiswa (India, Tiongkok, negara ASEAN) serta pengaturan dalam kerangka pasar
pendidikan global dan perjanjian dagang terkait pendidikan. Level II (Meja Domestik)
adalah arena politik dalam negeri tempat kesepakatan yang dicapai di Level I harus
diratifikasi atau disetujui oleh konstituen domestik'’-'%. Aktor-aktor di Level II meliputi
parlemen (yang mungkin perlu mengesahkan undang-undang atau anggaran agar
kesepakatan berlaku), birokrasi terkait, kelompok kepentingan, media, hingga opini publik
yang membentuk social license bagi kebijakan. Masih dalam contoh Australia, meja
domestik berarti pemerintah harus meyakinkan Parlemen dan publik bahwa kebijakan kuota

mahasiswa asing yang dinegosiasikan sejalan dengan kepentingan nasional; persetujuan ini
!
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tidak mesti berupa ratifikasi formal undang-undang saja, tetapi bisa juga berupa dukungan
politis dan penerimaan publik yang luas!®!10,

2. Interaksi Simultan

Kunci dari mekanika Two-Level Games adalah interaksi simultan antara proses di
Level I dan Level II. Negosiator harus bermain di kedua meja secara bersamaan dan
konsisten'!!. Hasil perundingan internasional (Level I) amat bergantung pada sejauh mana
kesepakatan tersebut nantinya dapat disetujui di dalam negeri; sebaliknya, dinamika
domestik (misal pertarungan antar faksi politik) sering dipengaruhi oleh perkembangan di
meja internasional. Putnam menggambarkan posisi negosiator sebagai gatekeeper strategis
yang menghubungkan dua arena ini: ia menyerap tuntutan domestik untuk dibawa ke
perundingan internasional, sembari membawa pulang hasil negosiasi internasional untuk
diuji di kancah domestik!!?!!®, Karena berlangsung paralel, seringkali terjadi umpan balik
langsung: langkah atau sinyal di satu level memengaruhi perhitungan di level lain. Putnam
menyebut situasi genting di mana negosiator mencapai kesepakatan di Level I namun gagal
diratifikasi di Level II sebagai involuntary defection (membelot secara involunter)''*!13_ Ini
bukan kegagalan yang disengaja oleh negosiator, melainkan akibat kekuatan domestik yang
menghalangi ratifikasi. Contoh nyata adalah jika pemerintah Australia menyepakati kuota
tertentu dengan India, tetapi Parlemen atau publik Australia menolaknya sehingga
kesepakatan batal secara sepihak. Risiko involuntary defection inilah yang selalu
menghantui negosiator di forum internasional — janji di luar negeri bisa jadi mustahil
diwujudkan karena oposisi di dalam negeri. Oleh sebab itu, negosiator akan berupaya
memaksimalkan overlap antara apa yang disetujui di Level I dan apa yang dapat diterima di
Level II, sebuah konsep yang akan kita bahas sebagai win-set di subbab berikut. Satu hal
yang perlu digarisbawahi: Two-Level Games bukan berarti bahwa Level I selalu lebih tinggi
pentingnya dari Level II atau sebaliknya. Alih-alih hierarkis, hubungan kedua level ini
bersifat interdependen. Kadang politik . domestik menjadi‘faktor penentu utama (seperti
dalam isu sangat sensitif bagi pemilih), di kali lain pertimbangan geopolitik atau pasar global
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mendominasi; namun umumnya, kedua aspek tersebut saling membatasi ruang gerak satu
sama lain secara simultan!!®,

Arsitektur Teoretis: Permainan Dua Level & Persimpangan Win-
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Gambar 2.1. Model konseptual Two-Level Games: Negosiator negara A dan B berunding di Level I
(arena internasional) untuk mencapai kesepakatan bersama, namun setiap hasil perundingan harus berada
dalam win-set masing-masing agar disetujui di Level 1l (arena domestik). Dalam diagram, lingkaran biru
dan merah mewakili himpunan win-set domestik negara A dan B; area ungu yang tumpang-tindih adalah

zona kesepakatan potensial yang dapat diterima kedua belah pihak.

Sebagaimana tergambar pada Gambar 2.1, win-set berperan sebagai jembatan antara
Level I dan Level II. Win-set negara A adalah himpunan. semua kesepakatan Level I yang
bisa “selamat” melalui proses politik dalam'negerinya A;begitu pula win-set negara B untuk
negaranya B''7-!'8. Hanyajjika kedua winjset memiliki irisan (overlap) barulah terdapat zona
kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua negara''®. Jika tidak ada overlap (win-set A dan
B terpisah), negosiasi Level I pasti menemui jalan buntu meskipun para negosiator beritikad
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baik!?’. Konsep win-set ini sangat sentral dan akan diuraikan lebih lanjut pada subbab
berikut, termasuk faktor-faktor apa saja yang menentukan besarnya win-set sebuah negara.

C. Konsep Win-Set dan Determinannya

Robert Putnam mendefinisikan win-set sebagai “the set of all possible Level I agreements
that would ‘win’—that is, gain the necessary majority among constituents—when simply voted
up or down ”'?!, Dalam bahasa sederhana, win-set adalah himpunan semua opsi kesepakatan di
tingkat internasional yang akan mendapatkan dukungan atau ratifikasi yang diperlukan di
tingkat domestik. Jika sebuah usulan kesepakatan berada di dalam win-set domestik, artinya
aktor-aktor kunci di dalam negeri bersedia menerimanya; sebaliknya, jika berada di luar win-
set, kesepakatan itu akan ditolak domestik sehingga percuma dinegosiasikan. Konsep ini
memetakan batas-batas kemungkinan politik bagi negosiator: tidak semua hasil perundingan
internasional dapat terwujud, hanya yang “muat” dalam win-set masing-masing negara!?>!23,
Secara matematis, seperti disinggung sebelumnya, perjanjian internasional hanya terjadi jika
terdapat irisan antara win-set para pihak'?*. Ketiadaan overlap berarti tak ada ruang kesepakatan
bersama, sehingga berapapun intensitas negosiasi, kesepakatan tak akan tercapai.

Win-set bukanlah sesuatu yang statis; ukurannya dapat bervariasi tergantung kondisi.
Ukuran win-set menentukan seberapa leluasa negosiator bergerak di Level I, dan menariknya
variasi ini melahirkan implikasi strategis yang paradoksal. Dalam kerangka Putnam (mengikuti
logika Schelling conjecture), terdapat dua skenario ekstrem]'>>126:

1. Win-Set Besar (Broad Win-Set): artinya konstituensi domestik relatif fleksibel dan bersedia
menerima berbagai macam hasil negosiasi. Win-set domestik yang luas meningkatkan
probabilitas tercapainya kesepakatan internasional, karena lebih mudah mencari irisan
overlap dengan pihak lain'?’. Akan tetapi, ironi bagi negosiator dengan win-set besar adalah
posisi tawarnya cenderung lemah. Lawan negosiasi yang mengetahui pihak kita punya
banyak ruang kompromi akan terdorong untuk menekan dan meminta konsesi maksimum,
sebab mereka yakin' apapun-hasil*perundingan mungkin bisa'lolos di dalam negeri kita.
Dengan kata lain, kebebasan domestik bisa menjadi liabilitas di Level I: negosiator tak bisa
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meyakinkan lawan untuk memberi kelonggaran, karena “pihak sana” tahu kompromi kecil
pun sebenarnya cukup aman bagi kita.

2. Win-Set Kecil (Narrow Win-Set): artinya konstituen domestik sangat membatasi rentang
hasil yang bisa diterima, hanya opsi-opsi tertentu saja yang boleh lolos. Win-set yang sempit
memang meningkatkan risiko kegagalan negosiasi — sebab ruang overlap dengan lawan jadi
kecil atau bahkan nihil'?%, Namun secara paradoksal, negosiator dengan win-set kecil justru
punya daya tawar lebih kuat di meja internasional. Ia dapat mengklaim bahwa “ftangannya
terikat” oleh tekanan domestik sehingga tak bisa memberi banyak konsesi. Dalam istilah
strategis, ini disebut strategi fying hands (mengikat tangan)'?-1*0, Lawan negosiasi, jika
percaya klaim tersebut, mau tak mau harus menyesuaikan tuntutannya — memberikan lebih
banyak konsesi — agar kesepakatan masih berada dalam jangkauan win-set kecil pihak
satunya. Intinya, keterbatasan domestik bisa diubah menjadi senjata diplomasi. Tentu saja,
memainkan kartu “tangan terikat’ ini berbahaya: bila kedua pihak sama-sama keras dengan
win-set sempit, negosiasi sangat mungkin kolaps.

Putnam menekankan bahwa besar-kecilnya win-set dipengaruhi oleh berbagai faktor,
baik yang bersifat domestik maupun sengaja diupayakan oleh negosiator'®!. Berikut ini tiga
determinan utama ukuran win-set beserta contohnya:

1. Preferensi dan Koalisi Domestik: Semakin heterogen dan terbelah preferensi aktor-aktor
kunci di dalam negeri, biasanya semakin keci/ win-set, karena sulit mencari opsi kebijakan
yang memuaskan semua pihak'*?. Sebaliknya, jika mayoritas aktor domestik sejalan
mendukung suatu arah kebijakan, win-set akan lebih lebar. Putnam mencatat bahwa
“semakin rendah biaya kegagalan kesepakatan bagi konstituen, semakin kecil win-set-
nya 133, Artinya, jika kelompok domestik merasa lebih baik tidak ada perjanjian daripada
menerima konsesi tertentu, mereka akan bersikeras pada posisi keras sehingga win-set
mengecil. Contoh pada kasus Australia: koalisi domestik anti-migrasi (sektor pemilih yang
khawatir pada populasi ‘pendatang dan | politisi‘oposisi' seperti Peter Dutton) menilai no
agreement atau tiadanya, pertumbuhan ymahasiswa asing justru menguntungkan mereka
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(misalnya, di pasar perumahan)!**. Akibatnya kelompok ini mendorong pemerintah

mengambil garis keras, mempersempit win-set domestik (hanya mau menerima kebijakan
berpendatang rendah). Sebaliknya, koalisi pro-pendidikan (universitas dan bisnis terkait)
memandang ketiadaan kesepakatan sebagai skenario buruk karena berarti kehilangan
pemasukan miliaran dolar'®>. Bagi mereka, no agreement berbiaya tinggi, sehingga
kelompok ini bersedia berkompromi lebih luas — misalnya menerima beberapa pembatasan
asal tidak terlalu ketat — demi menjaga aliran mahasiswa. Koalisi kedua ini berupaya
memperlebar win-set (ingin rentang kebijakan yang lebih longgar). Fragmentasi antara kubu
restrictionist dan liberal di Level II Australia membuat win-set pemerintah mengecil dan
bahkan nyaris kosong di awal 2023'3%, karena preferensi domestik yang tidak kompatibel

satu sama lain.

2. Institusi Politik Domestik: Aturan-aturan dan struktur institusional di Level II sangat
menentukan mudah tidaknya ratifikasi, yang berimbas langsung pada ukuran win-set!’’.
Putnam mencontohkan, prosedur ratifikasi yang berat — misalnya memerlukan super-
mayoritas di parlemen, atau melibatkan banyak veto players — akan memperkecil win-set!3%.
Hal ini karena lebih banyak aktor yang bisa menghalangi suatu kesepakatan, sehingga
negosiator harus mencari hasil yang memenuhi syarat minimal bagi semua pemain kunci.
Sebagai ilustrasi, sistem politik Amerika Serikat sering disebut membuat win-set kecil:
perjanjian internasional biasanya butuh persetujuan 2/3 Senat, sehingga sering gugur
(contoh: Senat menolak meratifikasi Protokol Kyoto). Demikian pula pemerintahan koalisi
multipartai cenderung memiliki win-set sempit jika mitra koalisi memiliki veto power atas
isu tertentu. Sebaliknya, sebuah pemerintahan mayoritas tunggal dengan disiplin partai kuat
dan prosedur ratifikasi sederhana akan lebih leluasa (win-set lebih besar) karena hambatan
politik domestiknya lebih rendah. Dalam konteks Australia, meski secara formal ratifikasi
kebijakan visa banyak berada di ranah eksekutif, keberadaan Senat yang bisa memblokir
RUU (seperti amandemen UU ESOS) dan pengaruh pemilu membuat pemerintah harus
menganggap serius.preferensi oposisi‘dan publik, seolah-olah mereka veto players. Sistem
dua kamar dan federalisme juga berarti berbagai pemangku kepentingan daerah bisa
membatasi kebijakan nasional. Semua ini menciptakan faktor institusional yang menantang
dalam memperluas win-set domestik Australia.
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3. Strategi Negosiator Level I: Uniknya, ukuran win-set tidak sepenuhnya ditakdirkan oleh
preferensi dan institusi; taktik negosiator bisa berpengaruh besar. Negosiator di Level I dapat
mengambil langkah-langkah untuk memperbesar atau mengecilkan win-set domestiknya —
baik secara nyata maupun dalam persepsi lawan — tergantung kebutuhan strategi. Pada
subbab 2.4 selanjutnya akan diuraikan beberapa strategi klasik seperti #ying hands dan
cutting slack. Singkatnya, negosiator bisa sengaja “mengikat” tangannya (misalnya dengan
mengunci posisi di hadapan publik atau legislatif) untuk memberi sinyal ke lawan bahwa
win-setnya kecil, demi keuntungan tawar-menawar!3®. Sebaliknya, ia juga bisa mencoba
“melonggarkan tali” di domestik, misalnya melalui konsesi politik, edukasi publik, atau
pemberian kompensasi kepada kelompok yang dirugikan, sehingga win-set domestiknya
meluas dan lebih banyak opsi internasional yang menjadi mungkin'#’. Negosiator ulung
memainkan kombinasi trik ini: kadang mengaku tak punya ruang gerak (untuk memaksa
lawan memberi lebih banyak konsesi), kadang melobi di dalam negeri supaya ruang
geraknya ditambah. Sebagai tambahan, negosiator dapat menggunakan side payments
(imbalan sampingan) dan issue linkage (pengaitan isu) lintas sektor untuk memengaruhi win-
set!41.142 Misalnya, menawarkan kompensasi ekonomi kepada suatu kelompok domestik
agar mau menerima kesepakatan, atau mengaitkan negosiasi pendidikan dengan isu
perdagangan lain sehingga masing-masing pihak merasa mendapatkan keuntungan di bidang
berbeda. Semua ini menunjukkan bahwa win-set bukan hanya parameter pasif, tetapi bisa
menjadi objek manipulasi strategis. Putnam sendiri menyatakan bahwa pemimpin yang
berhasil dalam diplomasi sering kali adalah mereka yang pandai “menyesuaikan” win-set
domestiknya, entah dengan meyakinkan rakyat akan manfaat kesepakatan, membingkai
ulang isu, atau menggandeng sekutu baru agar kesepakatan lolos di dalam negeri'43!44,

Pada akhirnya, konsep win-set memberikan kerangka untuk memahami kenapa negosiasi
tertentu berhasil atau gagal. Ketika ada kegagalan negosiasi internasional, Two-Level Games
mendorong kita melihat: apakah mungkin win-set para pihak tidak tumpang tindih? Demikian
pula, bila sebuah perjanjian-berhasil, analisisnya akan.menilikiapa yang dilakukan negosiator
untuk memperluas irisan win-set tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail
beberapa strategi negosiasi yang kerap digunakan para chief negotiators untuk mempengaruhi
win-set dan hasil perundingan.
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D. Strategi Negosiator: Tying Hands dan Cutting Slack

Dalam kerangka Two-Level Games, negosiator memiliki seperangkat strategi klasik
untuk menjembatani tuntutan dua level. Empat di antaranya yang paling menonjol adalah:
Tying Hands, Cutting Slack, Side Payments (Linkage), dan Reverberations!*-1%, Dua yang
pertama berfokus pada bagaimana negosiator memanfaatkan atau mengatur kendala domestik,
sementara yang ketiga dan keempat melibatkan pemberian insentif lintas isu serta dampak
timbal balik antar level.

1. Tying Hands (Mengikat Tangan): Strategi tying hands terjadi ketika negosiator secara
sengaja memanfaatkan kekakuan atau kendala domestik untuk memperkuat posisinya di
level internasional'*’. Dengan mengklaim bahwa “tangan saya terikat oleh kemauan
domestik”, ia memberikan sinyal ke pihak lawan bahwa konsesi yang bisa ia berikan sangat
terbatas. Secara taktik, ini memaksa lawan berunding untuk lebih mengalah jika masih ingin
tercapai kesepakatan. Inti strategi ini berakar dari observasi Thomas Schelling bahwa
kelemahan di satu sisi bisa menjadi kekuatan di sisi lain. Putnam mengadopsinya dalam
konteks dua-level: pemimpin dapat memperoleh bargaining leverage dari tekanan
domestik]'#14°, Contoh konkrit, Perdana Menteri atau menteri dalam negeri mungkin
berkata kepada mitra asing: “Parlemen dan publik saya tak akan menyetujui perjanjian yang
terlalu lunak, jadi Anda harus memberi saya lebih agar kesepakatan ini lolos di negara
saya.” Pihak lawan, daripada kehilangan kesepakatan sama sekali, bisa jadi bersedia
memperbesar tawarannya. Namun, keberhasilan #ying hands bergantung pada kredibilitas
klaim tersebut. Jika lawan curiga bahwa negosiator sebenarnya bisa meloloskan kesepakatan
lebih luas tapi hanya berpura-pura “terikat”, strategi ini bisa gagal. Pada kasus Australia,
pemerintah Albanese menerapkan fying hands dengan cara menunjuk krisis perumahan
sebagai faktor penghambat utama kebijakan migrasi. Implicit message kepada negara mitra
(misalnya India): “Kami menghargai mahasiswa dari negara Anda, tapi secara politik
domestik kami, sedang terdesak oleh  krisis perumahan‘ —kami terpaksa membatasi
jumlahnya”!>%13! | Dengan begitu, “Australia berharap India’ akan memaklumi atau bahkan
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menawarkan konsesi lain (misal di area perdagangan lain) untuk mengkompensasi
pembatasan ini. Strategi tying hands juga dimainkan menghadapi domestik sendiri:
pemerintah seolah berkata ke publik, “Lihat, kami terpaksa keras terhadap visa pelajar
karena jika tidak, kita akan rugi di perundingan internasional atau keamanan nasional.”
Efeknya, kebijakan keras tampak patriotik alih-alih xenofobik. Yang jelas, tying hands
menjadikan keterbatasan sebagai kartu truf diplomatik.

2. Cutting Slack (Memberi Kelonggaran): Kebalikan dari mengikat tangan, strategi cutting
slack berarti memberikan kelonggaran domestik agar lebih banyak opsi kesepakatan dapat
diterima!*2. Di sini negosiator berupaya memperluas win-set dalam negerinya, sehingga ia
punya ruang gerak lebih luas di Level I. Cara melakukan cutting slack antara lain:
membangun dukungan politik melalui persuasi atau kampanye publik, side deals domestik
(misal subsidi atau kompensasi untuk pihak yang dirugikan), hingga merestrukturisasi
koalisi agar kelompok oposisi kehilangan daya veto. Intinya negosiator memakai modal
politiknya di rumah untuk “melonggarkan tali”’ yang mengikat kesepakatan. Pada kasus
Australia, contoh cutting slack terlihat ketika pemerintah memberikan pengecualian-
pengecualian pada kebijakan kuota mahasiswa asing. Contohnya, mahasiswa riset (S3) dan
penerima beasiswa pemerintah dikecualikan dari pembatasan visa!*>3. Langkah ini bertujuan
menenangkan kelompok universitas dan ilmuwan yang paling keberatan dengan kuota;
dengan mengeluarkan mereka dari hitungan kuota, tekanan domestik berkurang.
Dampaknya, win-set domestik menjadi agak luas karena sebagian keberatan utama telah
diredam oleh concession tersebut. Cutting slack juga dilakukan lewat konsultasi intens
dengan sektor properti untuk meyakinkan bahwa kebijakan tidak sepenuhnya menyalahkan
mereka atas krisis perumahan. Pemerintah Albanese misalnya mengadakan dialog dengan
Dewan Properti dan merancang skema penyediaan asrama mahasiswa, sehingga industri
properti tidak merasa terancam dan dapat mendukung kebijakan. Semua ini memperbesar
kemungkinan bahwa berbagai faksi domestik cukup puas untuk tidak menghalangi
kesepakatan internasional | yang. diinginkan pemerintah. | Tentu, strategi cutting slack
membutuhkan sumber daya (waktu, uang, pengaruh) dan ada batasnya seberapa banyak
“kelonggaran” bisa diberikan tanpa kehilangan tujuan awal kebijakan.

3. Side Payments dan Linkage: Kadangkala, agar win-set dua negara overlap, solusi tidak
cukup dengan mengatur domestik masing-masing secara terpisah. Negosiator bisa
menempuh strategi side payments (pembayaran sampingan) atau issue linkage (pengaitan
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isu) untuk memperbesar irisan kesepakatan antar negara'>*!%. Side payment disini bermakna
luas: dapat berupa kompensasi material maupun konsesi pada isu lain, diberikan kepada
pihak (domestik atau internasional) yang dirugikan oleh kesepakatan utama. Putnam
menjelaskan, misalnya jika satu negara harus menurunkan kuota mahasiswa asing yang
merugikan negara pengirim, negara penerima bisa menawarkan imbalan lain supaya
keseluruhan paket tetap menguntungkan kedua pihak!>®. Dalam kasus Australia-India: saat
Australia memperketat visa pelajar (negatif bagi India yang banyak mengirim pelajar), PM
Albanese meluncurkan program Maitri Scholarships senilai A$11,2 juta khusus bagi
mahasiswa India!>”-1°8, Beasiswa ini adalah contoh side payment bergaya diplomasi: secara
finansial nilainya kecil dibanding industri pendidikan, namun simboliknya besar — India
melihat Australia tetap berkomitmen mendorong pertukaran pelajar, hanya saja lewat skema
berkualitas tinggi. Selain itu, Australia juga mengaitkan isu pendidikan dengan agenda
perdagangan yang lebih luas. Misalnya, implementasi Economic Cooperation and Trade
Agreement (ECTA) dengan India dipercepat dan dijadikan “hadiah” untuk menyeimbangkan
kebijakan visa yang diperketat'>%'0. [ssue linkage semacam ini membuat kedua belah pihak
tetap merasa mendapat keuntungan: India memperoleh akses perdagangan dan prestise
beasiswa, Australia memperoleh izin moral untuk menata migrasi pelajar. Di level domestik,
side payments dipakai pemerintah Albanese untuk meredam kelompok yang terdampak
kebijakan. Contohnya, dana kompensasi untuk universitas daerah (melalui skema hibah riset
atau bantuan transisi) agar mereka tidak terlalu terpukul oleh penurunan mahasiswa
internasional'®!. Secara umum, strategi side payments/linkage memperbesar win-set dengan
meningkatkan utilitas kesepakatan bagi pihak-pithak yang tadinya rugi. Negosiasi
internasional kerap melibatkan paket multi-isu semacam ini supaya semua pemain domestik
yang berpengaruh mendapat sesuatu untuk dibawa pulang (a bit of “something for
everyone”).

!
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4. Reverberations: Konsep reverberations merujuk pada gema timbal balik — bagaimana

tindakan atau retorika di satu level dapat memantul dan mengubah perhitungan di level
162 Dalam Two-Level Games, kadang terjadi efek tak terduga: keputusan negosiator di
Level I bisa mengubah lanskap politik domestik (misal menimbulkan reaksi publik), atau
sebaliknya langkah di Level II bisa memengaruhi posisi tawar di internasional.

lain

Reverberations bisa positif atau negatif. Positive reverberation contohnya, kesepakatan
internasional yang sukses bisa memperkuat posisi politik domestik pemimpinnya (memberi
momentum atau legitimasi). Sebaliknya negative reverberation terjadi bila manuver di satu
level menimbulkan dampak buruk di level lainnya. Kasus kuota mahasiswa Australia
menunjukkan reverberasi negatif yang menarik: retorika domestik pemerintah tentang
“sistem migrasi yang rusak” dan pelajar asing sebagai beban perumahan, yang bertujuan
mempersempit win-set domestik (meyakinkan publik akan perlunya pembatasan), ternyata
bergema keluar dan merusak citra Australia di mata calon mahasiswa global!®*1%4 Narasi
domestik yang terlalu agresif akhirnya menurunkan minat pelajar asing dan kepercayaan
mitra internasional (backfire ke ekonomi dan diplomasi pendidikan Australia).
Reverberations juga tampak ketika oposisi di Australia memainkan isu keamanan (contoh:
insinuasi bahwa banyak mahasiswa Tiongkok terlibat spionase, dsb.). Walau di dalam negeri
efektif menekan pemerintah, di Level I hal itu membuat hubungan Australia—Tiongkok
memburuk, yang ujungnya bisa memperkecil win-set Australia karena Tiongkok enggan
bekerja sama. Pemahaman atas reverberations mengajarkan negosiator agar berhati-hati:
retorika atau langkah yang menguntungkan di satu level mungkin punya konsekuensi tak
diinginkan di level lain. Oleh sebab itu, strategi dua-level sering membutuhkan
keseimbangan dan messaging yang terkontrol di kedua front. Sebagai contoh positif,
pemerintah dapat melakukan reverberation terarah dengan menggandeng opini internasional
untuk menekan faksi domestik yang bandel. Pada 1978, seperti disebut tadi, faksi pro-
stimulus Jerman dan Jepang menggunakan opini dan tekanan global supaya oposisi domestik
mereka luluh!®>-16 — ini reverberation yang disengaja dan sukses. Intinya, reverberations
menggarisbawahi sifat dua ‘arah hubungan Level I-Level 11 tidak ada tindakan yang murni
terisolasi di satu level sajai Negosiator bijak harus mengantisipasi gema ini dalam merancang
strategi.
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Strategi-strategi di atas tidak berdiri sendiri, melainkan acap kali digunakan secara
kombinatif. Misalnya, pemerintah dapat mengikat tangannya dengan konstituen garis keras
sambil memberi side payment pada kelompok moderat, atau menggunakan retorika
reverberation ancaman luar negeri untuk meloloskan konsesi domestik. Dalam kasus Australia,
hampir semuanya muncul: Pemerintahan Albanese mengklaim “tangan terikat” oleh krisis
perumahan (Tying Hands)!¢7-198 sekaligus memberi pengecualian bagi mahasiswa tertentu
(Cutting Slack)'%®, menawarkan beasiswa Maitri ke India (Side Payment)!’°, dan menggunakan
narasi ancaman reputasi internasional untuk menjustifikasi kebijakan domestik
(Reverberation)!7!172, Kombinasi ini dirancang untuk mengelola win-set yang sangat sempit
agar tetap ada titik temu dengan pihak lain. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kerangka
Two-Level Games dan konsep-konsep strategi ini diaplikasikan secara langsung dalam studi
kebijakan pendidikan tinggi, khususnya dalam kasus kebijakan kuota mahasiswa asing
Australia yang menjadi fokus buku ini.

E. Aplikasi Two-Level Games dalam Studi Kebijakan Pendidikan
1. Tinjauan Literatur

Sejak diperkenalkan Putnam, pendekatan Two-Level Games telah diterapkan di
berbagai sub-bidang HI, dari negosiasi perdagangan hingga perjanjian lingkungan.
Misalnya, Evans, Jacobson & Putnam (1993) mendokumentasikan sejumlah kasus diplomasi
dua-level di bidang keamanan dan ekonomi, menegaskan bahwa negosiator sering
memanfaatkan kendala domestik sebagai leverage internasional'’. Studi lain oleh Knopf
(1993) dan Colaresi (2004) menerapkan kerangka dua-level untuk menganalisis negosiasi
kontrol senjata dan rivalitas internasional, menemukan bahwa keberadaan vero players
domestik yang keras dapat menghalangi upaya perdamaian meskipun ada niat baik di level
sistem!’, Intinya, literatur HI selama era 1990-an dan 2000-an banyak mengafirmasi tesis
Putnam: diplomasi efektif membutuhkan keseimbangan antara meja luar negeri dan meja
dalam negeri. Namun, dalam domain kebijakan pendidikan internasional, penggunaan Two-
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Level Games relatif jarang. Globalisasi pendidikan tinggi sebenarnya fenomena besar —
jutaan mahasiswa studi lintas negara, universitas berekspansi global — tetapi kajiannya lebih
didominasi perspektif sosiologis, manajemen, atau kebijakan domestik semata'’>. Kajian-
kajian yang ada cenderung terfragmentasi: pertama, pendekatan sosiologis dan kultural
fokus pada pengalaman mahasiswa asing dan isu soft power pendidikan, tanpa kerangka
negosiasi antarnegara; kedua, literatur manajemen pendidikan tinggi membahas strategi
internasionalisasi universitas (marketing, peringkat global) yang bersifat mikro; ketiga,
analisis kebijakan publik domestik melihat dampak ekonomi lokal dari mahasiswa asing
(misal kontribusi ke PDB, pasar kerja) tapi sering terpisah dari konteks hubungan
internasionalnya!’®. Hanya segelintir studi yang eksplisit menghubungkan politik domestik
dan internasional dalam pendidikan. Leuze dkk. (2008), misalnya, meneliti pengaruh
organisasi internasional (OECD) terhadap kebijakan pendidikan nasional dan menemukan
adanya difusi norma internasional ke ranah domestik, tetapi fokusnya lebih pada transfer
kebijakan daripada negosiasi dua-level per se'”’. Penelitian oleh Jane Knight (2014) dan
Chou (2014) membahas konsep “knowledge diplomacy” — bagaimana pendidikan tinggi
menjadi alat diplomasi — namun keduanya tidak menggunakan kerangka formal win-set dan
ratifikasi seperti Putnam!”®!”_ Dengan demikian, gap teoretis pun muncul: belum banyak
yang menerapkan Two-Level Games untuk menganalisis kebijakan pendidikan sebagai isu
negosiasi antar negara.

Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan tinjauan di atas, dapat diidentifikasi beberapa research gap yang ingin
dijembatani oleh buku ini'®*!8! Pertama, kurangnya analisis ekonomi-politik strategis di
sektor pendidikan: sedikit sekali studi yang memperlakukan universitas dan aktor
pendidikan sebagai kelompok kepentingan Level II yang mampu melobi atau memveto
kebijakan layaknya sektor industri lainnya. Padahal, seperti akan kita lihat, universitas besar
bisa memainkan peran seperti ‘pelobi perdagangan’ dalapl negosiasi kuota mahasiswa.
Kedua, minimnya integrasi isu migrasi dan pendidikan dalam ‘analisis kebijakan. Literatur
cenderung 'memisahkan antara kebijakan visa pelajar (yang dianggap isu imigrasi) dan
kebijakan pendidikan internasional, padahal dalam kasus Australia keduanya dua sisi mata
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uang yang sama — tidak bisa dianalisis terpisah. Teori Two-Level Games memungkinkan
kita memandang visa pelajar sebagai bagian dari negosiasi pendidikan-ekonomi: pemerintah
harus menyeimbangkan tuntutan kontrol migrasi domestik dengan kebutuhan pasar
pendidikan global. Ketiga, belum dioperasionalisasikannya strategi-strategi Putnam secara
empiris di konteks pendidikan. Nyaris tidak ada penelitian yang melacak bagaimana
pemerintah menggunakan tying hands, side payments, atau reverberations dalam konflik
kebijakan pendidikan internasional. Buku ini berupaya mengisi celah-celah tersebut dengan
menjadikan kasus pembatasan mahasiswa asing Australia sebagai studi kasus paradigmatik
tentang permainan dua-level di sektor pendidikan'®2,

3. Operasionalisasi Teori untuk Kasus Australia

Sesuai outline penelitian, sebelum memasuki analisis mendalam pada bab-bab berikut,
di sini kerangka Two-Level Games akan diadaptasi pada konteks spesifik kebijakan
Australia tahun 2023-2025'83:184 Secara garis besar, dapat diidentifikasi aktor-aktor kunci
dan kondisi pada masing-masing level serta perkiraan win-set yang terbentuk:

a. Level I (Arena Internasional): Negosiasi di level ini tidak terjadi di satu meja multilateral
formal, melainkan melalui rangkaian hubungan bilateral dan dinamika pasar global
pendidikan'®>, Bagi Australia, aktor Level I yang utama meliputi: (a) Pemerintah negara
pengirim mahasiswa — terutama India (yang baru menandatangani perjanjian dagang
ECTA dengan Australia) dan Tiongkok (sumber mahasiswa terbesar dan mitra dagang
signifikan). Kedua negara ini secara diplomatis menaruh perhatian pada kebijakan
Australia karena berpengaruh pada warganya dan hubungan bilateral. (b) Pesaing global
di pasar pendidikan — seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris (dalam konteks ini
sering disebut “The Big Four” bersama Australia)'®. Keputusan Australia membatasi
mahasiswa asing terjadi di tengah kompetisi global; negara-negara pesaing berpotensi
mengambil keuntungan dari pengetatan Australia dengan menyerap limpahan mahasiswa,
tetapi juga khawatir jika wacana anti-migran, menyebar dan memicu proteksionisme di
negara lain. (c¢) Organisasi dan forum, internasional — misalnya kerjasama pendidikan di
forum ASEAN atau UNESCO — meski perannya tak 'sekonkrit aktor negara, lingkungan
normatif global (narasi tentang mobilitas pelajar sebagai “hal baik” vs “perlu dikontrol”)
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186 Eka Putri, Enesti. “Pengaruh Komisaris Independen, Komite Manajemen Risiko, Reputasi Auditor, dan
Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan Enterprise Risk Management (Dimensi COSO ERM

Framework) (Studi Empiris pada Perusahaan Nonfinancial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun
2009-2011).” (unpublished manuscript, 2013).



menjadi bagian dari konteks Level 1. Bagi Australia, tekanan Level I bersifat ekonomis
dan reputasional: di satu sisi, ia perlu menjaga reputasi sebagai destinasi studi yang
terbuka dan berkualitas (untuk mempertahankan pangsa pasar global); di sisi lain, ia
terikat pada janji dan aturan perjanjian dagang seperti ECTA (misal janji tidak
mendiskriminasi layanan pendidikan)!87-18¢ Maka, di Level I Australia harus menjelaskan
kebijakan kuotanya kepada mitra-mitra kunci. Pada bab 5 nanti akan diurai bagaimana
India, Tiongkok, dan negara ASEAN merespon langkah Australia, serta bagaimana
Australia mencoba meyakinkan mereka (termasuk menggunakan side payments seperti
beasiswa dan retorika menjaga “integritas sistem” agar mitra memahami langkahnya).

b. Level II (Arena Domestik): Di dalam negeri Australia, kebijakan kuota mahasiswa asing
memicu perdebatan sengit di antara beragam aktor dengan kepentingan berbeda!8%:1%°,
Aktor Level Il utama dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Pemilih dan Opini Publik:
Isu migrasi (termasuk visa pelajar) sangat sensitif secara elektoral, terutama terkait
dampaknya pada perumahan dan lapangan kerja. Publik yang menghadapi krisis biaya
hidup cenderung mendukung pembatasan migrasi, sehingga pemerintah berupaya
mengartikulasikan kebijakan kuota ini sebagai respon terhadap kekhawatiran pemilih. (2)
Oposisi Politik: Partai oposisi (Koalisi Liberal-Nasional) di bawah Peter Dutton
mengambil posisi tegas menentang tingginya migrasi dan menggunakan isu ini untuk
menyerang pemerintah!!-1%2, Uniknya, Partai Hijau — meski biasanya pro-migran — dalam
kasus ini juga menolak kuota tapi dengan alasan berbeda (mereka menentang pembatasan
karena dianggap rasis dan tak manusiawi). Oposisi politik di parlemen ini berarti
pemerintah harus mengantisipasi pertempuran legislasi (contohnya RUU ESOS yang
gagal lolos, sebagaimana dibahas di bab 7, adalah gambaran oposisi berhasil memblokir
kebijakan sehingga terjadi involuntary defection dalam istilah Putnam). (3) Kelompok
Kepentingan Sektor Pendidikan: Ini mencakup Universities Australia, Group of Eight

(Go8, kumpulan 8 universitas riset top Australia), dan kelompok universitas kawasan
!
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(RUN)P3:194 " Mereka berkepentingan menolak kuota karena pendapatan dan
keberlangsungan mereka terancam. Kelompok ini memiliki daya lobi kuat — berjejaring
dengan politisi, media, dan komunitas bisnis — dan aktif mengkampanyekan dampak
negatif kebijakan (misalnya hilangnya pemasukan ekspor jasa, PHK ribuan tenaga kerja,
turunnya peringkat universitas). (4) Sektor Properti dan Pemerintah Daerah: Asosiasi
seperti Property Council of Australia dan Student Accommodation Council juga
terlibat!®>. Menariknya, sektor properti tidak menginginkan mahasiswa asing dijadikan
kambing hitam atas krisis perumahan. Data mereka menunjukkan mahasiswa
196,197 sehingga pembatasan visa tidak
akan banyak menurunkan harga rumah. Mereka vokal menolak narasi yang
menghubungkan mahasiswa dengan kenaikan sewa, yang berarti mereka cenderung
mendukung kebijakan lebih longgar atau solusi lain (misal pembangunan hunian). Selain
itu, pemerintah negara bagian dan lokal (misal Pemerintah Victoria dengan Melbourne

internasional hanya sekitar 4% pasar sewa swasta

sebagai kota mahasiswa) punya kepentingan ekonomi besar dari industri pendidikan,
sehingga mereka pun menekan pemerintah federal untuk berhati-hati.

Masing-masing aktor di atas berusaha mempengaruhi “narasi nasional” mengenai
kebijakan ini. Implikasinya, Level II Australia menjadi ajang kontestasi yang ketat, sehingga
win-set domestik pemerintah Albanese menyempit drastis. Di satu sisi, tekanan dari pemilih
dan oposisi mengharuskan pengurangan signifikan mahasiswa asing (kalau tidak,
pemerintah takut “dibantai” dalam kampanye pemilu dengan isu perumahan)!*®!%°, Di sisi
lain, desakan universitas dan sektor bisnis mengingatkan bahwa pemotongan berlebihan
akan merugikan ekonomi dan reputasi Australia (universitas bisa bangkrut, hubungan
dagang tegang)?°*2°!. Hasilnya, ruang kebijakan yang dapat diambil pemerintah menyusut
ke rentang yang sangat terbatas — pemerintah harus mencari angka kuota yang cukup rendah
untuk memuaskan publik domestik, tapi cukup tinggi untuk mencegah kerusakan ekonomi
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dan diplomatik. Dengan memakai terminologi Two-Level Games, pemerintah harus
menemukan irisan win-set antara kelompok domestik yang saling bertentangan dan
sekaligus dapat diterima mitra internasional. Analisis pada bab-bab selanjutnya akan
menunjukkan bahwa zona overlap tersebut memang tipis: estimasi kami menunjukkan angka
sekitar 250.000-290.000 mahasiswa baru per tahun sebagai kisaran win-win minimal. Tak
heran, pemerintah akhirnya menetapkan kuota 270.000 untuk tahun 2025 — angka ini secara
politis cukup rendah untuk diklaim sebagai “tindakan tegas” menurunkan migrasi, namun
secara ekonomi masih cukup tinggi agar sektor pendidikan tidak kolaps. Dengan kata lain,
270 ribu merupakan titik tengah yang paling tidak buruk yang tersedia dalam irisan win-set
domestik-internasional.

Sebagai penutup bab konseptual ini, dapat ditegaskan bahwa teori Two-Level Games
menawarkan kerangka yang kaya untuk menganalisis dinamika kebijakan kuota mahasiswa
asing Australia. Teori ini memungkinkan kita memahami bahwa pergulatan kebijakan tersebut
bukan sekadar masalah teknis pendidikan atau imigrasi, melainkan sebuah negosiasi dua-level
di mana Pemerintah Australia harus menavigasi tekanan domestik yang intens sekaligus
memenuhi ekspektasi dan kewajiban internasional. Bab-bab selanjutnya akan menerapkan
kerangka ini secara empiris: Bab 3 dan 4 akan mendalami Level II (tekanan domestik Australia,
aktor-aktor kunci, dan konstruksi win-set domestik), Bab 5 akan mengeksplorasi Level [
(pertimbangan dan respon internasional Australia dalam konteks pendidikan global), sementara
bab-bab akhir akan mensintesis keduanya untuk menjawab mengapa kebijakan kuota akhirnya
berbentuk seperti yang ada dan pelajaran apa yang bisa dipetik. Dengan pemahaman konseptual
Two-Level Games yang telah diuraikan di atas, pembaca diharapkan siap mengikuti analisis
mendalam kasus nyata dalam bingkai permainan dua level tersebut.



BAB III

KONTEKS HISTORIS PENDIDIKAN INTERNASIONAL AUSTRALIA

A. Colombo Plan dan Era Soft Power Pasca-Perang (1950an-1970an)

Pada awal Perang Dingin, Australia menghadapi dilema geopolitik yang mendesak.
Runtuhnya kolonialisme Eropa di Asia dan meluasnya pengaruh komunisme — terutama pasca-
kemenangan Mao Zedong di Tiongkok (1949) dan pecahnya Perang Korea (1950) —
menimbulkan ancaman strategis baru bagi Canberra?°*2%3, Sebagai negara Barat yang terletak
di “kaki” Asia, Australia berada di bawah tekanan sekutu utamanya (Amerika Serikat dan
Inggris) untuk berkontribusi dalam stabilitas regional guna menahan arus komunisme yang
disebut sebagai “Gelombang Merah” ke selatan’**.Kegagalan Australia bertindak di level
internasional (Level I) dikhawatirkan bisa melemahkan aliansi keamanan dengan sekutu (risiko
involuntary defection dalam istilah Putnam) dan membiarkan kawasan “utara dekat”-nya jatuh
ke pengaruh musuh?%,

Namun, di Level IT (domestik), ruang gerak pemerintah Australia saat itu sangat terbatas
oleh sentimen rasial internal. Kebijakan White Australia (White Australia Policy) masih
dominan pada dekade 1950-an, didukung bipartisan baik oleh koalisi Liberal-Country maupun
Partai Buruh serta serikat pekerja proteksionis?’®. Publik Australia mewarisi kecurigaan
mendalam terhadap “Yellow Peril” (ancaman penduduk Asia), sehingga kebijakan yang
membuka interaksi mendalam dengan Asia rawan memicu backlash domestik?°7-2%% Inilah
konteks two-level games yang dihadapi pemimpin Australia pasca-Perang Dunia II: secara
eksternal dituntut aktif di Asia, namun secara internal terbelenggu politik rasial.
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1. Kelahiran Colombo Plan 1951

Solusi cerdas untuk dilema di atas lahir dalam bentuk Colombo Plan (Rencana
Colombo) tahun 1951. Inisiatif ini pada hakikatnya adalah program bantuan pendidikan dan
ekonomi pasca-perang yang dibingkai sebagai strategi soft power untuk memenangkan “hati
dan pikiran” Asia??’. Menteri Luar Negeri saat itu, Sir Percy Spender, menjadi arsitek utama
di balik Colombo Plan?'%?!!, Melalui lensa teori two-level games, Spender tampil bak
negosiator ulung yang berusaha menyelaraskan tuntutan keamanan eksternal dengan kendala
politik domestik yang kaku?!?213, Ta menyadari bahwa Australia harus “mengubah persepsi
geografisnya” — tak bisa lagi berlindung di balik isolasi dan mengandalkan Inggris?!4. Dalam
pidato monumentalnya di Parlemen (9 Maret 1950), Spender mengguncang paradigma lama
dengan mengingatkan: “No nation can escape its geography. That is an axiom which should
be written deep into the mind of every Australian.” (“Tidak ada bangsa yang dapat melarikan
diri dari geografinya: harus tertanam dalam benak setiap orang Australia”)*!°. Pernyataan ini
menegaskan keniscayaan keterlibatan Australia di Asia sebagai nasib geografisnya,
sekaligus upaya Spender memperluas win-set domestik — meyakinkan publik bahwa
keamanan Australia kini ditentukan di Jakarta, Singapura, dan Bangkok, bukan lagi di
London?!®.

2. Motivasi Geopolitik dan Soft Power

Colombo Plan lahir bukan karena niat filantropi murni, melainkan didorong kalkulasi
keamanan nasional. Spender secara gamblang menggunakan ketakutan terhadap komunisme
sebagai “perekat” antara kepentingan domestik dan internasional®!”!%, Dalam buku putih
Colombo Plan berjudul New Hope for Asia (1951), ia membingkai kemiskinan di Asia
sebagai lahan subur komunisme dan menegaskan bahwa bantuan Barat (termasuk
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pendidikan) adalah “jawaban utama” untuk mencegah ekstremisme tumbuh?!%-22°, Artinya,
mendanai pendidikan untuk Asia Tenggara diproyeksikan sebagai investasi pertahanan
regional: lebih murah “membendung komunisme lewat beasiswa daripada peluru”. Strategi
ini sejalan dengan pendekatan “menarik hati” alih-alih memaksa. Seorang sejarawan
mencatat tujuan Inggris saat itu: “The Colombo Plan would help Britain maintain influence
in decolonizing Cold War Asia... through attraction rather than coercion.’”*!. Australia
mengadopsi logika serupa???, menjadikan pendidikan sebagai alat diplomasi lunak untuk

menjaga Asia Tenggara tetap berada di kubu Barat.

3. Mekanisme: Beasiswa dan Seleksi Elit

Colombo Plan diwujudkan terutama melalui skema beasiswa pendidikan tinggi bagi
pemuda-pemudi dari negara berkembang di Asia Selatan dan Tenggara. Mahasiswa asing
dipandang sebagai diplomatic assets, bukan kontributor finansial*?®. Pemerintah Australia
menanggung penuh biaya pendidikan dan bahkan biaya hidup para penerima beasiswa,
dianggap sebagai investasi negara demi stabilitas regional?**. Yang menarik, proses seleksi
dirancang sangat hati-hati dan politis. Kandidat tidak hanya disaring berdasarkan prestasi
akademik, tetapi juga melalui penyaringan politik ketat*?®. Pemerintah negara asal
menominasikan calon yang dianggap “aman” secara politik dan berpotensi menjadi
pemimpin di masa depan®®. Dengan demikian, yang terpilih umumnya adalah individu-
individu berkaliber tinggi dan pro-Barat, yang kelak diharapkan menduduki posisi penting
di pemerintah atau institusi negara mereka. Para pelajar ini mendapat tunjangan hidup tanpa
uji kemampuan finansial®?’**, agar mereka bisa fokus studi dan berasimilasi budaya tanpa
beban ekonomi. Namun, sebagai kontrol politik, Australia maupun pemerintah pengirim
melarang keras para mahasiswa Colombo Plan terlibat aktivitas politik radikal selama di
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Australia?®®, Ancaman pencabutan beasiswa membayangi mereka yang melanggar, suatu
paradoks dimana pemuda Asia datang belajar demokrasi liberal Barat tapi kebebasan
politiknya dibatasi demi menjaga citra program.

4. Warisan Jangka Panjang

Dalam rentang 1950an—1970an, skema Colombo Plan membawa ribuan pelajar Asia
ke Australia. Meski angkanya kecil menurut standar modern, dampaknya signifikan di era
White Australia — kehadiran beberapa ribu pemuda Asia di kampus-kampus Sydney,
Melbourne, Adelaide sudah tergolong revolusioner secara sosiologis?*’. Secara kumulatif,
hingga awal 1970-an Australia telah memberikan beasiswa kepada puluhan ribu mahasiswa
dari Asia. Misalnya, Malaysia menerima sekitar 3.000 beasiswa, Indonesia lebih dari 2.000,
disusul India (~1.300) dan Thailand (~1.200)?*!. Malaysia dan Indonesia memang menjadi
jangkar utama strategi engagement Australia di kawasan?32. Banyak alumni program ini
kemudian hari menjelma tokoh elite di negaranya masing-masing — inilah warisan “jaringan
alumni” pro-Australia yang bernilai strategis. Salah satu contoh cemerlang adalah Dr.
Boediono dari Indonesia. la berangkat sebagai pemuda sederhana ke University of Western
Australia pada akhir 1950-an lewat Colombo Plan, dan puluhan tahun kemudian menjabat
Wakil Presiden Indonesia (2009-2014)233234, Boediono beserta ratusan alumni lainnya
menjadi bukti nyata keberhasilan diplomasi pendidikan: mereka kembali ke tanah air dengan
pengalaman positif tentang Australia, lalu menduduki posisi kunci (menteri, pejabat,
cendekiawan) yang memperkuat hubungan bilateral. Jaringan alumni Asia-Australia yang
terbentuk oleh Colombo Plan berfungsi layaknya “modal sosial” jangka panjang. Melalui
para mantan mahasiswa yang punya ikatan emosional dengan Australia, Canberra
memperoleh pengaruh halus di negara-negara tetangga. Bahkan di dalam negeri Australia
sendiri, interaksi masyarakat dengan pelajar Asia melalui homestay, komunitas kampus,
dsb., perlahan membantu meruntuhkan prasangka rasial dan membuka jalan bagi
pelonggaran White Australia Policy di awal 1970-an?%.
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5. Relevansi dengan Level I — Pendidikan sebagai Diplomasi Soft Power
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Colombo Plan merupakan contoh klasik strategi win-win dua level. Pada Level I
(internasional), program ini meningkatkan citra dan pengaruh Australia di Asia tanpa
konfrontasi militer — soft power melalui pendidikan. Ia melengkapi upaya Perang Dingin
Barat dengan cara yang “lebih manis”, sejalan kepentingan sekutu untuk membendung
komunisme?3%, Bahkan, Spender menggunakan Colombo Plan sebagai kartu tawar Australia
di meja perundingan dengan sekutu: ia menunjukkan bahwa Australia turut memikul beban
menjaga Asia, sehingga layak mendapat dukungan keamanan Amerika Serikat (Colombo
Plan sebagai semacam side-payment bagi aliansi ANZUS)?*723_ Sementara pada Level II
(domestik), pemerintah berhasil membingkai program ini dalam narasi yang dapat diterima
publik: yakni sebagai bantuan pembangunan kemanusiaan yang sifatnya sementara, bukan
imigrasi permanen®**24°, Dengan demikian, ketakutan rasial dapat diredam — rakyat melihat
para mahasiswa Asia ini hanya “tamu sementara” yang kelak pulang, sehingga tidak
mengancam komposisi demografis Australia. Kombinasi narasi eksternal dan internal ini
menjadikan Colombo Plan sebuah solusi kebijakan brilian yang selaras di kedua level:
Australia memenuhi tuntutan sekutu dan kepentingan strategisnya di Asia, tanpa terlalu
mengguncang konsensus domestik. Selama dua dekade lebih, pendidikan internasional pada
era ini bukanlah komoditas ekonomi, melainkan instrumen high politics dalam diplomasi
Australia?*!, Inisiatif ini meletakkan dasar bagi hubungan erat Australia-Asia di kemudian
hari, sekaligus membuktikan bahwa soft power melalui pendidikan dapat menjadi pilar
pertahanan nirkekerasan yang efektif.

B. Komodifikasi Pendidikan: Dari Bantuan ke Bisnis (1980-an s.d 2000-an)

Memasuki dekade 1980-an, lanskap pendidikan internasional Australia mengalami titik
balik drastis. Jika sebelumnya paradigma Colombo Plan menekankan aid (bantuan pendidikan)
demi tujuan geopolitik, maka mulai pertengahan 1980-an pendidikan tinggi diperlakukan
sebagai komoditas ekspor demi tujuan ekonomi®*>?*3, Transformasi dari bantuan ke bisnis ini
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tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui proses bertahap yang dipicu krisis ekonomi
dan pergeseran ideologi dalam negeri.

1. Konteks Pra-1985

Hingga awal 1980-an, mahasiswa asing di Australia sebagian besar masih merupakan
penerima beasiswa atau subsidi besar dari pemerintah, kelanjutan semangat Colombo
Plan?#+2%3, Mereka dilihat sebagai goodwill diplomatik; biaya pendidikan dianggap investasi
publik oleh negara?#®. Namun, awal 1980-an Australia dilanda resesi ekonomi global dan
defisit neraca pembayaran yang memburuk®*’. Pemerintahan Partai Buruh (ALP) di bawah
PM Bob Hawke yang berkuasa sejak 1983 membawa ideologi baru yang lebih neoliberal,
memandang sektor pendidikan tinggi perlu “dimodernisasi” agar mendukung pemulihan
ekonomi nasional>*®, Tuntutan zamannya berubah: universitas tak lagi dipandang semata
sebagai lembaga pencerahan publik, tapi didorong menjadi entitas ekonomi yang bisa
menghasilkan devisa?*. Inilah latar yang mendorong evaluasi ulang total terhadap fungsi
perguruan tinggi.

2. Pertarungan Visi 1984

Tahun 1984 menjadi penentu arah kebijakan selanjutnya ketika dua komisi pemerintah
menyajikan visi bertolak belakang tentang masa depan pendidikan internasional Australia?>°.
Komite Goldring (dipimpin Prof. Stephen Goldring) merepresentasikan kubu tradisionalis
yang ingin mempertahankan pendidikan sebagai bantuan pembangunan dan public good.
Sebaliknya, Komite Jackson (diketuai Bruce Jackson) mewakili kubu pragmatis pro-pasar,
yang melihat potensi pendidikan sebagai industri jasa berorientasi ekspor. Dalam
“pertarungan ideologis” ini, laporan Jackson akhirnya lebih diakomodasi oleh pemerintah
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Hawke, seiring menguatnya pengaruh teknokrat ekonomi pasar di Canberra?!-?>2, Jackson
Report merekomendasikan deregulasi penerimaan mahasiswa luar negeri dan pengenaan
biaya penuh, demi menjadikan pendidikan tinggi sebagai sumber pendapatan nasional.
Sebaliknya, Goldring Report yang lebih idealis (menolak komersialisasi pendidikan)
tersisih. Kemenangan visi Jackson mencerminkan pergeseran preferensi Level 1I: birokrasi
ekonomi dan pimpinan universitas — yang “haus sumber pendapatan baru” — bersekutu
mendorong perubahan, mengalahkan faksi idealis yang masih memandang pendidikan
internasional sebagai tanggung jawab moral®>3-234,

3. Titik Balik 1985 — Deregulasi Pasar Mahasiswa Asing

Pemerintah Australia mengambil langkah konkrit pada tahun 1985 dengan
mengumumkan Kebijakan Mahasiswa Luar Negeri baru yang mengizinkan universitas
menerima mahasiswa asing berstatus full-fee paying (membayar penuh tanpa subsidi)?>>-256,
Menteri Pendidikan Susan Ryan mengumumkan bahwa universitas kini boleh memungut
biaya pendidikan penuh plus margin keuntungan dari mahasiswa internasional®>7-5%,
Kebijakan ini mengakhiri era monopoli pendanaan pemerintah atas mahasiswa asing dan
menandai lahirnya pasar pendidikan internasional di Australia. Pertimbangannya jelas:
beban anggaran pemerintah berkurang, sementara universitas mendapat aliran pendapatan

baru untuk menutupi tekanan pendanaan publik yang tengah menurun®>. Pejabat kabinet
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saat itu bahkan mencatat bahwa keputusan Februari 1985 ini “meletakkan fondasi bagi
industri ekspor pendidikan Australia bernilai $15 miliar” di masa depan?60-26!,

Meski membuka pintu komersialisasi, pemerintah saat itu masih menerapkan kontrol
berupa kuota pembatas. Untuk mencegah efek distorsi akademik dan agar mahasiswa
domestik tidak tersaingi, diberlakukan pagu awal: maksimum 10% dari total mahasiswa di
tiap universitas boleh diisi mahasiswa internasional berbayar penuh?®?. Kuota 10% ini
263, Partai
Buruh yang historisnya antipati terhadap fuition fees dapat menerima ini sebagai

pengecualian demi menyelamatkan pembiayaan universitas?*. Namun, seiring waktu,

mencerminkan kehati-hatian regulator agar “keseimbangan demografis” terjaga

keberhasilan finansial dari mahasiswa berbayar penuh membuat batas 10% ini “terlupakan”
dan secara bertahap dilonggarkan hingga akhirnya dihapus total pada 1990-an?%>-26¢, Setelah
keran pasar dibuka, antusiasme universitas menggarap pasar Asia meningkat pesat. Tercatat
pada 1986 (setahun selepas kebijakan baru) masih ada ~20.000 mahasiswa asing skema
bantuan vs 2.000 mahasiswa berbayar penuh?’. Tetapi rasio itu berbalik drastis dalam
beberapa tahun; menjelang akhir 1980-an jumlah mahasiswa full-fee melampaui yang
disubsidi, pertanda perguruan tinggi Australia kian agresif memasarkan diri di Asia?¢®,

Reformasi Dawkins 1987-1988

Jika deregulasi 1985 membuka pintu, maka Menteri Pendidikan John Dawkins (masa
jabatan 1987-1991) membongkar habis-habisan tatanan lama dan melembagakan
komersialisasi pendidikan tinggi. Dawkins menerbitkan White Paper penting pada 1988
berjudul Higher Education: A Policy Statement, yang merombak universitas menjadi Unified
National System demi efisiensi ekonomi dan daya saing global?®®. Ta secara eksplisit
mengaitkan masa depan universitas dengan kinerja perdagangan Australia: pendidikan tinggi
harus turut berkontribusi mengurangi defisit perdagangan dan utang luar negeri melalui
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pendapatan ekspor?’®?’!, Dawkins menegaskan bahwa di era baru, perguruan tinggi tidak
bisa terpisah dari kebutuhan industri; lulusan dan risetnya harus mendukung inovasi untuk
keberhasilan Australia di pasar internasional?’?2’3. Dengan dorongan kebijakan ini,
universitas didorong semakin bertindak layaknya perusahaan — bermitra dengan industri,
membuka program sesuai permintaan pasar, dan tentunya merekrut lebih banyak mahasiswa
internasional sebagai “pelanggan” berbayar. Reformasi Dawkins memantapkan paradigma
bahwa pendidikan adalah sektor ekonomi tersendiri. Porsi pendanaan pemerintah dalam
anggaran universitas mulai dipangkas drastis, digantikan pendapatan dari biaya mahasiswa.

5. Penurunan Pendanaan Publik

Salah satu perubahan struktural paling signifikan periode 1980-an s.d 2000-an adalah
merosotnya pendanaan pemerintah untuk universitas, memaksa institusi mencari pendapatan
alternatif. Pada awal 1980-an, sekitar 90% biaya operasional perguruan tinggi didanai
pemerintah; namun pada 2010 angkanya tinggal 42%?274. Penarikan dukungan publik hampir
50 poin persentase ini berperan sebagai “katalisator” yang mendorong universitas Australia
terjun ke pasar internasional?’>?’¢, Dengan anggaran domestik dipangkas, mahasiswa asing
berubah status dari sekadar tamu menjadi penyokong finansial utama. Pemerintah secara
sadar menerapkan strategi subsidi silang: membebankan biaya penuh pada mahasiswa
internasional untuk menyubsidi kekurangan pendanaan riset dan infrastruktur kampus?’”-278,
Laporan tinjauan nasional Bradley Review tahun 2008 secara eksplisit mengakui praktik ini,
menyebut terdapat bukti kuat bahwa dana dari mahasiswa — baik domestik (melalui HECS)
maupun internasional — disalurkan silang untuk mendanai riset universitas®’®. Artinya,
keberlanjutan riset ilmiah Australia diam-diam bergantung pada laba yang diperoleh dari
mahasiswa berbayar. Hal ini menciptakan ketergantungan struktural: kapasitas riset dan
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mutu akademik nasional tersandera oleh fluktuasi pasar pendidikan internasional®®’. Dengan
kata lain, jika aliran mahasiswa asing terganggu, bukan hanya kas universitas yang terpukul,
tetapi juga inovasi dan daya saing ilmu pengetahuan Australia ikut terancam.

6. Pertumbuhan sebagai Industri Ekspor

Setelah pondasi deregulasi dan reformasi terbentuk, dekade 1990-an menyaksikan
pertumbuhan signifikan jumlah mahasiswa internasional. Pemerintahan Koalisi PM John
Howard (1996-2007) bahkan mempercepat tren komersialisasi ini*%!. Howard melihat
ekspor pendidikan sebagai “cara memodernisasi ekonomi” dan kementeriannya gencar
mempromosikan perguruan tinggi Australia ke luar negeri*®?. Kebijakan imigrasi dan visa
juga diselaraskan untuk menarik pelajar asing, misalnya melalui skema visa pelajar yang
lebih fleksibel. Di Level I, Menteri Luar Negeri Alexander Downer kala itu aktif menjadikan
pendidikan sebagai alat soft power Australia di kawasan — seolah “diplomat” terbaik
Australia adalah lulusan-lulusan asing yang pulang dengan kesan positif?®3, Di ranah
domestik (Level II), para pemimpin negara bagian pun menyadari manfaat ekonomi sektor
ini. Premier New South Wales Bob Carr misalnya, walau menghadapi keluhan warga soal
kepadatan penduduk di Sydney, tetap membanggakan nilai ekspor pendidikan yang masuk
ke negaranya?®*. Dukungan politik terhadap internasionalisasi universitas pun menguat
selama manfaat finansialnya terbukti besar.

Statistik menegaskan eksplosi industri pendidikan menjelang tahun 2000-an.
Penerimaan devisa dari pendidikan internasional melonjak pesat: dari hanya AUD 4,7 miliar
pada tahun 2002, naik menjadi AUD 12,5 miliar pada 20072%°. Bahkan pada 2007,
pendidikan internasional telah menjadi ekspor terbesar ke-3 Australia (hanya di bawah batu
bara dan bijih besi), melampaui sektor pariwisata yang tradisional lebih besar?*¢-2%", Tren

mencapai puncaknya sekitar 2009, ketika ekspor pendidikan menyentuh AUD 18 miliar per
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tahun?®®

. Angka ini mengejutkan banyak pihak — artinya pendapatan dari mahasiswa asing
lebih besar daripada ekspor komoditas pertanian utama seperti gandum, wol, atau daging
sapi?®®. Singkatnya, dalam tempo dua dekade, Australia berhasil mengonversi pendidikan
tinggi dari beban anggaran menjadi “emas baru” penopang ekonomi jasa?*. Dunia mencatat
transformasi ini; berbagai laporan Bank Dunia dan OECD di awal 2000-an sering menyebut
Australia sebagai model sukses komodifikasi pendidikan tinggi?’!. Bahkan pada forum WTO
2001, delegasi Australia terang-terangan menyebut pendidikan tinggi sebagai layanan yang
bisa diperdagangkan lintas negara, mendorong liberalisasi agar kampus-kampus Australia

leluasa “menjual” produknya di pasar Tiongkok, India, dan Asia Tenggara®®2.
7. Model Subsidi Silang dan Ketergantungan

Keberhasilan finansial ini diiringi perubahan mendasar dalam struktur keuangan
universitas. Dana mahasiswa internasional menjadi semacam ‘‘cross-subsidy” yang
menutupi banyak pos: dari pendanaan riset, gaji staf, hingga pembangunan fasilitas
kampus??. Praktek ini awalnya dianggap wajar — mahasiswa asing membayar mahal,
uangnya dipakai meningkatkan mutu universitas yang juga dinikmati mahasiswa lokal.
Namun di balik itu timbul kerentanan: universitas terjebak logika pasar volume. Banyak
kampus mulai mengutamakan pertumbuhan pendaftaran internasional demi pemasukan,
kadang mengabaikan kontrol kualitas akademik. Gejala seperti inflasi nilai (grade inflation
atau soft marking) sempat dilaporkan, di mana demi menjaga “kepuasan pelanggan”
294295 Integrasi sosial
mahasiswa internasional pun menjadi tantangan — muncul kekhawatiran bahwa lonjakan

mahasiswa asing, standar penilaian berpotensi dilonggarkan

mahasiswa asing tidak diimbangi upaya integrasi yang cukup, sehingga terjadi segregasi di
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kampus?”®. Meski demikian, hingga akhir 2000-an narasi dominan pemerintah tetap positif:
ekspor pendidikan dianggap win-win, mendatangkan uang sekaligus memperkuat hubungan
global Australia.

Kesimpulan Periode 1980-an s.d 2000-an

Transformasi pendidikan tinggi Australia pada era ini adalah salah satu reformasi
kebijakan publik paling radikal dalam sejarah modern negara tersebut?*’. Dalam waktu
sekitar dua dekade, universitas berubah dari institusi berorientasi public service menjadi
semi-korporasi yang beroperasi dengan logika pasar global**®. Pergeseran ini dimungkinkan
oleh kombinasi faktor: deregulasi kebijakan (1985), restrukturisasi sistem (1987-88),
penarikan subsidi publik, serta dorongan globalisasi/neoliberalisme. Pemerintah secara
efektif memperluas win-set domestik untuk menerima komersialisasi pendidikan dengan
menjanjikan manfaat ekonomi nasional. Memang, ada resistensi dari kalangan idealis
akademik yang mengkhawatirkan komodifikasi berlebih (pengamat seperti Prof. Simon
Marginson mengkritik logika “pasar posisional” pendidikan tinggi, di mana universitas
bersaing menjual status alih-alih pengetahuan). Namun suara itu tenggelam oleh euforia
pertumbuhan. Pada Level I, Australia sukses memposisikan diri sebagai “education
superpower” dunia, memenuhi permintaan kelas menengah Asia akan pendidikan Barat.
Sementara di Level II, pemerintah membingkai kebijakan ini sebagai strategi “menjual
keahlian” Australia untuk memperbaiki ekonomi nasional — sebuah justifikasi yang sulit
ditampik mengingat masuknya miliaran dolar devisa.

Di balik sukses, warisan periode ini adalah ketergantungan struktural yang mendalam.
Seluruh ekosistem pendidikan tinggi menjadi sangat bergantung pada aliran mahasiswa
internasional. Universitas tidak lagi sekadar menyambut mahasiswa asing sebagai hal
positif, melainkan membutuhkan mereka demi neraca keuangan seimbang. Seperti
disimpulkan dalam satu analisis, deregulasi 1985 hanyalah membuka gerbang, tetapi
penurunan pendanaan publik' yang drastis-lah yang benat-benar “memaksa” universitas
masuk dan tergantung pada pasar ini**’. Pemerintah sengaja menggeser beban pembiayaan
pendidikan dari pundaknya ke pundak mahasiswa asing®®’. Akibatnya, di penghujung 2000-
an sektor ini menyimpan kerentanan ekstrem: apabila terjadi guncangan pada minat
mahasiswa internasional, universitas Australia akan menghadapi krisis serius. Kerentanan
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inilah yang kelak terekspos dalam berbagai krisis berikutnya (misal krisis 2009 dan pandemi
2020). Singkatnya, era komodifikasi menciptakan “mesin pertumbuhan” pendidikan yang
luar biasa, namun mesin itu juga menjadi sumber overdependence yang
mengkhawatirkan3®!.

C. Era Ledakan Ekspor Jasa Pendidikan (2000-2019)

Memasuki abad ke-21, industri pendidikan internasional Australia memasuki fase
ledakan eksponensial. Periode 2000-2019 bisa dikatakan sebagai puncak kejayaan model
“pendidikan sebagai ekspor jasa”, sebelum akhirnya dihantam disrupsi pandemi. Dalam dua
dekade ini, sektor pendidikan internasional tumbuh menjadi salah satu tulang punggung
ekonomi Australia sekaligus instrumen diplomasi yang kian vital. Namun, periode ini juga
menyaksikan beberapa krisis yang menguji ketahanan model tersebut.

1. Pertumbuhan Eksponensial dan Rekor Ekspor

Di awal 2000-an, kebijakan dan infrastruktur yang dibangun pada era sebelumnya
mulai berbuah. Jumlah mahasiswa internasional meningkat pesat dari tahun ke tahun, sejalan
dengan globalisasi dan lonjakan kelas menengah di Asia (terutama Tiongkok dan India).
Data resmi menunjukkan total pendaftaran mahasiswa asing di Australia naik hampir tiga
kali lipat antara 2002 hingga 2019°%239 — suatu pertumbuhan masif yang menjadikan
Australia salah satu destinasi pendidikan terbesar di dunia. Nilai ekspor pendidikan pun terus
memecahkan rekor. Pada tahun 2019, pendapatan pendidikan internasional Australia
mencapai sekitar AUD 40,3 miliar setahun®%4. Angka fantastis ini menempatkannya di urutan
empat besar ekspor nasional, hanya kalah dari komoditas tambang utama seperti bijih besi
(AUD 96 miliar), batu bara (63 miliar), dan gas alam (48 miliar)*?>-3%, Meskipun peringkat
tepatnya bisa bervariasi tahun ke tahun (terkadang disebut ke-3 atau ke-4 terbesar), yang
jelas pendidikan internasional telah sejajar dengan ekspor komoditas tradisional dalam
kontribusi ekonomi. Bahkan, pada pertengahan 2000-an pendidikan sempat melewati sektor
pariwisata: tahun 2007 misalnya; pendidikan ‘sudah menjadi ekspor jasa nomor satu
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Australia, mengungguli pariwisata, dan hanya di bawah ekspor tambang®’’. Dengan kata

lain, “produk” terbesar Australia untuk dunia bukan lagi hanya bahan mentah, tetapi juga
pengalaman pendidikan.

Pertumbuhan spektakuler ini ditopang beberapa faktor kunci. Pertama, perkembangan
ekonomi di Asia (khususnya Tiongkok) menciptakan permintaan besar akan pendidikan
tinggi berbahasa Inggris. Kelas menengah Tiongkok yang booming menjadikan Australia
salah satu destinasi favorit karena kedekatan geografis dan reputasi kualitasnya. Kedua,
pemerintah Australia dan universitas sangat proaktif memasarkan diri. Banyak kampus
membuka kantor perwakilan di luar negeri, menjalin kemitraan dengan agen pendidikan, dan
menawarkan program/program inovatif untuk menarik pelajar internasional. Ketiga, dan
paling strategis, adalah kaitan dengan migrasi: peluang imigrasi pasca studi menjadi magnet
luar biasa. Pada post-2000s, Australia semakin terang-terangan menghubungkan studi
dengan prospek tinggal permanen. Kuliah di Australia bisa menjadi jalan menuju kerja dan
bahkan PR (permanent residency). Hal ini terutama diformalisasikan melalui kebijakan Post-
Study Work Rights (PSWR).

2. Koneksi Migrasi — Post-Study Work Rights

Tahun 2011 merupakan titik kritis kebijakan ketika pemerintah menugaskan Strategic
Review of the Student Visa Program yang dipimpin Michael Knight (dikenal sebagai Knight
Review). Review ini diluncurkan menyusul berbagai masalah (termasuk penurunan minat
pasca-krisis 2009) dan bertujuan “merombak ulang” sistem agar lebih kompetitif.
Rekomendasi Knight Review yang paling transformatif adalah pemberian hak kerja pasca
studi bagi lulusan internasional®’. Sebelum 2011, lulusan asing hanya boleh bekerja jika
memenuhi syarat ketat (pekerjaan harus ada di Skilled Occupation List untuk visa tinggal).
Knight Review mengusulkan memisahkan hak kerja dari daftar keterampilan: artinya semua
lulusan S1 ke atas diberi visa 2-4 tahun untuk bekerja di Australia apapun bidang
studinya’?*1% Pemerintah Gillard! kala /itu cepat mengadopsi rekomendasi ini; kebijakan
Post-Study Work Visa (subclass 485) diberlakukan mulai 2013. Hasilnya, Australia menjadi
jauh lebih menarik sebagai destinasi studi, terutama bagi calon mahasiswa yang membidik
pengalaman kerja internasional atau jalur migrasi. PSWR memberi sinyal bahwa gelar
Australia bisa menjadi gerbang karier global dan bahkan langkah awal menjadi imigran.
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Efek kebijakan ini terasa nyata. Periode pasca-Knight Review (2013 ke atas) ditandai
pertumbuhan mahasiswa asing yang belum pernah terjadi sebelumnya®!'!. Misalnya, jumlah
mahasiswa India yang sempat anjlok setelah 2009 berbalik naik lagi karena tertarik
kesempatan kerja pasca lulus. Pemerintah dan universitas mempromosikan skema baru ini
secara luas di pasar Asia: “Belajar di Australia, dapatkan ijazah dan pengalaman kerja
internasional!”. Dengan kombinasi reputasi akademik dan peluang kerja, Australia berhasil
mengembalikan daya saingnya yang sempat goyah. Menurut data Departemen Pendidikan,
total enrolmen mahasiswa internasional melonjak dari 524.000 pada 2013 menjadi 956.000
pada 2019°'2 — hampir dua kali lipat dalam 6 tahun. Kenaikan ini terutama didorong oleh
dua sektor: Pendidikan Tinggi (universitas) yang naik ~96% dan Vokasi (VET) yang naik
>120% dalam periode 2013-20193!3, Kebijakan PSWR memberi insentif besar terutama
untuk sektor VET (banyak mahasiswa menggunakan kursus vokasi sebagai batu loncatan
kerja/migrasi). Alhasil, Australia memasuki “era emas” ekspor pendidikan menjelang akhir
2010-an, dengan kampus-kampus penuh sesak mahasiswa dari seluruh penjuru Asia.

3. Dominasi Pasar Tiongkok dan India

Dua negara raksasa Asia — Tiongkok dan India — muncul sebagai kontributor utama
dalam boom ini. Komposisi mahasiswa internasional Australia menjadi sangat
terkonsentrasi pada keduanya. Pada 2019, Tiongkok menyumbang sekitar 31% dari total
pendapatan ekspor pendidikan Australia (sekitar AUD 12,54 miliar)*!4. India berada di
urutan kedua dengan ~16% (AUD 6,36 miliar)*!>. Secara jumlah mahasiswa, pada 2019
tercatat lebih dari 200 ribu mahasiswa Tiongkok dan lebih dari 100 ribu mahasiswa India
menempuh studi di Australia. Dominasi ini membawa keuntungan finansial besar, namun
juga menimbulkan risiko konsentrasi. Laporan Auditor-General New South Wales tahun
2019 sempat memperingatkan bahwa beberapa universitas sangat bergantung pada satu
pasar (misalnya mahasiswa Tiongkok) sehingga kerentanan tinggi jika terjadi perubahan
mendadak?!'®. Di Level I, hubungan Australia-Tiongkok juga sedikit banyak terpengaruh
oleh arus mahasiswa ini: di'satu sisi menjadi jembatan‘people-to-people yang positif, di sisi
lain menimbulkan isu (seperti kekhawatitan pengaruh politik Tiongkok di kampus). Namun
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hingga 2019, nada umum pemerintah adalah merayakan sukses ini. Pendidikan dianggap
pilar penting keterlibatan Australia di Indo-Pasifik sekaligus andalan ekonomi domestik.

4. Krisis 2009: Insiden Rasisme dan Penurunan Sementara

Di tengah kisah sukses, periode 2000-2019 tidak bebas dari guncangan. Tahun 2009
menjadi annus horribilis bagi sektor pendidikan internasional Australia. Pada tahun tersebut,
terjadi serangkaian serangan kekerasan terhadap mahasiswa asal India di Melbourne dan
Sydney?®!7-*18, Insiden pemukulan dan penusukan ini meluas pemberitaannya di media India,
yang melabeli peristiwa itu sebagai “curry bashing” (istilah untuk penyerangan bermotif
rasial terhadap orang India)*!*-*?°, Ribuan mahasiswa India turun protes di Melbourne pada
Mei 2009 — pemandangan luar biasa ketika 4.000 pelajar asing berunjuk rasa menuntut
perlindungan®?!22, Gelombang protes ini menunjukkan bahwa komunitas mahasiswa
internasional bisa menjadi aktor politik tersendiri. Pemerintah India pun bereaksi keras,
hubungan diplomatik dua negara memanas.

Bagi Australia, krisis ini memukul reputasinya sebagai destinasi aman dan ramah. PM
Kevin Rudd saat itu berusaha meredakan dengan menyatakan Australia bukan negara rasis,
namun kerusakan citra sudah terjadi*?*>. Dampak praktisnya segera terasa: jumlah mahasiswa
India anjlok tajam setelah 2009. Data visa menunjukkan penurunan sampai 36% dalam
aplikasi mahasiswa India pada 2010-2011324. Jumlah pendaftar baru merosot, dan total
enrolmen mahasiswa India jatuh dari puncaknya 120.913 orang di 2009 menjadi jauh lebih
rendah dalam beberapa tahun berikut??>-26, Penurunan ini berkontribusi pada penurunan
keseluruhan populasi mahasiswa internasional di Australia untuk pertama kalinya dalam era

modern. Tercatat total mahasiswa asing (semua negara) yang tadinya mencapai puncak
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~491.500 pada 2009 kemudian turun dan stagnan di awal 2010-an?’. Krisis 2009 membuka
mata bahwa model ekspor pendidikan rentan terhadap isu non-ekonomi seperti keamanan
dan persepsi publik. Australia merespons dengan berbagai langkah: meningkatkan regulasi
agen pendidikan (banyak mahasiswa India 2000-an datang melalui jalur sekolah vokasi yang
ternyata berkualitas rendah — disebut “pabrik visa”), memperketat standar sekolah swasta,
serta Knight Review 2011 yang tadi telah disebut, sebagai upaya memulihkan kepercayaan.

Beruntung, penurunan pasca-2009 hanya bersifat sementara. Sekitar 2012-2013,
sektor ini mulai rebound berkat reformasi kebijakan (PSWR, pengetatan kualitas) dan
perbaikan hubungan. Pemerintah Australia gencar melakukan “diplomasi pendidikan” ke
India untuk memperbaiki citra. Misalnya, Menteri Luar Negeri dan delegasi universitas rutin
ke India meyakinkan bahwa Australia aman bagi pelajar’?832°. Upaya ini berhasil secara
bertahap: pendaftaran dari India kembali tumbuh beberapa tahun kemudian, meski butuh
hampir 5 tahun untuk pulih ke level pra-2009. Pelajaran dari krisis ini adalah pentingnya
menjaga aspek integritas dan keamanan di samping pertumbuhan angka. Trade-off antara
Level I dan Level II juga terlihat: demi ekonomi (Level I), Australia membuka pintu banyak
pelajar; tapi ketika muncul isu sosial (Level IT), dukungan domestik goyah dan menimbulkan
reaksi.

5. Pemulihan dan Pertumbuhan Berkelanjutan 2010an

Setelah melewati “koreksi” pasca-2009, sektor pendidikan internasional memasuki
kurva pertumbuhan baru mulai pertengahan 2010-an. Kebijakan dan situasi global
mendukung ini: PSWR mulai menunjukkan dampak penuh (angkatan mahasiswa setelah
2013 melonjak), kondisi geopolitik (misal ketegangan AS-Tiongkok) membuat Australia
makin menarik bagi pelajar Asia yang mencari alternatif Barat, dan nilai tukar mata uang
AUD yang relatif stabil. Pemerintahan Australia, baik Partai Buruh maupun Koalisi, sama-
sama mendukung ekspansi ini. Dalam kerangka two-/evel games, bisa dikatakan pemerintah
berhasil memperluas win-set lantara Level I dan T selama-era 2000-201933%33!, Mereka
menjaga agar konstituen domestik tidak terlalu resah meski mahasiswa asing membludak,
dengan menekankan manfaat ekonomi (pekerjaan tercipta, riset tersubsidi, dll.) dan
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mengelola isu yang muncul (contoh: setelah 2009, menindak lembaga pendidikan abal-abal
yang merusak reputasi). Hingga akhir dekade 2010-an, tidak ada resistensi politik berarti
terhadap pertumbuhan mahasiswa internasional — win-set kebijakan ini relatif lebar karena
stakeholders kunci (pemerintah negara bagian, sektor properti, komunitas kampus, bahkan
publik umum) menikmati keuntungannya.

Tahun 2019 dapat dianggap sebagai puncak era ini. Hampir semua metrik mencapai
titik tertinggi: hampir 956 ribu mahasiswa asing terdaftar di semua sektor pendidikan3*?,
pendapatan ekspor AUD 40 miliar lebih®3®, sektor pendidikan tinggi Australia
membanggakan peringkat dunia (7 dari 100 universitas top dunia di Australia), dan ribuan
riset terdanai uang mahasiswa. Pasar utama Tiongkok dan India berada di titik puncak
kontribusinya; di beberapa kampus besar, mahasiswa Tiongkok sendiri bisa mencapai 40%
dari populasi fakultas bisnis/ekonomi. Secara spasial, manfaat ekonomi sangat terasa di kota
besar: New South Wales dan Victoria menyerap >70% pendapatan sektor ini (2019 NSW:
$14,53 miliar, Victoria: $13,55 miliar), yang kemudian mengalir ke berbagai sektor mulai
dari real estat (sewa apartemen mahasiswa), ritel, pariwisata (kunjungan keluarga), hingga
transportasi.

Meskipun demikian, di balik kesuksesan ini mulai muncul tanda ketegangan struktural
menjelang akhir 2019. Konsentrasi pasar (ke Tiongkok/India) dianggap sebagian pengamat
sebagai “menaruh terlalu banyak telur dalam satu keranjang”. Biaya hidup di kota besar
Australia melonjak, dan publik lokal mulai mengeluhkan tekanan di infrastruktur. Beberapa
media domestik mulai mempertanyakan: Apakah kita terlalu banyak mengambil mahasiswa
asing demi wuang? Misalnya, isu kemacetan lalu lintas dan harga housing di
Sydney/Melbourne sempat dihubung-hubungkan dengan ledakan migrasi pelajar. Namun,
hingga sebelum pandemi COVID-19 melanda, wacana untuk membatasi mahasiswa
internasional belum menjadi arus utama. Pemerintah cenderung defensif dan menyatakan
semua terkendali — bahkan tahun 2018 di era PM Turnbull, iAustralia meluncurkan National
Strategy for International Education 2025 yang targetnya justru ekspansi lebih lanjut, bukan
pembatasan. Dengan kata'lain, fwo-level game di era boom ini masih stabil: Level I
(kepentingan global-ekonomi) mendominasi, dan Level II (politik domestik) memberikan
dukungan diam-diam meski ada keluhan kecil.

Secara keseluruhan, era 2000-2019 menampilkan Australia sebagai kisah sukses
globalisasi pendidikan. Negara ini memanfaatkan keunggulan geografis dan kualitas
pendidikannya untuk merebut pangsa pasar internasional yang besar. Keseimbangan
manfaat ekonomi dan diplomasi yang didapat sungguh signifikan — pendidikan menjadi
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sektor ekspor terbesar ketiga’keempat, sekaligus menciptakan soft power generasi baru
(ribuan alumni luar negeri tambahan setiap tahun). Namun, fondasi model ini rapuh karena
terlalu bergantung pada aliran konstan mahasiswa asing. Ibarat balon yang terus ditiup
membesar, sistem ini rentan pecah jika dihadapkan pada tusukan krisis. Dan benar saja,
tahun 2020 menjadi ujian terbesar ketika pandemi global memaksa “rem darurat” ditarik,
mengakhiri mendadak ledakan panjang ini.

D. Disrupsi Pandemi dan Rekalibrasi Sistem (2020-2023)

Tahun 2020-2023 merupakan periode disruptif yang mengubah secara fundamental
lanskap pendidikan internasional Australia. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia memaksa
shutdown mendadak atas arus mahasiswa global, dan Australia termasuk yang terdampak paling
keras karena kebijakan perbatasan ketatnya. Era ini dapat dilihat sebagai critical juncture — titik
balik kritis — yang mengakhiri konsensus dua dekade sebelumnya dan mendorong lahirnya
pendekatan baru, termasuk wacana pembatasan kuota mahasiswa asing pada 2024.

1. Penutupan Perbatasan dan Exodus Mahasiswa

Pada Maret 2020, sebagai respons terhadap COVID-19, Pemerintah Australia
mengambil langkah drastis menutup perbatasan internasional. Visa pelajar baru praktis
dihentikan sementara, dan yang lebih kontroversial, pejabat tinggi bahkan mengisyaratkan
agar mahasiswa internasional yang berada di Australia “pulang saja” jika tak mampu
bertahan. Pada April 2020, PM Scott Morrison menyatakan dalam konferensi pers: “If you
are a visitor in this country, it is time to make your way home” (“Jika Anda pengunjung di
negara ini, inilah saatnya pulang ke rumah” — ditujukan juga kepada pemegang visa
pelajar)¥#33°, Ucapan ini mengejutkan komunitas mahasiswa asing yang selama ini
dianggap “tamu menguntungkan”. Banyak yang merasa dikhianati karena setelah kontribusi
finansial mereka begitu besar, di saat krisis mereka ditinggalkan. Seorang mantan mahasiswa
internasional, Diana Olmos, mengungkapkan kekecewaannya: “They wanted us to come
here, but in-a crisis, we feel-abandoned. It is deeply hypocritical.” (“Mereka ingin kami
datang ke sini, tapi di saat krisis, kami merasa ditelantarkan. Sungguh hipokrit”)*3¢, Retorika
“pulang kampung” ini memang populer di sebagian pemilih domestik yang khawatir
kapasitas layanan publik, namun merusak citra Australia di mata pasar kunci seperti
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Tiongkok dan India**73%%, Soft power yang dibangun bertahun-tahun melalui pendekatan
ramah pelajar asing mendadak surut, terganti kesan bahwa Australia hanya peduli uang
mereka, bukan kesejahteraan mereka.

Dampak kebijakan penutupan perbatasan sungguh dramatis: lebih dari 200.000
mahasiswa internasional “hilang” dari Australia dalam kurun 2020-2021. Angka total
pendaftaran tidak langsung jatuh ke nol (mahasiswa lama masih bisa lanjut kuliah online
dari luar negeri), tetapi pipeline mahasiswa baru benar-benar kering®3%**. Commencements
(pendaftaran mahasiswa baru) anjlok ke titik nadir — dari sekitar 300 ribu lebih pada 2019
menjadi hanya 86 ribu pada 202131342, turun 75.9% dibanding sebelum pandemi. Total
mahasiswa internasional yang terdaftar pun merosot tajam. Jika puncaknya 2019 terdapat
956.000 mahasiswa asing**’, maka pada 2021 tinggal sekitar 716.000 saja***. Penurunan
sekitar 240 ribu mahasiswa dalam dua tahun itu setara dengan lebih dari 25% dari populasi
pra-pandemi — pukulan luar biasa bagi universitas dan ekonomi lokal. Kota-kota besar yang
biasanya ramai oleh pelajar asing mendadak lengang; area kampus sepi, asrama kosong,
bisnis yang bergantung pada mahasiswa (rental, kafe, toko) banyak yang tutup.

2. Dampak Finansial pada Universitas

Hilangnya ratusan ribu “pelanggan” tentu memicu krisis likuiditas akut di sektor
pendidikan tinggi. Universitas yang selama ini sangat bergantung pada pendapatan
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mahasiswa internasional tiba-tiba menghadapi “tebing fiskal34>-**¢, Analisis menunjukkan
total pendapatan sektor universitas turun sekitar AUD 1,9 miliar (5%) pada 2020347348 —
penurunan pertama dalam sejarah modern sejak 2009. Tahun 2021 pendapatan stagnan atau
turun sedikit lagi, meski tertolong oleh beberapa pos luar biasa (seperti suntikan dana riset
satu kali AUD 1 miliar dari pemerintah dan rebound pasar saham)*#°-3%%, Namun kerugian
kumulatif 2020-2021 tetap dihitung dalam skala multi-miliar dolar®>!. Akibat penurunan
pemasukan, banyak universitas besar terjerumus ke defisit. Tercatat pada 2020, 15
universitas (40% dari total) mengalami defisit keuangan, melonjak dari hanya 3 universitas
defisit tahun sebelumnya*?333, Dewan universitas terpaksa mengambil langkah darurat:
memangkas biaya operasional, membekukan perekrutan staf, hingga merumahkan pekerja
kontrak. Diperkirakan sekitar 35.000-40.000 pekerjaan hilang di sektor pendidikan tinggi
dan tersier selama 2020-2021%5433, Yang paling terpukul adalah staf kasual (dosen tidak
tetap, tutor) dan sektor pendidikan swasta (misalnya banyak college bahasa Inggris gulung
tikar tanpa murid). Tidak seperti Inggris/AS, pemerintah Australia saat itu memilih tidak
memberikan bailout signifikan ke universitas atau bantuan kepada mahasiswa internasional.
Keputusan ini menuai kritik, namun didorong pertimbangan politik domestik: memberikan
dana publik kepada non-warga asing dianggap tak populer. Alhasil, universitas harus
“berdarah-darah” sendiri mengatasi goncangan ini.

Dari perspektif two-level games, respons awal pandemi ini mencerminkan kesenjangan
antara Level I dan Level II. Pemerintah Morrison (Koalisi) mengutamakan ketakutan dan
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preferensi domestik — menjaga kesehatan publik, menghindari kesan dana rakyat dipakai
orang asing — walau konsekuensinya mengorbankan komitmen Australia sebagai pemain
global di pendidikan363%7, Ini dapat dilihat sebagai kasus involuntary defection: untuk
menyelamatkan posisi di Level 11, Australia “membatalkan sepihak” kontrak implisit dengan
mitra Level 1 (mahasiswa dan pasar internasional)’*33%°, Tentu, kebijakan ini lahir dari
keadaan darurat pandemi, namun cara komunikasinya — misal ucapan PM agar pelajar asing
pulang — meninggalkan jejak pahit yang mengurangi kepercayaan di level internasional.

3. Pembukaan Kembali dan Lonjakan 2022

Setelah hampir dua tahun isolasi, Australia mulai membuka kembali perbatasan secara
bertahap pada akhir 2021, dan sepenuhnya pada awal 2022. Begitu restriksi dicabut, arus
mahasiswa dan migran masuk melesat bak air tertahan bendungan. Tahun 2022-2023
mencatat rekor Net Overseas Migration (NOM) tertinggi sepanjang sejarah Australia,
mencapai sekitar 518.000 orang dalam tahun fiskal 2022-2023. Angka ini lebih dari tiga kali
lipat NOM setahun sebelumnya (~170 ribu di 2021-22). Lonjakan migrasi tersebut sebagian
besar didorong oleh kembalinya mahasiswa internasional. Data menunjukkan bahwa dari
total kedatangan migran 2022-23 (737 ribu orang), kelompok visa sementara berkontribusi
terbesar, terutama kedatangan mahasiswa internasional ~283.000 orang dalam setahun. Ini
menjadikan pelajar asing sebagai single largest contributor pemulihan migrasi pasca
pandemi. Selain mahasiswa yang sempat tertahan akhirnya masuk, ada juga gelombang baru
pendaftar yang tertarik dengan Australia begitu pembatasan hilang. Pemerintah (kini di
bawah PM Anthony Albanese dari Partai Buruh) bahkan memberi insentif seperti visa work
hour unrestricted (jam kerja mahasiswa asing sementara boleh full-time hingga pertengahan
2023) untuk mendorong pemulihan sektor pendidikan dan mengatasi kekurangan tenaga
kerja.

Bagi universitas dan ekonomi, 2022 membawa napas lega: pendaftaran internasional
kembali merangkak naik, dormitori dan rental terisi lagi, serta kas universitas berangsur
pulih. Namun, skala dan kecepatan lonjakan migrasi ini justru memicu dinamika politik
domestik baru yang tidak‘terduga. Setelah dua tahun tertutup rapat (NOM negatif di 2020-
21), masyarakat Australia menghadapi “kejutan” arus masuk setengah juta orang dalam satu
tahun. Meskipun hal ini sebagian menutup lubang ekonomi (tenaga kerja, pendidikan,
konsumsi), muncul reaksi keras terkait tekanan infrastruktur, khususnya perumahan.
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4. Backlash Domestik: Narasi Mahasiswa vs Perumahan

Tahun 2023, isu keterjangkauan perumahan mencapai krisis di kota-kota besar
Australia. Tingkat kekosongan sewa (rental vacancy rate) di Sydney, Melbourne menyentuh
rekor terendah <1%; harga sewa melonjak puluhan persen®¢%-*6!, Warga lokal frustasi melihat
antrean ratusan orang berebut inspeksi unit apartemen. Oposisi politik (Koalisi konservatif)
melihat celah di sini untuk mengkritik pemerintah. Pemimpin Oposisi Peter Dutton secara
agresif mengaitkan krisis perumahan ini dengan tingginya angka migrasi, terutama
menyalahkan ledakan mahasiswa internasional yang kembali datang. la membingkai
mahasiswa asing bukan lagi sebagai aset ekspor, melainkan pesaing yang “mengambil jatah”
rumah dan lapangan kerja orang Australia*®?, Dalam sejumlah pernyataan, Dutton menuduh
Pemerintah Albanese gegabah membuka keran migrasi sehingga rakyat menderita karena
biaya hidup naik. Narasi ini mendapat resonansi di tengah publik yang memang merasakan
langsung kesulitan sewa rumah. Media massa mulai ramai memberitakan cerita siswa lokal
tak kebagian dorm karena dipenuhi mahasiswa luar, atau warga tersingkir dari pasar sewa.

Di sinilah terjadi pergeseran persepsi besar terhadap pendidikan internasional pada
Level II. Yang tadinya dipuja sebagai “mesin uang” dan sektor kebanggaan, kini muncul
narasi kontra: apakah mahasiswa asing terlalu banyak dan membebani kota kita?
Pemerintah Partai Buruh, meski pro-pendidikan internasional, tertekan dengan sentimen ini.
Apalagi Australia juga menghadapi inflasi tinggi pasca-pandemi, membuat pemilih kian
sensitif. Walau para pakar ekonomi menekankan bahwa akar masalah perumahan adalah
kurangnya pasokan rumah (bukan semata banyaknya pendatang)’¢3-*¢4, dalam politik
persepsi lebih dominan daripada data. Oposisi berhasil menyederhanakan isu: “turunkan
migrasi maka rumah akan terjangkau”. Mahasiswa internasional — sebagai kelompok migran
terbesar dan terlihat (muda, tinggal di pusat kota) — menjadi target empuk sentimen populis.

Pemerintah Albanese menghadapi dilema two-level game klasik: di Level I, industri
pendidikan dan mitra luar) negeri ingin ‘Australia kembali terbuka; di Level II, pemilih
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domestik gelisah dengan dampak pertumbuhan pasca-pandemi’®>-3%, Sepanjang 2023, tensi
ini makin meningkat. Menteri Pendidikan saat itu (Jason Clare) dan Menteri Dalam Negeri
(Clare O’Neil) mencoba langkah keseimbangan: di satu sisi meluncurkan International
Education Strategy baru untuk memulihkan sektor*®”, tapi di sisi lain mulai bicara soal
pentingnya “menjamin pengalaman pelajar Australia tidak terkorbankan” — kode bahwa
pemerintah mempertimbangkan pembatasan®%®. Puncaknya, menjelang akhir 2023, narasi
politik bergeser sepenuhnya: pemerintah secara terbuka mengakui perlunya mengkalibrasi
ulang angka mahasiswa asing demi meredam tekanan domestik. Frasa seperti “pertumbuhan

tanpa batas memiliki eksternalitas sosial” mencuat, menandai berakhirnya era deregulasi
penuh369370.

Pada tahap ini, dapat dikatakan prasyarat politik bagi kebijakan pembatasan (kuota)
telah terbentuk. Win-set yang selama ini memperbolehkan ekspansi luas pendidikan
internasional mengecil drastis. Keadaan 2020-2021 (pendapatan ambruk) dan 2022-2023
(backlash migrasi) secara bergantian menunjukkan pada publik bahwa model lama punya
ekses negatif yang tak bisa diabaikan lagi*’!-*’2. Sebuah laporan think-tank mencatat periode
ini sebagai contoh bagaimana guncangan eksternal (pandemi) bisa meruntuhkan konsensus
kebijakan yang telah mapan puluhan tahun. Singkatnya, two-level game Australia gagal
sinkron: tekanan domestik (tekanan biaya hidup, perumahan, sentimen anti-imigrasi)
bertubrukan dengan komitmen internasional (mempertahankan status hub pendidikan
global)*73. Ketidaksinkronan ini memaksa kompromi baru.

5. Stage Setting untuk Kebijakan Kuota 2024

Menutup babak 2020-2023, Australia berada di persimpangan jalan. Sektor pendidikan
internasional telah pulih sebagian secara angka, tetapi legitimasi politiknya menurun di mata
sebagian publik. Pemerintahan saat ini, belajar dari pengalaman pandemi dan backlash,
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mulai merumuskan pendekatan yang lebih seimbang. Di satu sisi, ada kesadaran bahwa
ketergantungan berlebih pada segelintir pasar (Tiongkok) dan volume masif mahasiswa
asing menciptakan kerentanan strategis. Di sisi lain, sektor ini terlalu penting secara ekonomi
untuk dibiarkan runtuh begitu saja. Oleh karena itu, opsi pembatasan kuota mahasiswa asing
— sesuatu yang tak terbayangkan di era boom — kini masuk agenda perumusan kebijakan.
Tujuannya adalah menenangkan Level II tanpa menghancurkan Level 1.

Secara tematik, langkah menuju kuota ini sejalan dengan kerangka Two-Level Games
Putnam: pemerintah berupaya menyesuaikan win-set agar terdapat irisan baru antara
preferensi domestik dan internasional. Narasi pemerintah bergeser menekankan kualitas
daripada kuantitas: “memastikan pengalaman mahasiswa Australia juga prioritas” dan
“pertumbuhan berkelanjutan, tidak eksesif” dalam pendidikan internasional’’4. Argumen
yang dibangun adalah bahwa pembatasan moderat justru akan membuat industri ini lebih
resilien jangka panjang, menghindari ketergantungan ekstrem yang berbahaya. Di Level I,
pemerintah perlu meyakinkan mitra luar (universitas, negara pengirim) bahwa kebijakan ini
bukan anti-mahasiswa asing, melainkan penataan ulang demi keberlanjutan bersama.

Babak ini merupakan babak penyesuaian besar setelah era euforia. Adanya tekanan
publik soal perumahan dan inflasi memaksa elite kebijakan mengakui bahwa model lama
tidak lagi punya dukungan politik penuh3’>. Seperti yang dicatat dalam analisis hubungan
migrasi-perumahan, tahun 2023 membuktikan pada elektorat bahwa pertumbuhan
internasional tanpa kontrol dapat menimbulkan eksternalitas sosial tak terkelola®’®. Dengan
narasi yang telah bergeser, mahasiswa internasional tak lagi semata dipandang “sapi perah”
ekonomi atau duta soft power, tetapi juga bagian dari persamaan kependudukan dan
infrastruktur. Tanpa mengantisipasi dampak tersebut, dukungan publik runtuh. Oleh
karenanya, memasuki 2024, jalan menuju kebijakan penetapan batas (cap) mahasiswa asing
tampak terbuka dan hampir tak terelakkan secara politik®””.

Sebagai penutup, periode 2020-2023. mengajarkan' Australia pentingnya rekalibrasi
sistem. Pandemi menjadi stress-test yang mengungkap kelemahan model bisnis universitas,
sementara rebound . pasca-pandemi menunjukkan limit toleransi domestik terhadap
pertumbuhan migrasi. Dalam kerangka two-level games, Australia harus melakukan
penyeimbangan ulang: mencari titik optimal di mana tetap bisa menjadi negara pendidikan
global (Level I) namun dengan skala dan distribusi mahasiswa asing yang dapat diterima
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masyarakatnya (Level II). Kebijakan kuota 2024, yang akan dibahas mendalam di bab
selanjutnya, lahir dari konteks historis inilah — sebuah kompromi baru setelah melalui pasang
surut sejarah panjang pendidikan internasional Australia.

Transformasi historis pendidikan internasional Australia dari instrumen Perang Dingin
menjadi komoditas ekonomi, lalu menjadi isu politik domestik, menunjukkan dinamikanya
selalu ditentukan interaksi faktor domestik dan global. Dari Colombo Plan hingga era pandemi,
kebijakan ini terus menjadi arena two-level games — negosiasi konstan antara kebutuhan
menjaga pengaruh dan pendapatan di level internasional versus menjaga dukungan dan
kestabilan di level domestik. Dengan memahami konteks historis di atas, kita dapat lebih
komprehensif menganalisis kebijakan kuota mahasiswa asing terkini sebagai produk dari
tarikan kepentingan dua level tersebut®’s.
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BAB IV

LEVEL II - DINAMIKA DOMESTIK AUSTRALIA

Bab ini menganalisis “meja domestik” dalam model 7wo-Level Games — yaitu berbagai kekuatan
dan tekanan politik dalam negeri Australia yang mendorong dan membentuk kebijakan
pembatasan kuota mahasiswa internasional. Menurut kerangka teori 7Two-Level Games yang
dirumuskan oleh Robert Putnam, stabilitas dan keberhasilan negosiasi internasional (Level I)
sangat bergantung pada kemampuan eksekutif negara mempertahankan koalisi domestik yang
memadai (Level II) guna meratifikasi kesepakatan®’®. Dalam konteks kebijakan pendidikan
internasional Australia 2023-2025, dinamika ini tampak sangat ekstrem. Sektor pendidikan tinggi
— selama dua dekade terakhir diposisikan sebagai “ekspor jasa terbesar keempat” negara dan pilar
diplomasi soft power Australia — tiba-tiba berbenturan dengan realitas material di dalam negeri:
krisis perumahan nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya®®. Krisis domestik ini memicu
apa yang oleh Putnam disebut sebagai penyusutan drastis win-set domestik (ruang kemungkinan
kesepakatan yang dapat diterima di tingkat nasional)®3!. Akibatnya, pemerintahan Partai Buruh di
bawah PM Anthony Albanese merasa terpaksa melakukan manuver defensif — membatasi jumlah
mahasiswa internasional melalui kebijakan National Planning Level (NPL) — sebagai respons
langsung terhadap ancaman elektoral domestik*2, Langkah ini diambil sekalipun pemerintah sadar
pembatasan tersebut berpotensi merusak hubungan diplomatik dengan mitra kunci (misalnya India
dan Tiongkok) dan menggerus pendapatan ekspor pendidikan nasional®®?. Dengan kata lain,
tekanan di meja Level II (domestik) telah “mengikat tangan” negosiator Australia di meja Level |
(internasional), sehingga pilihan kebijakan luar negeri mereka sangat dibatasi oleh tuntutan politik
dalam negeri.

Struktur bab ini mengikuti kerangka analisis Two-Lievel Games Putnam. Pertama, Sub-bab
4.1 akan membedah bagaimanakrisis perumahan yang parah. bertransformasi dari isu teknokratis
menjadi senjata politik mematikan yang memangkas win-set domestik pemerintah. Selanjutnya,
Sub-bab 4.2 mengeksplorasi bagaimana lonjakan migrasi netto (NOM) pasca-pandemi menjadi
isu sensitif menjelang Pemilu 2025, menciptakan kompetisi antar partai untuk bersikap paling
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“keras” terhadap migrasi. Sub-bab 4.3 mengidentifikasi aktor-aktor domestik kunci — partai
politik, serikat pekerja, sektor industri, dan opini publik — beserta posisi mereka, yang
fragmentasinya turut mempersulit konstruksi koalisi domestik pendukung kebijakan. Kemudian,
Sub-bab 4.4 membahas isu integritas dalam sektor pendidikan (fenomena ghost colleges dan visa
farming), yang memberikan justifikasi moral bagi pembatasan visa mahasiswa dan memperluas
win-set domestik karena lebih banyak aktor yang mendukung tindakan tegas. Terakhir, Sub-bab
4.5 mensintesis temuan tersebut untuk menggambarkan konstruksi win-set domestik Australia —
yaitu batas toleransi kebijakan (rentang kompromi) yang dapat diterima di tingkat nasional — dalam
bentuk rentang kuota mahasiswa yang masih bisa diakomodasi tanpa memicu krisis politik atau
ekonomi di dalam negeri. Analisis dalam bab ini secara keseluruhan akan menunjukkan
bagaimana, dalam logika Two-Level Games, pemerintah Australia harus menavigasi dilema:
memuaskan tuntutan pemilih domestik agar “menekan” arus mahasiswa asing (Level II), sembari
berusaha meminimalkan kerusakan pada kepentingan internasional Australia di bidang pendidikan

dan hubungan luar negeri (Level I) akibat kebijakan tersebut?%+.

A. Krisis Perumahan sebagai Medan Pertempuran Politik
1. Data Empiris Krisis Perumahan

Pasar perumahan Australia pasca-pandemi COVID-19 mengalami ketegangan luar
biasa dan memasuki fase kegagalan pasar (market failure) di banyak kota besar. Tingkat
kekosongan hunian (rental vacancy rate) anjlok ke level terendah sepanjang sejarah. Pada
Januari 2023, tingkat kekosongan nasional tercatat hanya 0,8% — titik terendah sejak
pencatatan dimulai*®®. Angka ini berarti nyaris tidak ada rumah sewa yang tersedia:
persaingan penyewa amat ketat. Bahkan hingga akhir 2023, tingkat kekosongan secara
nasional bertahan di kisaran ~1% atau kurang, terendah dalam beberapa dekade®®°.
Konsekuensinya, harga sewa melonjak tajam. Secara nasional median harga sewa mingguan
naik sekitar 30% dalam empat tahun (2019-2023)**7. Di kota-kota besar seperti Sydney,
lonjakan harga fumah mencapai >40%:sejak awal pandemi**¥; memperparah keterjangkauan
perumahan bagi warga lokal. Kombinasi stok hunian yang tertinggal jauh dari pertumbuhan
populasi, suku bunga tinggi, dan tren rumah tangga mengecil (Iebih sedikit orang per rumah
tangga pasca lockdown) semakin menekan pasar®®®. Housing affordability berada di titik
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terburuk dalam 30 tahun terakhir, dengan generasi muda “terkunci” di pasar sewa karena
sulit membeli rumah®®°. Singkatnya, Australia menghadapi krisis perumahan nasional:
terlalu banyak pencari hunian berebut terlalu sedikit unit yang tersedia, mendorong harga
sewa naik drastis.

2. Politik Naratif Koalisi — Menyalahkan Mahasiswa Asing

Di tengah situasi darurat perumahan ini, oposisi (Koalisi Liberal-Nasional)
menjadikan krisis perumahan sebagai medan pertempuran politik utama. Pemimpin oposisi
Peter Dutton membangun narasi populis yang menyederhanakan persoalan menjadi soal
permintaan dan penawaran hunian: Ia menuding migrasi tinggi pemerintahan Labor —
terutama arus mahasiswa internasional — sebagai penyebab langsung krisis perumahan.
“Kami ingin menurunkan migrasi karena kami mengutamakan warga Australia — kami ingin
orang Australia yang mendapatkan rumah,” ujar Dutton, seraya mengklaim memotong
setidaknya 80 ribu mahasiswa asing baru per tahun akan memudahkan anak muda lokal
mencari kontrakan®!. Dalam janji kampanyenya menjelang pemilu, Dutton berikrar
mengurangi drastis intake mahasiswa internasional hingga batas 240.000 orang per tahun
(sekitar 80 ribu lebih rendah dari realisasi terbaru), sebagai bagian dari rencana Koalisi
mengatasi “krisis perumahan akibat Big Australia™?®2. Ta sengaja menggunakan istilah “Big
Australia” secara peyoratif untuk menggambarkan kebijakan populasi besar (migrasi tinggi)
Partai Buruh, dan berkontras menjanjikan visi “small Australia” dengan migrasi ditekan.
Dutton menyebut mahasiswa internasional sebagai “pesaing” yang mengambil jatah rumah
sewa dari penduduk lokal — suatu retorika us vs. them yang efektif menyulut kekhawatiran
publik. Nada tudingan ini bahkan meningkat secara ekstrem ketika Dutton menyamakan
beberapa mahasiswa asing dengan “versi modern dari pencari suaka perahu” (modern boat
arrivals) hanya karena mereka memperpanjang visa untuk bekerja*®?. Singkatnya, Koalisi
secara terang-terangan menjadikan mahasiswa internasional kambing hitam atas krisis
perumahan, dan menawarkan solusi simplistis: batasi jumlal} mereka, maka keterjangkauan
hunian bagi warga akan membaik.

Narasi oposisi ini mendapatkan gaung luas di media konservatif dan sebagian publik,
karena memberikan scapegoat yang konkret atas kesulitan sehari-hari (yaitu menyalahkan
orang luar atas sewa mahal). Dalam kerangka Two-Level Games, strategi Dutton tersebut
dapat dibaca sebagai upaya memperkecil win-set domestik pemerintah petahana: dengan
menggiring opini bahwa kebijakan “longgar” terhadap mahasiswa asing = krisis perumahan,
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oposisi mengecilkan ruang gerak pemerintah. Jika masyarakat luas percaya narasi ini, maka
opsi kebijakan pemerintah di Level I (misal mempertahankan tingkat mahasiswa asing tinggi
demi ekonomi) otomatis tertutup karena tidak akan “menang” secara domestik. Oposisi pada
dasarnya berusaha menyudutkan pemerintah agar win-set domestiknya hanya tersisa opsi
restrictive (membatasi visa). Inilah langkah klasik “mengikat tangan lawan” di meja
negosiasi domestik: memperkecil win-set lawan demi keuntungan politik sendiri.

3. Kontra-Fakta dan Bantahan Empiris

Meski narasi Dutton cs. terdengar sederhana dan intuitif, data empiris objektif tidak
mendukung tuduhan bahwa mahasiswa internasional adalah biang krisis perumahan.
Berbagai studi dan analisis lembaga independen menelanjangi bahwa kontribusi mahasiswa
asing terhadap kenaikan sewa sangat minimal — jauh lebih kecil dibanding faktor-faktor
struktural lain. Property Council of Australia melalui divisinya Student Accommodation
Council merilis data yang kerap dikutip sebagai “mitos 4%”: menurut riset mereka, hanya
sekitar 4% dari seluruh properti sewa di Australia yang ditempati oleh mahasiswa
internasional®®*. Artinya, kurang dari 1 dari 20 rumah sewa dihuni mahasiswa asing — porsi
yang teramat kecil. Bahkan dengan memperhitungkan pemulihan jumlah siswa pasca-
pandemi, porsi maksimal diperkirakan hanya ~7% dari pasar sewa nasional (sekitar 1 dari
14 properti)**°. Dengan kata lain, 93-96% penyewa rumah di Australia adalah penduduk
lokal (termasuk mahasiswa domestik 6%), sehingga mustahil kelompok sekecil itu menjadi
penentu harga sewa’?. Lebih tajam lagi, data Property Council menunjukkan tren yang
justru berlawanan dengan klaim Dutton: selama 2019-2023, median sewa nasional naik
~30% sementara jumlah visa pelajar justru turun 13% akibat pandemi®’. Jadi ketika
mahasiswa asing berkurang, harga sewa tetap melambung — membuktikan faktor lainlah
(bukan mahasiswa) pemicu utamanya.

Sejalan dengan itu, riset independen oleh para akademisi juga menyimpulkan tidak ada
korelasi langsung antara populasiumahasiswa internasional dan biaya sewa’?8. Sebuah studi
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University of South Australia (2024) menganalisis data ABS dan instansi pemerintah
sebelum dan sesudah COVID, dan menemukan hubungan yang negatif (berlawanan arah):
di tingkat nasional, ketika jumlah mahasiswa internasional meningkat, justru pertumbuhan
sewa cenderung melambat3®®. Para peneliti menyimpulkan “mahasiswa internasional
hanyalah bagian kecil dari puzzle krisis sewa, dan bukan pesaing utama di pasar rental”
400 Secara logika pasar pun dapat dipahami — mahasiswa asing sering tidak kompetitif di
pasar sewa umum karena terbatas riwayat sewanya dan kendala jaminan, sehingga banyak
yang memilih tinggal di asrama kampus atau akomodasi khusus mahasiswa*!. Data Student
Accommodation Council mendukung hal ini: diperkirakan sekitar 39% mahasiswa
internasional sama sekali tidak masuk ke pasar sewa swasta, karena tinggal di asrama
kampus, homestay, atau purpose-built student accommodation (PBSA)**2. Dengan kata lain,
hampir 2 dari 5 mahasiswa asing tidak bersaing merebut apartemen dengan warga umum.
Semua bukti ini melemahkan klaim oposisi bahwa mengurangi mahasiswa akan membuka
lowongan rumah bagi warga.

Bantahan juga datang dari komunitas pendidikan dan ekonomi. Kelompok delapan
universitas besar (Group of Eight) secara publik menolak tuduhan bahwa mahasiswa mereka
biang krisis perumahan, dengan menegaskan kontribusi mahasiswa pada tekanan hunian
“sangat kecil”%, Bank Sentral Australia (RBA) dalam kajian 2024 memaparkan akar
masalah adalah konstruksi rumah baru yang tak sebanding dengan laju populasi, ditambah
biaya bangun meningkat dan preferensi pasca-pandemi terhadap hunian terpisah (orang
ingin ruang lebih luas)*®*. Jadi supply-demand mismatch struktural inilah yang utama, bukan
jumlah mahasiswa asing. Bahkan para analis di sektor properti cenderung melihat tingginya
migrasi hanya memperburuk sedikit situasi yang memang sudah parah, dan solusinya ada di
sisi pasokan (misal investasi perumahan, regulasi sewa, program sosial) ketimbang
memangkas demand segmen kecil seperti pelajar luar negeri.

4. Analisis Mandala Partners
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Satu studi khusus patut dikemukakan karena sering dijadikan rujukan kebijakan, yakni
laporan firma konsultan Mandala Partners (bekerja sama dengan Student Accommodation
Council) yang menganalisis skenario dampak pembatasan mahasiswa terhadap pasar
perumahan. Hasilnya gamblang: pembatasan visa mahasiswa tidak akan memecahkan
masalah housing affordability, justru merugikan ekonomi secara signifikan. Pemodelan
Mandala Partners menunjukkan bahwa jika pemerintah menerapkan kuota mahasiswa asing
ketat, rata-rata sewa di wilayah metropolitan Australia hanya akan turun sekitar AUD $5 per
minggu — kurang lebih <1% dari tingkat sewa, angka yang nyaris tidak terasa*®>. Penurunan
sewa pun terutama terkonsentrasi di area sekitar kampus besar (CBD dalam kota), nyaris
nihil dampaknya di suburb yang dihuni mayoritas keluarga pekerja*’®. Ironisnya, “manfaat”
$5/minggu bagi penyewa itu harus dibayar mahal: estimasi Mandala menunjukkan PDB
Australia akan hilang hingga $4,1 miliar per tahun dan 22.000 lapangan pekerjaan lenyap
akibat turunnya pemasukan pendidikan dan konsumsi mahasiswa*’’. Industri universitas
diproyeksikan kehilangan pendapatan sekitar $600 juta per tahun, memaksa pemotongan
riset dan tenaga kerja*%®. Secara makro, pendidikan internasional yang selama ini menjadi
ekspor jasa No.4 dengan kontribusi $63 miliar dan 335 ribu pekerjaan akan terkontraksi,
menurunkan daya saing Australia di kancah global. Laporan ini menegaskan bahwa
kebijakan cap mahasiswa ibarat “menembak kaki sendiri’: efeknya ke harga sewa nyaris tak
ada, tetapi biaya ekonominya raksasa**’. Alih-alih pembatasan, Mandala merekomendasikan
solusi langsung pada akarnya: menambah pasokan hunian mahasiswa (misalnya memberi
insentif pembangunan asrama dan PBSA, menghapus hambatan pajak bagi investor
perumahan mahasiswa)*'?. Dengan meningkatkan PBSA, mahasiswa punya opsi di luar
pasar sewa umum, sehingga tekanan permintaan berkurang tanpa mengorbankan manfaat
ekonomi mereka. Pendekatan ini dianggap win-win: krisis perumahan diatasi melalui supply-
side solution tanpa perlu mengurangi human capital dan pendapatan ekspor pendidikan.

5. Implikasi Two-Level Games

!

Fakta-fakta'di-atas 'menciptakan paradoks. politik: data’objektif membantah narasi
populis, namun persepsi publik terlanjut terbentuk. Dalam teori Putnam, besaran win-set
domestik tidak ditentukan oleh realitas empiris semata, melainkan oleh persepsi dan koalisi
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politik di tingkat nasional. Kasus krisis perumahan Australia menunjukkan bahwa persepsi
publik yang dipersenjatai oleh aktor politik dapat mengecilkan win-set domestik terlepas dari
data objektif. Meskipun bukti ilmiah menunjukkan mahasiswa internasional bukan penyebab
utama, narasi “mereka mengambil rumah kita” telah menyebar luas dan didukung oposisi
serta media tertentu. Akibatnya, ruang gerak pemerintah menyempit: opsi kebijakan apapun
yang tidak membatasi mahasiswa akan sulit diterima mayoritas pemilih (no pass at Level II),
sehingga praktis keluar dari win-set. Pemerintah Albanese menyadari hal ini — “fangan
mereka terikat” oleh tekanan domestik yang menuntut aksi tegas. Dalam bahasa Two-Level
Games, krisis perumahan telah drastis memangkas win-set domestik pemerintah menjadi
opsi-opsi restriktif, meskipun opsi itu suboptimal secara substansi. Dengan win-set domestik
yang kecil, pemerintah justru mendapatkan sedikit keunggulan tawar di level internasional
(dapat berkata ke negara mitra: “maaf, kami terpaksa batasi karena tekanan dalam negeri”),
namun risiko gagal ratifikasi meningkat jika mereka mengabaikan suara publik*!!. Pada
akhirnya, krisis ini memaksa pemerintah bermain defensif di Level I: mereka
memperkenalkan NPL sebagai batas atas mahasiswa asing, semata agar kebijakan
pendidikan mereka “memenangkan ratifikasi” di dalam negeri meski harus mengorbankan
sebagian kepentingan Level 1. Sub-bab ini menegaskan poin penting: di Level II, politik
persepsi dapat mengalahkan data, dan dalam kasus Australia, hal itu mendorong lahirnya
kebijakan kuota mahasiswa sebagai konsesi pada kemarahan domestik.

B. Net Overseas Migration dan Sensitivitas Elektoral
1. Lonjakan Migrasi Pasca-Pandemi

Australia mengalami fluktuasi migrasi yang tajam akibat pandemi. Pada 2020-2021,
untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, Net Overseas Migration (NOM) Australia
bernilai negatif sekitar —100.000 (lebih banyak orang keluar daripada masuk), imbas
penutupan perbatasan saat COVID. Namun setelah pembatasan dicabut, terjadilah rebound
besar: arus masuk penduduk sementara dan permanen meldnjak sehingga NOM mencapai
rekor tertinggi sepanjang masa pada 2022-2023, sekitar 550.000 orang neto dalam satu
tahun*'2, Per September 2023, net migrasi bahkan mencatat +548.800 orang/tahun, naik 60%
dibanding tahun sebelumnya*!3. Kontributor terbesar kenaikan ini adalah kembalinya migran
sementara — terutama mahasiswa internasional — yang sempat terhenti saat pandemi*!4. Data
Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah pelajar asing di Australia tembus >700.000
orang pada awal 2024 (tertinggi dalam sejarah), ikut mendorong lonjakan populasi
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pendatang tersebut*!®. Lonjakan migrasi pasca-pandemi ini memicu kekhawatiran publik
bahwa Australia menuju “Big Australia” yang membebani infrastruktur, khususnya di sektor
perumahan seperti dipaparkan pada sub-bab sebelumnya. Perpaduan antara kembalinya
ratusan ribu migran (termasuk pelajar) dan lambatnya penambahan rumah menambah
persepsi adanya krisis kapasitas: jalanan makin macet, sewa melonjak, rumah sakit penuh.
Secara politik, angka NOM setengah juta lebih ini menjadi liabilitas bagi pemerintah Labor
yang berkuasa, apalagi setelah mereka sebelumnya berjanji mengelola migrasi secara
“terukur”.

2. Target Penurunan NOM oleh Pemerintah

Menyadari sentimen publik yang memburuk, Pemerintahan Albanese bergerak cepat
mengumumkan bahwa lonjakan pasca-pandemi hanyalah sementara, dan berkomitmen
menurunkan migrasi neto ke tingkat yang “lebih berkelanjutan”. Dalam Anggaran 2024,
pemerintah menargetkan NOM turun hingga sekitar 260.000 orang pada 2024-2025 —
kurang lebih setengah dari level puncak 2022-2023%'®. Proyeksi resmi menunjukkan NOM
akan “dikembalikan” mendekati rata-rata pra-pandemi (~235-250 ribu per tahun) dalam
jangka menengah*'”. Menteri Dalam Negeri Clare O’Neil secara terbuka menyatakan tekad
“mengembalikan migrasi ke tingkat yang sustainable” seraya mengakui ada “tekanan nyata
perumahan dan infrastruktur di kota-kota kita™*!'®, Pemerintah pun mulai memperketat
beberapa katup migrasi: visa kerja sementara ditinjau ulang, dan terutama visa mahasiswa
dijadikan sasaran pengetatan. Menteri Pendidikan Jason Clare, misalnya, menerbitkan
Ministerial Direction 107 pada akhir 2023 yang memprioritaskan proses visa pelajar
berdasarkan risiko penyalahgunaan dan negara asal — upaya menekan jumlah visa pelajar
“non-genuine”*!?. Kemudian pada Agustus 2024, pemerintah mengumumkan rencana kuota
nasional mahasiswa baru maksimal 270.000 tahun 2025 (145 ribu di universitas publik, 95
ribu di VET, sisanya di swasta)*??. Kuota ini secara efektif memastikan intake pelajar tidak
melebihi kondisi pra-pandemi. Pejabat pemerintah terang-terangan mengakui langkah ini
bertujuan menurunkan migrasi: “kami melakukan' ini‘agar'net migration kembali ke level
normal”. Bahkan Emergico Migration) konsultan migrasi, mencatat bahwa pemerintah
berharap sebagian besar penurunan NOM ke 260 ribu akan dicapai dengan pengendalian
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lebih ketat atas visa pelajar dan pengunjung*?*!. Artinya, mahasiswa internasional dipandang
sebagai komponen terbesar migrasi sementara yang bisa “diatur” jumlahnya untuk mencapai
target NOM.

3. Sensitivitas Politik Menjelang Pemilu 2025

Isu migrasi menjadi sangat sensitif secara elektoral menjelang Pemilihan Federal 2025.
Baik Partai Buruh maupun Koalisi paham bahwa persepsi publik cenderung negatif terhadap
laju migrasi belakangan ini. Survei Essential Research pada Agustus 2024 menemukan 69%
responden percaya migrasi memperburuk harga rumah*??, Persentase warga yang menilai
migrasi “berdampak negatif secara umum” naik menjadi 42% (melonjak 8 poin dari tahun
sebelumnya). Bahkan sebuah polling Resolve Political Monitor (Oktober 2025)
menunjukkan sekitar 58% pemilih mendukung pengurangan signifikan angka migrasi
Australia. Angka mayoritas seperti ini membuat kedua kubu politik berlomba menampilkan
diri sebagai pihak yang paling mampu “mengendalikan” migrasi.

Bagi Partai Buruh yang sedang berkuasa, tekanan datang dari dua arah. Di satu sisi,
oposisi Koalisi terus menyerang pemerintah karena dianggap membiarkan banjir migran.
Dutton mencanangkan target yang lebih ekstrem dari pemerintah: ia berjanji menurunkan
NOM tahunan hingga 240.000 atau kurang — angka yang lebih rendah daripada target Labor
260k, demi menunjukkan Koalisi lebih tegas*?*. Bahkan dalam salah satu pernyataan, Dutton
sempat menyebut ingin menurunkan NOM ke 160 ribu per tahun (meski kemudian angka ini
membingungkan karena berbeda dengan sasaran student cap Koalisi)***. Terlepas dari
retorika yang berganti-ganti, jelas Koalisi ingin memosisikan diri sebagai pembela rakyat
yang anti Big Australia, siap memangkas migrasi lebih dalam dari pemerintah. Di sisi lain,
Partai Buruh juga mendapat teguran dari kubu sayap kirinya sendiri (termasuk beberapa
LSM pro-migran dan komunitas bisnis) agar tidak “mengalah” pada sentimen anti-imigran.
Namun, secara kalkulasi elektoral, pemerintah tak punya banyak ruang: jika mereka tidak
mengikuti ' arus kekhawatiran publik, Koalisi akan melabeli mereka “lemah dalam
melindungi kepentingan rakyat”. Efek two-level games. di sini: tekanan elektoral membuat
pemerintah seakan terikat untuk bertindak keras di meja‘internasional. Negosiator Australia
di Level I (misal dalam kerja sama pendidikan atau perundingan visa dengan negara asal
mahasiswa) “terikat tangannya” karena sudah ada komitmen domestik untuk menurunkan
angka migrasi.
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Situasi ini menghasilkan semacam “perlombaan menurun” (race to the bottom) antara
dua partai besar dalam kebijakan migrasi. Alih-alih berlomba menarik pemilih dengan visi
positif, keduanya justru bersaing siapa yang lebih bisa mengurangi jumlah pendatang. Pada
pertengahan 2024, pemerintah mengusulkan RUU pembatasan mahasiswa (270k cap)
sebagai kompromi agar tidak diserang oposisi. Namun oposisi masih mengkritik langkah itu
kurang jauh. Ketika RUU tersebut mandek di Senat (lihat sub-bab 4.3), Koalisi
memanfaatkan kesempatan menuduh Labor “tidak becus mengelola migrasi”. Bahkan
Menteri Pendidikan Jason Clare mengakui terkejut melihat Dutton “bersekutu dengan
Greens” menolak RUU cap di Senat, padahal Dutton di publik teriak ingin potong
mahasiswa*?. Hal ini menunjukkan betapa rumitnya tekanan politik: Koalisi ingin memukul
pemerintah dari segala sisi — jika tidak batasi migran, diserang; ketika mau batasi tapi
caranya dianggap salah, juga diserang. Bagi Partai Buruh, pesan jelas: menjelang pemilu,
mereka tidak boleh terlihat longgar soal migrasi. Maka bisa dipahami mengapa pemerintah
akhirnya bersikap sangat hati-hati dan mulai mengurangi visa pelajar bahkan sebelum RUU
disahkan. Mereka membatasi win-set Level I sendiri secara sukarela, demi mencegah oposisi
mendapat amunisi menyerang. Dari sudut pandang 7wo-Level Games, ini contoh dinamis
“tying hands” secara proaktif — pemerintah mengikat dirinya ke kebijakan restriktif supaya
sinyal ke pemilih: “Lihat, kami juga tegas, tidak perlu pilih oposisi.”

4. Mahasiswa Internasional sebagai Komponen NOM Terbesar

Penting dicatat bahwa mahasiswa internasional menjadi sorotan utama bukan semata
soal perumahan, tetapi juga karena mereka penyumbang terbesar migrasi neto kategori non-
permanen. Pada puncaknya 2023, visa pelajar adalah kategori visa terbesar dalam arus
masuk. Mereka memang biasanya tinggal sementara (2—4 tahun), tapi selama periode itu
tercatat sebagai penduduk (kontribusi ke NOM). Ketika pemerintah bicara menurunkan
migrasi fanpa memangkas program kemanusiaan atau keluarga (yang relatif kecil dan
sensitif), maka pilihan logis adalah mengurangi visa pelajar ‘dan pekerja sementara. Statistik
menunjukan pemegang visa pelajar dan pasca-studi menyumbang ratusan ribu orang dalam
populasi pendatang. Dengan menunda atau membatasi penerbitan visa baru, pemerintah
berharap kurva NOM melandai setelah lulusnya cohort besar pasca-COVID. Meminjam
istilah ekonomi, mahasiswa internasional dijadikan semacam “katup fleksibel” (buffer
variable) dalam manajemen migrasi — mudah dinaik-turunkan sesuai situasi. Ini tentu
menimbulkan kritik bahwa mahasiswa diperlakukan bukan sebagai tamu yang harus dijamu
melainkan sebagai angka statistik untuk diatur demi politik domestik.

5. Implikasi 7wo-Level Games
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Tekanan elektoral menghadapi lonjakan migrasi jelas mengubah preferensi kebijakan
pemerintah di Level 1. Demi survival politik domestik (Level II), pemerintah bersedia
menempuh kebijakan yang mengorbankan sebagian keuntungan Level 1. Dalam hal ini, win-
set domestik pemerintah terkait kebijakan migrasi/pendidikan menjadi sangat terbatas:
hanya opsi-opsi yang menunjukkan penurunan angka migrasi yang layak jual ke pemilih.
Opsi yang mempertahankan status quo migrasi tinggi (apalagi menambah intake mahasiswa)
praktis keluar dari win-set karena risiko elektoralnya tak terterima. Tekanan pemilu
“mengunci” pemerintah pada pilihan kebijakan minimalis. Negosiator Australia di forum
internasional, misalnya dalam diplomasi pendidikan dengan negara mitra, datang dengan
tangan terikat — mereka mungkin secara pribadi paham nilai pendidikan internasional, tapi
tak bisa menjanjikan peningkatan karena sudah diikat target domestik menurunkan migrasi.
Putnam menyebut situasi ini sebagai involuntary defection — ketika negosiator terpaksa
mundur dari kesepakatan internasional karena domestik tak mendukung. Contohnya,
Australia mungkin diharapkan menandatangani MoU peningkatan student exchange dengan
suatu negara, tapi pemerintahnya sendiri sudah mematok plafon turun; akhirnya dari Level
I Australia terpaksa mundur agar tidak gagal di Level II. Intinya, taruhan elektoral 2025
mengecilkan win-set Australia pada isu migrasi dan pendidikan internasional. Pemerintah
harus mengkalibrasi setiap langkah kebijakan agar bisa “dijual” sebagai upaya penurunan
migrasi. Kebijakan NPL mahasiswa adalah manifestasi jelas — lahir bukan dari pertimbangan
edukatif strategis, melainkan dari imperatif politik domestik menjelang pemilu.

C. Aktor Domestik: Partai Politik, Serikat, dan Publik

Kebijakan pembatasan mahasiswa asing di Australia bukan muncul di ruang hampa; ia
merupakan resultan tarik-menarik berbagai aktor domestik dengan kepentingan berbeda-beda.
Pada sub-bab ini dibahas posisi dan peran aktor kunci — utamanya partai politik (Koalisi, Buruh,
Hijau), kelompok kepentingan dan sektor (universitas, industri properti, serikat pekerja), serta
opini publik —dalam membentuk win-set domestik di seputar isg kuota mahasiswa. Fragmentasi
preferensi di antara aktor-aktor ini- menjelaskan’ mengapa 'win-set domestik pemerintah
menyempit sekaligus sulit dibangun koalisi pendukungnya.

1. Koalisi (Liberal-Nasional): Agenda Restriksi Keras dan Nasionalisme Ekonomi

Partai Koalisi secara tradisional cenderung lebih hawkish soal imigrasi, dan dalam
konteks pasca-pandemi mereka mengambil posisi sangat keras. Di bawah Peter Dutton,
Koalisi mengusung agenda populis nasionalis: “mengutamakan Australia dulu” dalam
pemulihan ekonomi, yang diartikulasikan lewat seruan pembatasan migrasi. Agenda ini
mencakup pembatasan keras mahasiswa asing dengan dalih melindungi peluang warga lokal.
Seperti dibahas di sub-bab 4.1 dan 4.2, Koalisi menuding kebijakan migrasi Labor terlalu
longgar sehingga menyebabkan krisis perumahan dan pasar tenaga kerja yang ketat. Mereka
menawarkan proposal konkret seperti menurunkan intake mahasiswa baru hingga 240
ribu/tahun, pengetatan izin kerja sambil kuliah, dan kenaikan biaya visa pelajar. Dalam



media release kampanye, Koalisi menyebut langkah itu perlu untuk “mengembalikan
keseimbangan di pasar perumahan dan memastikan warga Australia tidak tersisih”. Sikap
keras ini sejalan dengan basis pemilih konservatif mereka di kawasan pinggiran dan regional
yang merasa tertekan oleh pertumbuhan populasi. Koalisi juga kerap mengaitkan isu
mahasiswa asing dengan isu integritas perbatasan dan kapasitas layanan publik. Retorika
mereka sengaja memunculkan kesan krisis: misal menyebut universitas tertentu menjadi
“pabrik visa”, atau mahasiswa membanjiri transportasi umum dan rumah sakit. Ini
memperkuat dukungan konstituen inti mereka terhadap kebijakan pengetatan.

Namun, perlu dicatat sikap Koalisi tidak monolitik. Sebagian kalangan Liberal urban
(misal di Sydney) mengakui pentingnya mahasiswa bagi ekonomi lokal, tetapi suara ini
tenggelam oleh arus utama partai yang pro pembatasan ketat. Koalisi memposisikan diri
sebagai pihak yang akan memotong lebih banyak dan lebih berani dibanding pemerintah
Buruh, sehingga dalam negosiasi RUU pun mereka enggan memberi kemenangan mudah ke
pihak pemerintah. Misalnya, tatkala RUU kuota mahasiswa (270k) diajukan Labor 2024,
Koalisi di Senat menolak mendukung dengan alasan rancangan Labor “kacau dan tidak fair”
— mereka menilai skema Labor terlalu menguntungkan universitas besar dan diskriminatif
ke penyedia kecil*?. Dalam pernyataan bersama, juru bicara oposisi mengatakan kebijakan
Labor “penuh ketidakpastian dan ketidakadilan™ serta tidak menyelesaikan masalah
mendasar*?’. Alih-alih, Koalisi mendorong solusi mereka sendiri yang lebih komprehensif
(misal mendesak investasi infrastruktur dan pembatasan total migrasi). Dari sisi 7wo-Level
Games, Koalisi sebagai oposisi berperan memecah win-set domestik pemerintah: mereka
menarik segmen publik tertentu mendukung opsi sangat sempit (reduksi tajam migrasi),
sekaligus menghalangi pemerintah memperluas win-set dengan kompromi moderat. Koalisi
mengejar keuntungan elektoral jangka pendek, meski itu berarti membuat kebijakan jangka
panjang (pendidikan internasional) menjadi politically toxic.

2. Partai Buruh (Labor): Posisi Tengah dan “Lisensi Sosia{ 2

Partai Buruh berada di posisi serba tanggung — mereka secara historis mendukung
globalisasi moderat dan nilai multikulturalisme, namun konstituen tradisional mereka (buruh
terorganisir dan kelas pekerja) bisa skeptis terhadap migrasi karena khawatir lapangan kerja
dan upah. Dalam isu mahasiswa asing, pemerintah Albanese mencoba posisi tengah:
mengakui perlunya sektor pendidikan internasional, tetapi juga menekankan pentingnya
social license (izin sosial) dari masyarakat. Konsep “social license” ini menjadi jargon
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utama pejabat Labor tahun 2023-2024, yang intinya berarti kebijakan migrasi/pendidikan
harus menjaga kepercayaan dan dukungan publik Australia*?®. Labor tak mau lagi
mendorong Big Australia ala PM Kevin Rudd dulu, karena belajar bahwa publik bisa
berbalik menolak. Maka, Mendikbud Jason Clare dan Menkumham Clare O’Neil gencar
menggunakan retorika “integritas dan keberlanjutan” di sektor pendidikan: “kita perlu
menertibkan penyalahgunaan sistem agar publik tetap mendukung program mahasiswa
internasional ”**. Pemerintah berusaha membingkai kebijakan kuota bukan sebagai anti-
mahasiswa asing, melainkan sebagai langkah memastikan sistem bersih dari penyimpangan
(visa palsu, kampus abal-abal) dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan eufemisme ini,
Labor berharap meraih legitimasi moral untuk kebijakan yang sejatinya membatasi migran
(sesuatu yang dulu kerap mereka kritik jika dilakukan lawan politik).

Di parlemen, sikap resmi Partai Buruh adalah mendukung kuota moderat (270k)
sambil terus berdialog dengan sektor untuk meminimalkan dampak ekonomi. Mereka
mendapat tekanan dari dua arah: Oposisi mendesak lebih ketat, sedangkan Partai Hijau dan
beberapa anggota backbench Labor sendiri mengkritik kebijakan cap sebagai reaksioner.
Pada akhirnya, pemerintah Albanese bersikukuh bahwa langkah pembatasan diperlukan
demi mendapatkan “lisensi sosial” untuk sektor edukasi internasional. Jason Clare
menyatakan, “kita butuh pijakan lebih berkelanjutan ke depan”, seraya menyalahkan
pemerintah sebelumnya yang dianggap membiarkan pertumbuhan tak terkendali***. PM
Albanese juga turun tangan memberikan jaminan bahwa “kami punya rencana memperbaiki
migrasi... dengan mengakhiri penyalahgunaan dan kecurangan”, sambil menyindir
pemerintahan sebelumnya yang menurutnya abai*3!. Ini mencerminkan strategi Labor:
kombinasi defensif (mengakui problem dan bertindak) dan ofensif (menyalahkan
pemerintahan lama). Tujuannya membangun narasi ke publik bahwa pemerintah saat ini
tegas namun tetap bertanggung jawab. Dalam 7wo-Level Games, Labor berupaya
memperluas win-set domestiknya sedikit dengan merangkul kekhawatiran publik (integritas
migrasi) supaya kebijakan edukasi tetap ‘dapat dijalankan tanpa perlawanan luas. Namun,
pada praktiknya koalisi domestik yang mereka bangun rapuh — harus memuaskan kelompok
anti-migrasi dan pro-pendidikan sekaligus:

3. Partai Hijau (Greens): Oposisi terhadap Kuota — Isu Rasisme dan Moralitas
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Partai Hijau mengambil posisi tegas menolak kebijakan kuota mahasiswa
internasional, dengan alasan ide tersebut berbau rasisme dan merugikan sektor pendidikan
serta hubungan internasional. Greens melihat pembatasan mahasiswa sebagai bentuk
xenophobia terselubung yang menjadikan pelajar asing kambing hitam atas masalah
domestik. Senator Mehreen Faruqi (Wakil Ketua Greens) secara vokal menyebut “cap
mahasiswa Labor adalah kebijakan ngawur yang penuh dog-whistling rasis, menyalahkan
mahasiswa internasional secara memalukan atas krisis perumahan yang tidak mereka
sebabkan™?, Greens menganggap retorika pemerintah maupun oposisi soal mahasiswa
sudah berubah menjadi “adu balap ke kanan” — siapa yang lebih ketat membatasi migran —
yang bertentangan dengan nilai keadilan. Mereka juga menggaris bawahi dampak negatif:
“Semua orang kecuali Labor menolak cap ini karena akan menghancurkan sektor
pendidikan, merugikan mahasiswa dan reputasi kita, serta mengakibatkan kehilangan
pekerjaan besar-besaran” tegas Faruqi**’. Partai Hijau justru mendorong solusi pro-
mahasiswa: investasi perumahan sosial agar sewa turun untuk semua orang tanpa
menyalahkan pendatang, pendanaan penuh universitas dari pemerintah agar tidak tergantung
uang mahasiswa asing, dan tindakan lingkungan (Green New Deal) untuk mengatasi akar
masalah urban.

Dalam perdebatan RUU di Senat akhir 2024, Greens bersatu suara dengan Koalisi
menolak RUU cap 270k buatan Labor — meski motifnya berbeda. Faruqi menyebut
“kebijakan ini murni bermuatan politik, menomorsatukan politik daripada kebijakan”,
sebuah upaya Labor memenangkan sentimen anti-imigran menjelang pemilu***. Greens
menuntut jika pemerintah serius meningkatkan integritas, fokuslah menutup kampus abal-
abal, bukan mengurangi kuantitas mahasiswa tulen. Sikap Greens ini menjadikan mereka
sekutu tak terduga bagi sektor pendidikan: Universities Australia dan kelompok pro-industri
menyambut baik perlawanan Greens terhadap kuota. Walau jumlah kursi Greens tak banyak,
posisi mereka cukup penting di Senat (memegang balance of power bila Koalisi juga
menentang). Maka, dalam 7we-Level Games, pemerintah, Greens adalah aktor yang
memperkecil win-set domestik dari sisi sebaliknya: mereka membuat opsi restriktif menjadi
kurang stabil dukungannya. Pemerintah harus berurusan dengan oposisi ultra-ketat di satu
sisi, dan oposisi ultra-longgar di sisi lain. Koalisi domestik terfragmentasi seperti ini
menyulitkan tercapainya titik temu kebijakan (win-set menyempit). Namun, kehadiran
Greens juga membawa argumen moral dalam debat publik, memaksa pemerintah
mempertimbangkan reputasi: jangan sampai kebijakan mereka dicap rasis internasional. Ini
sedikit banyak mencegah pemerintah mengambil opsi ekstrem (misal memotong drastis)
karena takut diserang Greens. Dengan demikian, Greens walau kecil, berpengaruh sebagai
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guardian of principles yang menghalangi konsensus bipartisan menuju kebijakan terlalu
ketat.

4. Universitas dan Sektor Pendidikan: Lobi Melawan Pembatasan Keras

Aktor domestik lain yang sentral adalah universitas beserta asosiasi sektor pendidikan.
Bagi universitas, terutama kampus besar dan GoS8, rencana kuota ketat ibarat ancaman
eksistensial terhadap model bisnis mereka. Universities Australia (UA), badan payung rektor
universitas, melakukan lobi kuat menentang kuota 30-40% yang sempat diusulkan.
Pimpinan UA Luke Sheehy mengecam kebijakan pembatasan sebagai “menarik rem
tangan” pada salah satu industri ekspor terbesar negara*>. Ta mengingatkan, “pendidikan
internasional adalah mesin $50 miliar yang menggerakkan ekonomi — sungguh tak masuk
akal menekan rem di saat sektor lain lesu”*%. UA berargumen, penurunan mahasiswa asing
berarti pendapatan universitas berkurang drastis (tahun 2022 saja $8,6 miliar berasal dari
mahasiswa luar), berujung pada PHK staf dan tergerusnya kemampuan riset. Mereka
mengancam skenario buruk: pemotongan ribuan pekerjaan akademik, kampus regional
bangkrut karena sangat bergantung pada pendapatan internasional, dan posisi Australia di
peringkat global makin merosot*’. Kelompok Group of Eight juga bersuara lantang —
mengingatkan pemerintah bahwa mahasiswa asing selama ini membiayai subsidi silang
pendidikan domestik dan riset, sehingga tanpa mereka mutu universitas akan jatuh***. Lobi
sektor pendidikan menekankan kontribusi positif: mahasiswa internasional menggerakkan
ekonomi lokal (sewa apartemen, belanja, pariwisata kunjungan keluarga) dan menjadi duta
bangsa sepulangnya ke negara asal. Mereka meminta pemerintah mencari solusi peningkatan
kapasitas (asrama, transportasi) daripada memangkas mahasiswa.

Saat RUU cap dibahas, universitas berada dalam posisi sulit: secara publik mereka
mendukung tujuan integritas, tapi di belakang layar mendorong perubahan isi RUU. UA
menyambut baik amandemen Senat yang menghapus kewenangan menteri mengatur sampai
level jurusan (terlalu mikro-manajemen)*. Mereka juga menekan agar jika pun ada kuota,
diberikan pengecualian bagi kampus yang mampu sediakan akomodasi ekstra**’. Tuntutan
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ini sempat diakomodasi (dalam pengumuman awal universitas boleh tambah melebihi kuota
asal bangun asrama baru, meski kemudian ditunda hingga 2026). Selain itu, kampus besar
ingin memastikan porsi mereka tidak dipotong lebih dari proporsi kampus kecil — mereka
menolak skenario “pemerataan” yang merugikan kampus top. Koalisi oposisi justru seirama
kritiknya: mereka menuduh rancangan Labor mengistimewakan universitas ternama dan
menghukum penyedia swasta**!. Ini ironis, karena berarti kepentingan universitas terhubung
dengan sebagian argumen oposisi (meski solusinya beda).

Dari perspektif 7Two-Level Games, universitas berusaha memperlebar win-set
domestik ke arah yang lebih /iberal (jumlah mahasiswa tinggi) dengan menekankan cost
ekonomi dari opsi terlalu ketat. Mereka ingin opsi “status quo atau hampir status quo” tetap
berada dalam win-set pemerintah, dengan harapan bukti ekonomi bisa meyakinkan cukup
politisi. Namun, daya tawar universitas terbatas dalam politik elektoral; dukungan publik
kepada mereka tak sekuat isu perumahan. Meskipun industri kampus ini krusial bagi
ekonomi, ketika berhadapan dengan opini mayoritas yang ingin pembatasan, suara
universitas mudah dilabel elitistis atau self-serving. Karena itu, walau universitas sukses
mengalahkan RUU Labor (dengan bantuan Koalisi & Greens di Senat), mereka tahu bahwa
pemerintah tetap bisa membatasi lewat jalur administratif (seperti Dir.107 visa). Maka
strategi lanjutan sektor adalah damage control: bernegosiasi detail implementasi agar
dampak ke mereka minimal. Koalisi domestik pendukung kebijakan “tanpa kuota ketat”
memang ada (universitas, industri terkait, Greens, sebagian publik kosmopolitan), tapi
minoritas. Universitas akhirnya harus menerima compromise win-set lebih kecil: misal
setuju 270k cap asal tak di bawah itu, ketimbang ketiadaan batas sama sekali.

5. Sektor Properti dan Bisnis: Ambivalensi dan Fragmentasi

Sektor properti memiliki kepentingan yang ambivalen terkait isu mahasiswa asing. Di
satu sisi, pemilik properti dan developer mendapat manfaat ekonomi besar dari kehadiran
puluhan ribu mahasiswa (sebagai penyewaunit apartemen, pengisi hunian kota kampus, dll).
Bagi mereka, mahasiswa internasional adalah pasar penting — terutama segmen PBSA
(akomodasi dibangun khusus mahasiswa) yang tumbuh pesat. Student Accommodation
Council di bawah Property Council bahkan aktif membela data bahwa dampak mahasiswa
ke pasar rental kecil, menunjukkan industri properti tidak sepenuhnya mendukung
pembatasan*#?, Mereka lebih suka pemerintah fokus menambah suplai perumahan (mungkin
dengan insentif investasi) daripada memangkas demand mahasiswa. Namun di sisi lain,
masyarakat properti lokal (misal perkumpulan penyewa rumah, pemerhati perkotaan) sering
mengeluhkan bahwa pemerintah dan developer gagal antisipasi ledakan populasi mahasiswa
sehingga infrastruktur kewalahan. Beberapa pengusaha besar properti khawatir reputasi
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pasar real-estate bisa terpukul jika krisis berlarut — misalnya investor takut gelembung sewa,
atau pemerintah mungkin memberlakukan kontrol sewa. Jadi, sementara sektor properti
komersial ingin mahasiswa tetap banyak (agar permintaan tinggi), mereka juga menghendaki
pemerintah memastikan penyediaan infrastruktur mengimbangi (transportasi, listrik, air,
dsb). Ambivalensi ini membuat suara sektor properti tidak monolitis di politik: Property
Council Australia cenderung menolak kuota ketat karena buruk untuk bisnis, tetapi
developer perumahan suburb mungkin diam-diam senang jika migrasi dikendalikan dulu
agar “napas” pembangunan bisa mengejar.

Sektor bisnis lain, seperti kamar dagang dan industri (ACCI), umumnya pro migrasi
tinggi karena menambah tenaga kerja dan konsumen. Namun dalam hal mahasiswa asing,
mereka ikut menyoroti praktik curang (misal visa farming di mana pelajar hanya jadi pekerja
murah). Kelompok bisnis mendukung upaya membersihkan ghost colleges demi level
playing field dan memastikan hanya mahasiswa berkualitas yang datang (ini juga agar
reputasi tenaga kerja asing baik). Jadi, secara garis besar bisnis mendukung integritas tapi
tidak ingin kuantitas turun drastis.

6. Serikat Pekerja (Unions): Antara Proteksionisme dan Dukungan Pendidikan

Gerakan serikat di Australia punya pandangan beragam. Serikat sektor pendidikan
tinggi (National Tertiary Education Union, NTEU) jelas menolak pembatasan mahasiswa
karena berarti ancaman PHK dosen dan staf universitas. Mereka berbaris bersama universitas
mendesak pendanaan pemerintah daripada mengurangi mahasiswa. Namun serikat pekerja
tradisional (misal Australian Council of Trade Unions, ACTU, serta serikat konstruksi,
perawat, dsb.) lebih skeptis terhadap migrasi massal. Bagi serikat pekerja umum, arus
mahasiswa internasional dikaitkan dengan exploitation: banyak pelajar asing yang bekerja
paruh waktu ditemukan diupah murah di sektor ritel, hospo, atau cleaning, yang bisa
menekan standar upah pekerja lokal. Juga ada kekhawatiran mahasiswa asing pasca lulus
masuk pasar kerja. skilled dan“bersaing. dengan lulusan /lokal. Maka beberapa serikat
mendukung pemerintah menindak kampus abal-abal dan menutup celah visa yang dipakai
untuk kerja (visa pelajar seolah-olah jadi‘visa kerja murah). Statement Clare O’Neil “sistem
migrasi tidak boleh menggantikan pelatihan pekerja lokal” ditujukan untuk menenangkan
serikat pekerja ini**. Sejauh ini, ACTU secara resmi mendukung langkah pemerintah
memperketat visa dan memastikan standar pelajar asing (agar tidak dieksploitasi). Mereka
tidak mendorong pengurangan drastis mahasiswa, tapi prioritasnya melindungi tenaga kerja
domestik. Ini berarti serikat bisa menerima pembatasan moderat jika dianggap perlu, asalkan
disertai penegakan hukum tenaga kerja terhadap employer nakal.
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Pengaruh serikat dalam Partai Buruh cukup besar, sehingga kalkulasi kebijakan Labor
tentu memperhitungkan aspirasi mereka. Dukungan serikat memberikan political cover bagi
Labor untuk berkata kebijakan pembatasan demi melindungi pekerja lokal. Meski di publik
narasi utamanya soal perumahan, di internal Labor argumen “melindungi pasar kerja lokal”
juga penting. Dengan demikian, serikat pekerja berkontribusi mempersempit win-set di sisi
pro-pembatasan (walau tidak sekeras Koalisi). Mereka menutup kemungkinan Labor
mengambil opsi longgar pro-migrasi penuh, karena khawatir dampak ke upah. Serikat
pendidikan (NTEU) mencoba melobby sebaliknya, tapi kekuatan politik mereka kalah bobot
dibanding ACTU di partai.

. Opini Publik Umum

Mayoritas opini publik, seperti disinggung, cenderung mendukung pembatasan
migrasi pada periode ini. Beberapa survei menunjukkan sikap publik bergerak lebih restriktif
dibanding beberapa tahun lalu. Contohnya, survei Lowy Institute 2023 mendapati 64%
responden setuju bahwa “pemerintah harus mengontrol angka migrasi agar tidak terlalu
tinggi”. Survei Resolve Strategic 2024 memperlihatkan sekitar 50-60% responden
menyetujui gagasan pembatasan jumlah mahasiswa asing di universitas (dengan alasan
universitas perlu tanggung dampaknya)***. Publik tentu tidak homogen: di kota besar
berpendidikan tinggi, banyak yang pro-multikultural dan sadar manfaat mahasiswa asing,
sedangkan di area pinggiran cenderung mendukung pembatasan. Menariknya, riset
Australian National University awal 2025 menemukan sebagian besar responden sebenarnya
tidak mendukung pengurangan visa pelajar secara signifikan, lebih suka angkanya tetap
sama — kecuali jika mereka diberi narasi negatif tentang dampak migrasi pada perumahan*®,
Eksperimen ANU tersebut menunjukkan opini publik mudah dipengaruhi oleh narasi media:
saat mendengar “migrasi bikin sewa rumah naik”, dukungan untuk menurunkan migrasi
melonjak. Sebaliknya, ketika diingatkan sumbangan positif migran, dukungan migrasi naik
lagi. Ini berarti publik Australia tidak memegang opini kaku, ‘melainkan reaktif pada isu yang
paling dirasakan. Dan dalam kurun 2022-2024, yang paling dirasakan adalah cost of living
crisis termasuk sewa rumah tinggi — sehingga wajar banyak yang menyambut langkah
pembatasan migrasi sebagai solusi.

Bagi pemerintah, opini mayoritas ini yang menentukan batas atas win-set. Jika
misalnya survei menunjukkan >70% ingin migrasi turun, pemerintah harus menghindari
kebijakan apapun yang terkesan menambah migrasi. Publik menjadi semacam veto player
difus di Level II. Tentu ada pula opini publik tandingan: kelompok masyarakat multikultural,
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generasi muda mahasiswa lokal yang menikmati pergaulan internasional, atau pelaku bisnis
yang paham pentingnya migrasi. Namun suara mereka kurang nyaring dalam iklim krisis
biaya hidup. Media massa mainstream pun cenderung mengekspos angle masalah (krisis
perumahan, kejahatan visa) ketimbang manfaat halus dari mahasiswa asing.

8. Implikasi 7wo-Level Games

Fragmentasi aktor domestik di atas menggambarkan koalisi domestik yang terpecah-
pecah — yang dalam istilah Putnam berarti sulit membangun win-set nasional yang luas.
Pemerintah Albanese harus menyeimbangkan tuntutan kelompok yang sangat berbeda:
oposisi dan sebagian publik menekan “kurangi lebih banyak”, sektor pendidikan & Greens
menekan “jangan kurangi terlalu banyak”, serikat dan moderat di tengah. Hasilnya, win-set
domestik yang mungkin disepakati menjadi sempit (lihat sub-bab 4.5). Setiap opsi kebijakan
harus dikalibrasi agar cukup restriktif bagi Koalisi/Pemilih konservatif namun cukup lunak
bagi universitas/Greens. Ini penjelasan mengapa target pemerintah akhirnya moderate
(270k) — karena itulah angka kompromi di antara push and pull aktor-aktor tersebut. Dalam
proses legislasi, fragmentasi ini juga nyata: RUU cap kandas karena tidak ada mayoritas
terbentuk (Koalisi + Greens menolak dari sisi berbeda alasan). Two-Level Games
mengajarkan bahwa negosiator (pemerintah) perlu coalition-building di Level 11 agar
kebijakan bisa diimplementasi. Kondisi Australia menunjukkan coalition-building ini alot
sekali: koalisi domestik pendukung kebijakan pembatasan terbatas pada Labor + beberapa
crossbench, sementara oposisi datang dari dua arah ekstrim. Efeknya, pemerintah terpaksa
mengambil jalan administratif (tanpa UU) dengan segala kekurangannya, karena jalur
legislatif sulit. Dalam jangka panjang, fragmentasi ini juga berarti win-set mudah berubah
jika konstelasi politik bergeser (misal jika Koalisi menang pemilu, win-set bisa bergeser
lebih sempit lagi). Bagi diplomasi pendidikan Australia, situasi ini tentu tidak ideal karena
mitra luar negeri melihat kebijakan bisa berubah tergantung domestik. Namun itulah
dinamika Level, Il yang dihadapi: win-set domestik bukan §esuatu yang kokoh, melainkan
kompromi temporer di antara aktor-aktor bersaing.

D. Isu Integritas: Ghost Colleges dan Penyalahgunaan Visa

Selain tekanan ekonomi dan elektoral, faktor domestik lain yang memperkuat dorongan
pembatasan mahasiswa adalah isu integritas visa dan kualitas pendidikan. Munculnya kasus-
kasus “ghost college” (kampus fiktif) dan praktek “visa farming” (penyalahgunaan visa pelajar
untuk tenaga kerja murah) menciptakan justifikasi moral bagi pemerintah untuk bertindak tegas.
Isu ini berbeda dari narasi perumahan — di sini fokusnya penegakan hukum dan etika, yang
cenderung mendapat dukungan luas publik. Dengan mengangkat isu integritas, pemerintah
dapat memperluas basis dukungan domestik (win-set) untuk kebijakan pembatasan, karena
bukan hanya kubu anti-imigrasi yang mendukung, tetapi juga kalangan umum yang
menginginkan aturan ditegakkan.

1. Fenomena “Ghost Colleges”



Istilah ghost college merujuk pada penyedia pendidikan (umumnya di sektor
pendidikan kejuruan/VET) yang secara resmi terdaftar dan menerima mahasiswa (terutama
mahasiswa internasional), namun tidak sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan
bermutu. Mereka kerap hanya “menjual” ijazah atau sekadar menjadi penyalur visa tanpa
proses belajar mengajar yang layak. Selama sekitar 2015-2023, sektor VET Australia
dirusak oleh oknum-oknum pendirian college swasta kecil yang tujuannya semata profit
cepat dari fee mahasiswa luar negeri yang ingin mendapat visa dan mungkin jalan menuju
PR. Praktik ini marak karena kelemahan regulasi di masa lalu — proses akreditasi lemah dan
pengawasan minim. Akibatnya, sejumlah “akademi” muncul yang kursusnya fiktif atau
berkualitas rendah. Contoh konkret yang terungkap termasuk Luvium Pty Ltd (berdagang
sebagai Australia Education & Career College) dan Australian Academy of Elite Education
(DSA Ventures Pty Ltd). Luvium diketahui menerbitkan ribuan sertifikat diploma dalam
bidang seperti aged care dan bisnis tanpa pelatihan memadai. Australian Academy of Elite
Education bahkan memasang iklan “dapatkan ijazah tanpa kelas atau ujian, cepat & mudah”
— jelas indikasi kecurangan. Kampus-kampus semacam ini menjadi jalur pintas bagi orang
asing memperoleh kualifikasi untuk visa pun, merusak reputasi sistem pendidikan.

. Praktik “Visa Farming”

Beriringan dengan ghost colleges, muncul pula praktik visa farming di mana agen atau
sindikat tertentu merekrut “mahasiswa” dari luar negeri bukan untuk belajar serius,
melainkan untuk bekerja. Modusnya: agen di negara asal menjanjikan kerja di Australia
dengan kamuflase visa pelajar (karena visa kerja sulit didapat). Orang-orang ini mendaftar
di college murah sekadar untuk memenuhi syarat visa, lalu setibanya di Australia mereka
dipekerjakan di restoran, pabrik, pertanian, dll dengan jam jauh melebihi ketentuan sambil
absen kuliah. Praktik ini subur ketika Australia kekurangan buruh (pasca pandemi,
pemerintah sempat mencabut batas jam kerja 40 jam/2 minggu bagi pelajar, membuka celah
exploitasi). Akibatnya, ribuan visa pelajar diduga non-genuilge, tujuannya utama bekerja. Ini
merugikan multi pihak: kualitas kelas bagi mahasiswa sungguhan menurun, standar kerja di
industri turun (karena buruh pelajar dibayar lebih rendah), dan tentu reputasi visa pelajar
tercoreng sebagai “visa kerja terselubung”.

. Tindakan Regulator (ASQA dan Pemerintah)

Menyadari parahnya masalah ini, regulator mulai melakukan penindakan keras sejak
2022. Australian Skills Quality Authority (ASQA) — otoritas yang mengawasi lembaga VET
— melakukan razia nasional terhadap RTO (Registered Training Organizations) yang
dicurigai melanggar standar. Hasilnya, sejak akhir 2024 hingga 2025, ASQA telah menutup
pendaftaran (menderegistrasi) sedikitnya 15 penyedia training yang “tidak patuh kritis”,
mayoritas di sektor private college. Sebelas RTO di-deregister antara akhir 2024 dan akhir
2025, termasuk Luvium, IIET, Gills College, SPES, Arizona College, dsb. Dampak dari
penutupan ini dramatis: sekitar 30.000 lulusan kehilangan kualifikasinya karena ijazah



mereka dinyatakan tidak sah (void) akibat dikeluarkan institusi curang. ASQA membatalkan
lebih dari 25.500 sertifikat/diploma palsu yang diterbitkan kepada sekitar 26 ribu individu.
Ini angka luar biasa yang mengindikasikan skala masalah. Luvium sendiri mengeluarkan
>7.300 sertifikat palsu sebelum dicabut. Australian Academy of Elite Education (DSA
Ventures) ditutup Desember 2024, dan ASQA kemudian membatalkan 1.500+ ijazah yang
sudah terlanjur dikeluarkan lembaga itu kepada >1.200 orang. Selain pencabutan, ASQA
juga mengungkap masih ada ~144 penyedia lagi dalam investigasi atas “pelanggaran serius”.
Pemerintah federal mengalokasikan anggaran $37,8 juta di 2023 untuk unit khusus pengawas
kualitas VET dan hotline pengaduan. Hasilnya ratusan tip-off masuk, sekitar separuhnya
mengenai provider yang melayani siswa internasional.

Tindakan keras ini belum pernah terjadi sebelumnya — bahkan dikritik oleh sebagian
pihak sebagai terlalu menghukum mahasiswa (karena lulusan mendadak kehilangan ijazah).
Namun ASQA beralasan langkah tegas perlu untuk menjaga standar. Pejabat ASQA Saxon
Rice memperingatkan masyarakat agar waspada jika ada promosi kursus dengan janji “tanpa
kelas, tanpa ujian, lulus 7 hari” — itu tanda penipuan. Pengadilan banding pun mendukung
ASQA: misalnya upaya banding DSA Ventures (AAEE) ditolak tribunal, mengukuhkan
keputusan pencabutan. Dalam putusannya, tribunal menekankan pentingnya menjaga
integritas kualifikasi nasional demi melindungi konsumen dan publik.

Selain ASQA, Departemen Dalam Negeri memperketat screening visa. Mereka
mengidentifikasi outlier — misal lonjakan aplikasi dari suatu agen atau kota tertentu — untuk
diinvestigasi. Pemerintah juga kembali menerapkan batas jam kerja 48 jam/2 minggu bagi
pelajar per Juli 2023, guna mencegah full-time bekerja. Dan tentunya, kebijakan NPL 2024
tentang kuota 270k juga dilandasi sebagian oleh motif menyaring “student visa farmers”.
Menteri O’Neil dalam pidatonya mengatakan “kita harus pastikan sistem ini berintegritas,
kalau tidak, pengalaman siswa terdegradasi dan reputasi kita hancur... Tujuan kita
mengembalikan, migrasi- ke level sustainable,  salah satunya karena ada tekanan
perumahan/infrastruktur”. " Pernyataan 'int menghubungkan isu integritas (pengalaman
siswa, reputasi) dengan pémbenaran pengurangan migrasi.

. Kasus Spesifik

Dua kasus yang disebut dalam outline, Luvium Pty Ltd dan Australian Academy of
Elite Education, layak disorot detail:

a. Luvium Pty Ltd (Australia Education & Career College): Didirikan 2017, menawarkan
kursus vocational berbagai bidang. ASQA menemukan Luvium tidak menerapkan sistem
penilaian yang valid — banyak siswa mendapat diploma tanpa hadir kelas atau praktik.
Setelah investigasi, pada 2024 ASQA mencabut registrasi Luvium. Lebih dari 7.300
lulusan Luvium diberitahu bahwa sertifikat mereka batal. Banyak dari lulusan ini adalah
migran (misal kursus aged care untuk jalur PR). Dampaknya, mereka kehilangan
kualifikasi kerja dan harus re-assessment. Ini memicu gugatan hukum, namun sejauh ini



keputusan berpihak ke ASQA. Kasus Luvium memperlihatkan skema bisnis visa:
merekrut ribuan “murid” dari luar (terutama Asia Selatan) dengan iming-iming cepat
lulus, biaya $15-$20k, lalu mereka dapat visa + diploma untuk PR, tapi kualitas nihil.

b. Australian Academy of Elite Education (AAEE, DSA Ventures): Berbasis di NSW, fokus
IT dan bisnis. ASQA menyimpulkan AAEE gagal memenuhi standar pelatihan minimal
dan tidak fit proper sebagai penyelenggara. Dicabut Des 2024, ASQA kemudian
membatalkan 1.517 kualifikasi yang dikeluarkan AAEE. AAEE sempat banding tapi
gagal. Uniknya, AAEE ini brand-nya “Elite” padahal praktiknya penipuan —
menggarisbawahi betapa berbahayanya jika dibiarkan, nama baik sistem VET hancur.
Banyak korbannya juga mahasiswa internasional yang sadar maupun tak sadar ikut
kongkalikong.

Kedua kasus di atas hanya bagian dari fenomena. Menurut 2023 Nixon Review tentang
sektor VET, ada indikasi sejumlah penyedia swasta sengaja dibentuk untuk mengeksploitasi
sistem visa (menawarkan kualifikasi rendah demi poin migrasi)**®. Laporan itu mengkritik
lambannya tindakan regulasi dahulu. Kini, dengan gebrakan ASQA, barulah langkah koreksi
masif terjadi — meski dengan konsekuensi ribuan orang terdampak.

5. Respon Publik dan Politik

Terungkapnya ghost colleges ini mendapat liputan luas media (disebut “Great VET
Scandal”). Publik domestik marah mengetahui ada orang bisa “beli ijjazah” tanpa kuliah —
hal ini dianggap mengancam kualitas tenaga kerja (bayangkan pekerja aged care tanpa skill
merawat). Jadi dukungan publik pada tindakan keras sangat besar. Ini memberi modal politik
bagi pemerintah untuk bertindak tegas terhadap segmen pendidikan internasional
bermasalah. Bahkan kelompok pro-migran pun sulit membantah perlunya penertiban ini.
Maka, isu integritas menjadi daerah win-set bersama: pemerintah, oposisi, serikat, publik —
semua sepakat menindak. Satu-satunya kritik datang dari aspek prosedural: apakah adil
membatalkan ijazah ribuan lulusan (banyak di antaranya migran yang kini sudah kerja)?
Namun pemerintah berjanji mereka bisa re-assess gratis.

Dalam parlemen, isu integritas dipakai pemerintah untuk menggalang dukungan atas
kebijakan kuota dengan nada moral. “Kami bukan anti mahasiswa asing, kami hanya anti
calo visa dan college gadungan”, kira-kira demikian pesannya. Ini memperluas koalisi
pendukung karena bahkan oposisi pun tidak bisa menentang tujuan itu. Koalisi awalnya
gemar mengkritik “kampus abal-abal era Labor” namun sebenarnya banyak kasus muncul
era mereka juga. Akhirnya, di Senat 2024, Komite Legislatif merekomendasikan RUU cap
disetujui dengan alasan “harus mengelola pendidikan int’l agar tumbuh berkelanjutan,
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memberi manfaat ke Australia, dan mempertahankan social license dari rakyat ”**’. Laporan
komite menyebut RUU langkah penting melindungi mahasiswa dari aktor kolusif tak jujur
dan memberi kepastian jangka panjang*#®. Artinya integritas dijadikan daya jual utama.

6. Implikasi 7wo-Level Games

Isu integritas ini memperbesar win-set domestik pemerintah dalam hal dukungan untuk
pembatasan. Jika sebelumnya pembatasan hanya didukung oleh kubu “pengendalian
populasi”, kini ditambah kubu “penegak integritas” dan masyarakat luas. Dengan moral high
ground memberantas penipuan, pemerintah dapat menggalang “koalisi kebajikan’” — mereka
yang mungkin tak peduli soal jumlah migran sekalipun akan mendukung pembenahan
kebocoran sistem. Bagi negosiator di Level I, posisi pemerintah pun lebih kuat secara image:
mereka bisa berkata ke negara mitra bahwa pembatasan ini perlu agar kualitas terjaga (lebih
dapat dipahami, alih-alih sekadar alasan politis). Jadi, berbeda dengan krisis perumahan yang
shrink win-set, isu integritas ini justru expand win-set ke arah restriktif dengan legitimasi
publik lebih luas. Namun perlu diingat, walaupun basis dukungan domestik melebar, sasaran
kebijakan integritas ini spesifik: menutup yang curang, bukan memukul seluruh sektor.
Sebab itu Greens dan sektor pendidikan pun mendukung aspek integritas, hanya menolak
jika dijadikan alasan membatasi yang bona fide. Dari kacamata Putnam, pemerintah sukses
menaikkan “nilai” dari opsi kebijakan restriktif (cap) di mata aktor domestik dengan
menambahkan argumen moral (integritas, anti-fraud). Ini membantu negosiator domestik
memenangkan ratifikasi meski efek sampingnya mengorbankan sebagian aktor (para lulusan
yang terdampak).

Secara keseluruhan, pemberantasan ghost college dan visa fraud menjadi komponen
penting strategi Level II pemerintah: dengan menegakkan integritas, mereka meraih dukungan
publik luas, yang kemudian digunakan untuk mendorong kebijakan pembatasan visa secara
lebih mulus. Boleh dikatakan, isu integritas adalah justificatory linkage — mengaitkan kebijakan
kuota pada nilai universal (kejujuran, kualitas) agar,menang dukungan. Dan upaya ini terbukti
berhasil mengurangi resistensi: misalnya banyak surat pembaca memuji langkah Labor
membersihkan “warisan skandal VET” dan'sepakat perlu jeda pertumbuhan mahasiswa asing
sampai sistem dibenahi.

E. Konstruksi Win-Set Domestik: Batas Toleransi Kebijakan

Setelah menganalisis berbagai tekanan Level II di atas, dapat kita sintesis posisi apa yang
dapat diterima domestik sebagai kebijakan akhir. Dalam terminologi Putnam, kita hendak
memetakan win-set domestik Australia terkait kebijakan mahasiswa internasional — yakni
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rentang opsi kebijakan di Level I yang akan “menang” ratifikasi di Level II (mendapat
dukungan/legitimasi cukup di dalam negeri). Berdasarkan temuan Sub-bab 4.1-4.4, win-set
tersebut sangat sempit dan dibatasi oleh dua ekstrem: batas bawah ekonomi (tekanan sektor
pendidikan) dan batas atas sosial (tekanan publik/perumahan).

1. Batas Atas (Upper Bound)

Dari sisi tekanan publik dan politik elektoral, jelas status quo 2023 (level tertinggi
mahasiswa internasional) fidak bisa diterima. Tahun 2023 jumlah mahasiswa asing baru
(NOSC — New Overseas Student Commencements) mencapai lebih dari 300.000, suatu
angka rekor pasca pandemi*?. Jika pemerintah berupaya mempertahankan atau menambah
lagi di atas angka itu, niscaya akan dicap “gagal melindungi rakyat” oleh oposisi dan
mayoritas publik. Jadi ceiling elektoralnya berada tepat di sekitar angka 300 ribu mahasiswa
baru per tahun — ini angka psikologis yang dilihat publik sebagai puncak boom 2023 yang
harus dikurangi. Setiap kebijakan yang menghasilkan >300k mahasiswa/tahun otomatis
keluar dari win-set (zona unacceptable bagi publik/pemilih). Oleh karenanya, batas atas win-
set domestik efektif dipatok “di bawah 300k”. Pemerintah sendiri menyadari hal ini dan
membingkai kebijakan mereka sebagai “pengurangan dari rekor 2023”. Dengan demikian,
narasi “kami mengendalikan situasi” bisa disampaikan pada publik. Secara konkretnya, win-
set atas ini kira-kira bermakna pemerintah minimal harus menurunkan intake beberapa puluh
ribu dari puncak 2023 supaya dianggap berbuat sesuatu. Rentang angka 270-300 ribu
mahasiswa baru per tahun barangkali masih bisa diterima publik sebagai “penurunan”
(meski minimal). Tapi di atas 300k — misal tetap 320k — hampir pasti ditolak secara politik
(zona Too High). Bahkan laporan internal menyebut >350k sebagai deal-breaker absolut: di
titik itu mungkin akan terjadi backlash hebat (demonstrasi, dsb). Jadi, upper bound kebijakan
domestik kira-kira: mesti ada penurunan signifikan dari level 2023, setidaknya di bawah
~300 ribu.

2. Batas Bawah (Lower Bound) !

Sebaliknya, dari sisi tekanan ekonomi dan kepentingan sektor pendidikan, kebijakan
tidak bisa terlalu ketat. Ada titik tipping point di mana pemangkasan mahasiswa asing akan
“menghancurkan” kemampuan operasional universitas dan menimbulkan efek ekonomi
intolerable. Analisis Mandala Partners (sub-bab 4.1) dan peringatan sektor (sub-bab 4.3)
memberi indikasi bahwa kapasitas minimal sektor untuk bertahan barangkali di sekitar
250.000 mahasiswa baru per tahun. Angka ini berarti pemotongan ~15-20% dari puncak
2023 — cukup menurunkan tekanan publik, namun tidak sampai memicu keruntuhan finansial

universitas*?. Di bawah 250k, universitas-universitas besar diperkirakan mulai merugi
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berat, PHK massal, dan beberapa kampus kecil/regional mungkin bangkrut. Efek
berantainya ke ekonomi daerah, inovasi riset, dan diplomasi akan serius. Karena itu, floor
ekonominya adalah sekitar quarter million mahasiswa baru per tahun. Kebijakan lebih ketat
dari itu (misal memotong sampai 200k) akan ditentang keras oleh koalisi universitas, bisnis,
pemerintah negara bagian, juga berisiko mengundang kritik negara mitra (India, dlI). Selain
itu, return finansial ke pemerintah (dari pajak dan aktivitas ekonomi mahasiswa) akan
berkurang signifikan, menyulitkan budget. Jadi pemerintah rasanya tidak berniat turun
sedrastis itu, kecuali terpaksa. Lower bound 250k ini dapat dianggap sebagai “lantai” win-
set domestik: opsi kebijakan di bawahnya tidak feasible jangka panjang karena
unsustainable bagi ekonomi pendidikan.

Maka, Rentang Win-Set Domestik Australia atas kebijakan mahasiswa asing terbentuk di
kisaran ~250.000 hingga ~300.000 mahasiswa baru per tahun. Rentang inilah satu-satunya zona
di mana kompromi berbagai aktor domestik dimungkinkan*!. Pilihan kebijakan dalam interval
tersebut cukup memenuhi tuntutan publik untuk “mengurangi migrasi” (karena di bawah
puncak) sekaligus cukup melindungi kepentingan universitas (karena tidak jatuh drastis). Jika
digambarkan: di atas 300k = zona penolakan publik; di bawah 250k = zona penolakan
sektor/ekonomi; antara 250-300k = zona overlap yang bisa diterima kedua belah pihak.
Pemerintah Albanese akhirnya memilih angka 270.000 untuk tahun 2025, yang berada di ujung
bawah rentang win-set (cenderung mendekati 250k). Ini mengindikasikan sikap pemerintah
yang defensif: mereka lebih khawatir pada reaksi publik (sehingga pilih mendekati minimal
mungkin) ketimbang pada keluhan universitas. Angka 270k memberikan “buffer” penurunan
sekitar 50k dari 2023, cukup untuk diklaim sebagai perubahan nyata di hadapan pemilih.
Namun 270k masih dalam batas toleransi universitas besar — berat tapi bisa diadaptasi dengan
efisiensi. Grup delapan kampus mengeluh, tapi tidak sampai mengancam tutup. Tentu, batas
win-set ini bisa bergeser seiring waktu: misal, jika publik makin marah, mungkin 250k pun
dianggap terlalu tinggi nanti; atau jika ekonomi memburuk, tekanan sektor bisa buat naik
sedikit. e

WilinSer Domestik

Visualisasi konseptual di atas menggambarkan rentang win-set domestik Australia dalam
kebijakan mahasiswa internasional, dengan batas bawah ~250k (di kiri, warna hijau) dan batas
atas ~300k (di kanan). Zona hijau tengah (~250-300 ribu) adalah rentang kebijakan yang dapat
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diterima domestik, di mana pemerintah mendapat cukup dukungan dari kedua sisi. Adapun zona
merah kiri (<250k) menunjukkan opsi terlalu rendah (risiko merusak universitas, kehilangan
ekonomi), sementara zona merah kanan (>300k) adalah opsi terlalu tinggi (risiko hukuman
elektoral dan publik). Pemerintah idealnya akan memilih titik di dalam zona hijau tersebut
untuk memaksimalkan kepuasan domestik.

Dalam kerangka Two-Level Games, rentang win-set domestik ini menentukan apa yang
bisa dinegosiasikan di Level I. Artinya, Australia bisa membuat komitmen internasional terkait
mahasiswa asing hanya dalam koridor angka tersebut. Misalnya, jika Indonesia atau India
meminta Australia meningkatkan kuota mahasiswa, negosiator Australia tahu bahwa di atas
300k tidak mungkin lolos domestik — sehingga mereka akan tawar-menawar di angka sekitar
270k saja. Sebaliknya, jika Australia berupaya menekan universitas agar terima pengurangan,
mereka juga tahu tak bisa kurang dari 250k tanpa memicu kekalahan politik (pun mungkin
melanggar kewajiban trade/education agreement internasional soal akses pendidikan). Win-set
yang sempit ini juga berarti kurang fleksibel di Level I: sedikit perubahan eksternal bisa
guncang internal. Sebagai contoh, apabila mendadak negara pesaing (Kanada/UK) menaikkan
jauh insentif sehingga demand mahasiswa global turun, Australia sulit merespon dengan
menambah kuota untuk kompensasi karena domestik menolak penambahan melewati 300k.
Demikian pula, jika hubungan dengan mitra penting menuntut tambahan mahasiswa (bagian
diplomasi), Australia harus negosiasi keras agar tetap dalam batas domestiknya.

Pada akhirnya, win-set domestik ~250k—300k ini menjadi batas toleransi kebijakan bagi
Australia. Ini adalah hasil konkret dari interaksi kompleks tekanan perumahan, politik elektoral,
lobi industri, integritas visa, dan opini publik. Pemerintah yang bijak akan berusaha menjaga
kebijakan dalam rentang tersebut untuk memastikan stabilitas domestik sekaligus
mempertahankan sebagian manfaat internasional. Bab ini telah menunjukkan bahwa melalui
kacamata Two-Level Games, dapat dipahami kenapa pemerintah memilih opsi di tengah (270k):
karena itulah irisan himpunan dazi berbagai preferensi domestik‘ yang saling bertentangan, yang
masih dapat didukung koalisi mayoritas '(meski mungkin tidak disukai sepenuhnya oleh
masing-masing kubu)*2. Win-set ‘domestik yang sempit ini. menjelaskan keniscayaan
kompromi: kebijakan akhir mungkin terlihat setengah hati (tidak ekstrem ke mana pun), namun
itu satu-satunya yang poltically feasible. Hal ini selaras dengan tesis Putnam bahwa
keberhasilan negosiasi internasional sangat bergantung pada ukuran win-set domestik — dalam
kasus Australia, win-set yang kecil membuat kebijakan internasionalnya (soal pendidikan)
menjadi minimalis pula®>?.

Sebagai penutup Bab IV, kita melihat bahwa Level II — tekanan domestik Australia —
memainkan peran dominan dalam pembentukan kebijakan kuota mahasiswa asing. Krisis
perumahan memperkecil win-set domestik di sisi atas, sementara ketergantungan universitas
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memperkecil di sisi bawah; di saat yang sama, isu integritas memberi pemerintah amunisi untuk
menggerakkan win-set ke arah pembatasan yang bernuansa moral. Hasil akhirnya, sebuah
rentang kebijakan kompromi yang sempit tapi dapat dijustifikasi ke publik. Pemerintah
Albanese, ibarat bermain dua papan catur, terpaksa mengorbankan sebagian kepentingan Level
I (pendapatan dan goodwill internasional) demi menjaga stabilitas Level II (kepuasan pemilih
dan aktor domestik). Bab selanjutnya akan membahas Level I — bagaimana tekanan domestik
ini kemudian memengaruhi strategi dan negosiasi Australia dengan aktor eksternal (negara
sumber mahasiswa, forum internasional, dsb), serta implikasinya bagi posisi Australia dalam
pendidikan global. Namun yang jelas, analisis Level II ini mengkonfirmasi premis Putnam:
politik domestik dapat “mengikat” maupun “memperkuat” tangan negosiator internasional, dan
dalam kasus kuota mahasiswa Australia, tangan itu lebih banyak terikat oleh tuntutan rumah
sendiri.



BAB S

GESEKAN GEOPOLITIK - BATAS TOLERANSI MITRA NEGARA (LEVEL I)

A. Pendidikan sebagai Ekspor Jasa dan Soft Power

Sebagai salah satu sektor ekspor jasa terbesar Australia, pendidikan internasional
memiliki nilai ekonomi yang sangat signifikan. Pada tahun 2023-24, ekspor pendidikan
Australia mencapai sekitar AUD 51 miliar, menjadikannya penyumbang devisa jasa terbesar
keempat negara ini (setelah komoditas seperti bijih besi, batu bara, dan gas alam)**. Angka ini
mencerminkan peran krusial pendidikan internasional dalam perekonomian — bukan sekadar
angka di neraca pembayaran, melainkan juga penopang keuangan bagi universitas dan penyedia
pendidikan vokasi. Pendapatan dari mahasiswa asing berfungsi sebagai subsidi silang yang
mendanai riset universitas dan menopang kelangsungan institusi pendidikan swasta (VET) di
Australia*>®. Selain itu, kontribusi ekonomi mahasiswa internasional berdampak makro:
menurut laporan Bank Sentral Australia (RBA), belanja konsumen oleh mahasiswa asing
(termasuk biaya hidup dan pendidikan) menyumbang lebih dari setengah pertumbuhan PDB
Australia tahun 2023, sehingga membantu mencegah ekonomi tergelincir ke resesi teknis pada
tahun tersebut*®. Dengan kata lain, arus mahasiswa mancanegara telah menjadi safety valve
yang menjaga perekonomian Australia tetap tumbuh di tengah lemahnya sektor lain.

Tidak kalah penting dari sisi ekonomi, sektor pendidikan internasional juga memiliki nilai
strategis jangka panjang sebagai instrumen soft power Australia. Joseph Nye mendefinisikan
soft power sebagai kemampuan memperoleh yang diinginkan melalui daya tarik (attraction)
alih-alih paksaan militer atau tekanan ekonomi**’ — “membujuk negara lain melakukan sesuatu
karena mereka ingin mengikuti, bukan karena harus#8 Dalam konteks Australia, universitas
dan program pendidikannya telah lama berperan sebagai “pabrik soft power” yang efektif*>°,
Sejak era Colombo Plan di dekade 1950-an, Australia menggunakan beasiswa dan pendidikan

tinggi untuk membina kedekatan dengan negara-negara tetangga di Asia Pasifik. Kebijakan ini
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mencetak ribuan alumni dari Asia, Afrika, dan Pasifik yang akrab dengan nilai-nilai dan budaya
Australia, membentuk jejaring pengaruh yang luas. Para alumni asing perguruan tinggi
Australia kerap menjadi duta informal Australia di negara asal mereka: banyak di antara mereka
menduduki posisi pimpinan di pemerintahan, birokrasi, hingga dunia usaha di Asia Tenggara

dan sekitarnya*®,

Dengan pengalaman positif selama studi, para alumni ini membawa
pemahaman mendalam tentang perspektif dan nilai Australia, yang sering kali diterjemahkan
menjadi kebijakan atau sikap yang bersahabat terhadap kepentingan Australia di kemudian
461 Pejabat tinggi Australia kerap mengulang slogan “education makes friends” —

pendidikan menciptakan teman — sebagai doktrin diplomasi dan pertahanan luar negeri

hari

mereka®®?, Menteri Luar Negeri Penny Wong, misalnya, menegaskan pentingnya jaringan
alumni dan pertukaran pendidikan sebagai aset strategis Australia di Indo-Pasifik, yang dapat

dimobilisasi untuk mendukung kepentingan nasional Australia di fora internasional®®3.

Untuk melembagakan manfaat soft power ini, pemerintah Australia menjalankan berbagai
program bilateral pendidikan yang strategis. Dua di antaranya yang paling menonjol adalah
Australia Awards dan New Colombo Plan (NCP). Australia Awards merupakan skema
beasiswa pembangunan bagi calon pemimpin dari negara-negara berkembang, yang merupakan
evolusi modern dari semangat Colombo Plan era 1950-an***. Pemerintah Australia
menginvestasikan sekitar AUD 270 juta per tahun dalam program ini (tahun anggaran 2023—
24) untuk mendanai studi ribuan mahasiswa asing terpilih di Australia*®>. Fokus geografisnya
terutama tertuju pada negara-negara tetangga strategis seperti Indonesia, Papua Nugini,
Vietnam, dan Kepulauan Pasifik**®. Dampak Australia Awards terbukti signifikan secara jangka
panjang: survei pelacakan alumni menunjukkan ribuan lulusan program ini kini memegang
posisi kunci di pemerintahan dan sektor swasta negara asal mereka, sambil tetap
mempertahankan jejaring profesional erat dengan Australia*®’. Sementara itu, New Colombo
Plan berjalan komplementer dengan Australia Awards: diluncurkan tahun 2014, NCP
memberikan beasiswa dan magang bagi mahasiswa Australia untuk belajar di negara-negara
Asia Pasifik**®, Tujuannya adalah menciptakan generasi baru' pemimpin Australia yang “Asia-
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literate” — paham bahasa, budaya, dan dinamika kawasan. Pada tahun 2025, NCP mencapai
rekor tertingginya dengan peningkatan 46% jumlah penerima beasiswa dibanding tahun
sebelumnya; sebanyak 219 mahasiswa Australia dikirim belajar ke 23 lokasi di Indo-Pasifik
dalam program tersebut*®®. Lonjakan ini menunjukkan komitmen Australia menyiapkan
pemimpin mudanya agar memiliki wawasan mendalam tentang Asia. Secara strategis, di tengah
pembatasan arus mahasiswa asing inbound, pemerintah justru memperkuat arus outbound
mahasiswa domestik ke negara tetangga — menandakan strategi dua jalur: menahan masuknya
migrasi pendidikan massal sambil tetap menjaga konektivitas dan pengaruh melalui pertukaran
elit akademik*7°,

Dari perspektif kerangka Two-Level Games (Putnam, 1988), aset-aset pendidikan ini
merupakan semacam “modal politik internasional” bagi Australia*’!. Keberlanjutan jejaring
alumni dan program beasiswa lintas negara memperluas win-set Australia di Level I (meja
internasional), karena memberi pemerintah Australia daya tawar dan goodwill di mata mitra
asing. Namun, di sisi lain, tekanan domestik untuk membatasi migrasi dapat membatasi win-
set ini jika tidak diimbangi secara hati-hati. Terlalu membatasi arus mahasiswa internasional
demi meredakan sentimen politik dalam negeri berisiko merusak aset diplomatik jangka
panjang Australia. Analis dari Lowy Institute memperingatkan bahwa Australia berisiko
“menyia-nyiakan soft power global” yang telah dibina puluhan tahun jika retorika politik
domestik yang anti-mahasiswa asing dibiarkan menyimpang terlalu jauh*’2, Apabila mahasiswa
internasional merasa tidak diterima — misalnya dipandang sebagai beban atau ancaman — maka
“dividen diplomatik” yang dihasilkan pendidikan internasional akan hilang*’®. Dalam konteks
ini, kebijakan kuota atau pembatasan yang terlalu ketat ibarat menggergaji jangkar soft power
Australia sendiri. Seorang pejabat Australia pernah mengingatkan bahwa “international
education doesn’t just make us money, it makes us friends” — pendidikan internasional tidak
hanya menghasilkan uang, tetapi juga menciptakan kawan*’*. Pernyataan ini menegaskan
bahwa ada aset tak berwujud berupa goodwill dan pengaruh yang dipertaruhkan ketika
pemerintah mempertimbangkan | pembatasan. Implikasinya, pada Level I, Australia harus
berhati-hati agar langkah memenuhi tuntutan domestik (Level II) untuk mengurangi migrasi
pendidikan tidak sampai menghancurkan modal soft power yang dibutuhkan untuk diplomasi
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jangka panjang. Win-set internasional Australia menuntut agar kebijakan tetap menjaga
keterbukaan minimum — suatu status quo atau bahkan pertumbuhan moderat — dalam menerima
mahasiswa asing*’>. Pembatasan berlebihan akan mengirim sinyal negatif ke mitra luar negeri
bahwa Australia menarik diri dari keterlibatan global, sesuatu yang dapat menggerus
kepercayaan dan posisi strategisnya di kawasan Indo-Pasifik?’®. Dengan kata lain, menjaga
keseimbangan antara kepentingan domestik dan janji diplomasi pendidikan merupakan kunci:
jika Australia mampu memberi “kompensasi” yang memadai kepada mitra internasional
(misalnya melalui beasiswa khusus, kemitraan, atau pengecualian aturan tertentu), maka
kebijakan pembatasan jumlah mahasiswa akan lebih dapat diterima tanpa merusak hubungan.
Sebaliknya, tanpa kompensasi tersebut, pembatasan kuota dapat ditafsirkan sebagai sikap
antipati yang merugikan reputasi Australia di Level 1.

B. Hubungan Bilateral dengan India: Ketegangan Diplomasi dan ECTA

India kini muncul sebagai mitra kunci dan pasar sumber mahasiswa internasional yang
pertumbuhannya paling pesat bagi Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, arus mahasiswa
India ke Australia meningkat drastis, bahkan sempat melampaui Tiongkok dalam jumlah
aplikasi visa pelajar baru pada paruh kedua 2022%77. Per Desember 2024, tercatat sekitar
139.000 mahasiswa India sedang menempuh studi di Australia — menjadikan India sumber
mahasiswa asing terbesar kedua (hanya sedikit di bawah Tiongkok), dengan laju pertumbuhan
yang melampaui negara-negara lain*’®, Signifikansi India bukan hanya dari segi volume, tetapi
juga nilai ekonominya: pada tahun finansial 2023-24, ekspor pendidikan Australia ke India
diperkirakan mencapai. AUD 8,9 miliar, porsi besar dari total nilai ekspor pendidikan
Australia*”®. Angka ini menegaskan bahwa pasar India telah menjadi tumpuan penting bagi
pendapatan universitas dan institusi pendidikan Australia.

Kesadaran akan potensi strategis tersebut tercermin dalam perjanjian bilateral Australia-
India Economic Cooperation and Trade Agreement (AI-ECTA) yang mulai berlaku akhir 2022.
AI-ECTA mengukuhkan kemitraan‘ekonomi komprehensif antara kedua negara, termasuk di
sektor pendidikan. Australia berkomitmen memberikan fasilitas istimewa bagi pelajar India,
misalnya hak tinggal pasca-studi yang lebih lapang bagi lulusan sektor STEM tertentu, kuota
visa kerja pasca-kelulusan yang diperluas, dan pengakuan kualifikasi yang saling
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menguntungkan*®®, Intinya, dalam kerangka ECTA, pendidikan dan mobilitas pelajar

ditempatkan sebagai pilar strategis hubungan bilateral. Secara implisit, hal ini berarti Australia
telah berjanji di Level I untuk membuka akses dan kesempatan bagi mahasiswa India sebagai
bagian dari “win-win solution” perdagangan dan kemitraan strategis.

Namun, implementasi kebijakan pembatasan kuota mahasiswa baru belakangan ini justru
menimbulkan ketegangan diplomatik dengan India, karena dipandang bertentangan dengan
semangat keterbukaan ECTA. Pada tahun 2023, angka penolakan visa pelajar bagi pemohon
asal India melonjak drastis, mencapai tingkat rekor tertinggi dalam sejarah modern hubungan
kedua negara*®!. Laporan media mengungkap bahwa lonjakan ini tidak terjadi secara acak,
melainkan banyak menimpa pemohon dari negara bagian tertentu di India (seperti Punjab,
Haryana, Uttar Pradesh, dan Gujarat) yang dicurigai memiliki risiko integritas lebih tinggi*®?.
Bahkan, sejumlah perguruan tinggi Australia diketahui sempat menangguhkan penerimaan dari
wilayah-wilayah tersebut karena khawatir dengan maraknya dokumen aplikasi palsu atau agen
pendidikan tidak resmi**?. Langkah-langkah ini memicu tuduhan di India bahwa Australia
tengah memberlakukan “larangan diam-diam” terhadap mahasiswa India. Isu ini menjadi
sensitif; media di India ramai memberitakan kemungkinan ribuan calon mahasiswa dari negara
bagian tertentu “diblokir” visanya, dan pertanyaan resmi bahkan diajukan di parlemen India
mempertanyakan apakah ada kebijakan diskriminatif terhadap pelajar India di Australia®®4,

Pemerintah Australia berusaha meredam kekhawatiran tersebut melalui jalur diplomasi.
Philip Green, Komisioner Tinggi Australia untuk India, tampil ke publik India untuk
menjelaskan bahwa reformasi yang dilakukan Australia ditujukan bukan untuk
mendiskriminasi, melainkan untuk meningkatkan kualitas dan integritas sistem pendidikan.
Dalam sebuah forum di New Delhi, Green menegaskan: “We want students to see Australia as
a premium destination where they can access high quality education and a great student
experience.” (Kami ingin mahasiswa melihat Australia sebagai destinasi premium di mana
mereka mendapat pendidikan bermutu tinggi dan pengalaman rr‘lahasiswa yang hebat)*®. Pesan
ini menekankan bahwa Australia masith membuka pintu bagi mahasiswa India, namun dengan
standar yang lebih ketat demi kebaikan Bersama. Pemerintah Australia juga secara resmi
membantah adanya larangan terselubung terhadap pelamar dari wilayah India manapun, dan

480 Nugroho et al., Imigrasi dan Perbatasan Indonesia Pascapandemi, 93.

481 Arum Maulia Rizki, “Implementasi Kebijakan Migrasi Kanada: Canada—United States Safe Third Country
Agreement (STCA) Tahun 2020-2023” (n.d.).

482 Ica Wulansari, Dinamika Politik dan Keamanan di Kawasan Asia Selatan (Jakarta: Nas Media Pustaka, 2025).

483 Inge Kurnia Mardia Lestyaningrum et al., Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital di Era Milenial
(Surakarta: Unisri Press, 2022).

484 Musdah Mulia, Perjalanan Lintas Batas: Lintas Agama, Lintas Gender, Lintas Negara (Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2024).

485 Adi Asmara dan Rina Raflesia, “Pendidikan Terbaik di Dunia” (2023).



menegaskan bahwa tidak ada kebijakan rasial dalam proses visa — peningkatan penolakan
semata karena penegakan aturan integritas (misalnya bukti dana dan keaslian dokumen)*8¢.

Meski demikian, persepsi negatif terlanjur muncul di publik India. Pejabat India,
termasuk diplomatik senior, menyampaikan keprihatinan bahwa Australia menjadi “tujuan
yang kian sulit” bagi pelajar mereka*®’. Sebagai respon, India mulai memberi sinyal tekanan di
Level I: misalnya, pejabat Kementerian Luar Negeri India mengingatkan bahwa bila hambatan
visa terus meningkat, para pelajar dan orang tua di India bisa saja mengalihkan preferensi ke
negara lain seperti Kanada, Inggris, atau Jerman yang dianggap lebih ramah*®®. Hal ini
merupakan bentuk retaliatory instrument diplomatik — India mengisyaratkan akan
“mengalihkan aliran” mahasiswa (beserta nilai ekonominya) ke kompetitor Australia*®®. Pada
Oktober 2023, ketika isu ini memuncak, kedua negara menggelar dialog pendidikan bilateral
untuk meredakan ketegangan. Hasilnya, Australia kembali menegaskan komitmennya pada Al-
ECTA, termasuk meluncurkan program Maitri Scholarships senilai AUD 11,2 juta khusus bagi
mahasiswa India berbakat di bidang STEM sebagai tanda itikad baik (lihat pembahasan Maitri
di Sub-bab 5.4)*°. Selain itu, pemerintah Australia mempercepat proses finalisasi Mutual
Recognition of Qualifications (MRQ) dengan India agar ijazah dan gelar saling diakui, suatu
langkah positif yang dihargai oleh India.

Dari sudut pandang Two-Level Games, kasus hubungan Australia-India ini menunjukkan
bagaimana win-set internasional Australia dibatasi oleh kepekaan mitra kunci. India adalah
mitra strategis penting (baik dalam Quad maupun kemitraan Indo-Pasifik lainnya), sehingga
Pemerintah Albanese tidak leluasa mempersempit kebijakan penerimaan mahasiswa tanpa
mempertimbangkan dampaknya terhadap New Delhi. Tuntutan Level II (domestik) di Australia
— misalnya tekanan publik untuk menurunkan migrasi — harus dikompromikan dengan batas
toleransi India di Level I. Win-set yang dapat diterima di antara kedua level ini mengharuskan
Australia tetap mengizinkan jumlah signifikan mahasiswa India setiap tahunnya agar tidak
melanggar semangat ECTA dan,tak mengecewakan ekspektaPi India. Pada saat yang sama,
Australia mencoba melakukan side payments di Level 1 untuk menebus konsesi domestik:
misalnya, meskipun kuota global dibatasi, akses bagi India “dibayar” dengan beasiswa Maitri,
prioritas visa bagi STEM India, serta pembukaan kampus Australia di India (GIFT City) —
semua ini bertujuan memperluas iris overlap antara preferensi domestik dan internasional.
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Singkatnya, hubungan dengan India mengekang seberapa jauh Australia bisa mengetatkan kran
mahasiswa: jika terlalu keras, win-set di Level I menghilang karena India akan menarik
dukungan atau membalas secara diplomatik. Pemerintah harus terus menjaga agar kebijakan
kuota berada dalam rentang yang masih bisa diterima India, sembari tetap memenuhi tuntutan
konstituen dalam negerinya.

C. Dinamika dengan Tiongkok: Keuntungan Finansial versus Imperatif Keamanan

Berbeda dengan India yang merupakan bintang baru, Tiongkok adalah mitra pendidikan
internasional tradisional Australia yang sudah matang namun semakin kompleks. Selama dua
dekade terakhir, mahasiswa Tiongkok merupakan kelompok terbesar di kampus-kampus
Australia. Hingga tahun 2019, mereka menyumbang lebih dari sepertiga populasi mahasiswa
asing; pasca-pandemi 2020 angkanya sempat menurun, namun pada 2024 Tiongkok masih
menyumbang sekitar 23—25% dari total mahasiswa asing dan merupakan pasar paling bernilai
(sekitar AUD 12,7 miliar pada 2024, tertinggi di antara negara asal)*!. Mahasiswa Tiongkok
sangat terkonsentrasi di universitas papan atas Kelompok Delapan (Go8), di mana sebelum
pandemi beberapa fakultas bahkan mengandalkan Tiongkok untuk >50% dari enrolmen
internasional mereka. Dominasi Tiongkok ini membawa dilema klasik: keuntungan finansial
besar versus risiko geopolitik dan keamanan.

Dari sisi keuntungan, arus mahasiswa Tiongkok telah menjadi /ifeline bagi universitas
riset Australia. Pembayaran biaya kuliah dan belanja hidup mereka menghasilkan pemasukan
signifikan — Tiongkok sendiri mencatatkan kontribusi sekitar AUD 12-13 miliar per tahun*®2,
Pendapatan ini memungkinkan universitas Go8 mensubsidi riset ilmiah, merekrut staf unggul,
dan membangun infrastruktur akademik kelas dunia. Tak heran, selama bertahun-tahun para
Wakil Rektor universitas besar cenderung mendorong kebijakan yang memudahkan kedatangan
pelajar Tiongkok. Hubungan pendidikan ini juga berdampak pada sektor lain: komunitas
mahasiswa Tiongkok menggerakkan ekonomi lokal (penyewaan apartemen, konsumsi ritel),
dan para alumni yang kembali ke Tiongkok sering menjadi imitra bisnis ataupun advocate
hubungan bilateral. Secara diplomatik, pendidikan pernah dipuji sebagai jembatan rakyat-ke-
rakyat antara Australia dan Tiongkok.

Namun, seiring memburuknya hubungan Canberra—Beijing sejak 2018, sektor pendidikan
ikut terseret ke dalam pusaran geopolitik. Bagi Australia, konsentrasi luar biasa mahasiswa
Tiongkok mulai dilihat sebagai kerentanan strategis. Ada kekhawatiran di kalangan intelijen
dan pembuat kebijakan bahwa Beijing dapat sewaktu-waktu menggunakan “keran mahasiswa”
sebagai alat tekanan politik. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar: pada tahun 2020, di tengah
memanasnya hubungan akibat seruan Australia untuk penyelidikan asal-usul COVID-19,
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pemerintah Tiongkok mengeluarkan peringatan perjalanan resmi kepada pelajarnya. Melalui
Travel — Warning No.1/2020, Beijing mendesak mahasiswa Tiongkok  untuk
“mempertimbangkan kembali rencana studi di Australia” dengan dalih adanya peningkatan
insiden rasisme dan xenofobia di Australia**®. Langkah ini dipahami luas sebagai weaponisasi
arus mahasiswa — Beijing menggunakan kebergantungan finansial universitas Australia pada
mahasiswa Tiongkok sebagai /everage. Dampaknya cukup terasa: pendaftaran baru dari
Tiongkok anjlok di semester berikutnya, sebelum pandemi menutup perbatasan sama sekali.
Peringatan serupa kembali muncul tahun 2023 ketika hubungan bilateral tegang, meski di awal
2024 nada tersebut mereda seiring upaya reset diplomatik oleh pemerintahan Albanese.

Selain ancaman embargo mahasiswa oleh Beijing, Australia juga menghadapi persoalan
keamanan nasional terkait keberadaan ribuan akademisi dan peneliti asal Tiongkok di kampus-
kampusnya. Lembaga intelijen domestik (ASIO) mengingatkan potensi interferensi asing,
termasuk risiko pencurian teknologi canggih atau penyalahgunaan kolaborasi riset oleh oknum
yang terafiliasi dengan militer Tiongkok. Kekhawatiran ini memuncak saat Australia meneken
aliansi AUKUS dengan AS dan UK tahun 2021, yang mencakup transfer teknologi sensitif.
Untuk menyeimbangkan keterbukaan akademik dengan keamanan, pemerintah
memperkenalkan regulasi baru seperti Defence Trade Controls Amendment Act 2024 (DTCA).
Undang-undang ini memperluas definisi “ekspor teknologi” mencakup pengalihan informasi
intangible kepada warga negara asing di Australia — contohnya, seorang dosen yang mengirim
email berisi data penelitian sensitif kepada mahasiswa PhD berkebangsaan Tiongkok kini dapat
dianggap melakukan ekspor terkontrol yang butuh izin***. DTCA pada dasarnya menciptakan
semacam “faman bertembok” antara Australia dan sekutu AUKUS (AS/UK) dalam pertukaran
ilmu, namun sebaliknya mendirikan tembok lebih tinggi untuk kolaborasi riset dengan negara
di luar aliansi tersebut, terutama Tiongkok**®, Komunitas akademik Australia menyuarakan
kekhawatiran atas dampak aturan ini. Profesor Chennupati Jagadish, Presiden Australian
Academy of Science, misalnya, mengingatkan agar definisi pengecualian riset fundamental
dijamin jelas dalam DTCA, supaya ilmuwan tidak “kriminalisasi” hanya karena mengajar
mahasiswa asing atau berbicara di konferensi internasional*. Tegasnya, iklim pengawasan ini
menimbulkan chilling effect pada kolaborasi ilmiah dengan Tiongkok.

Di tengah sentimen saling curiga, pemerintah Albanese berupaya menstabilkan kembali
hubungan pendidikan dengan Tiongkok sejak akhir 2022. Dialog pendidikan tingkat menteri
dilanjutkan; China Education Association for International Exchange (CEAIE) dan Group of
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Eight Australia menandatangani pernyataan bersama untuk memperkuat pertukaran mahasiswa
dan riset pada Februari 2024; Duta Besar Tiongkok Xiao Qian pun secara terbuka menyambut
baik peningkatan kerjasama pendidikan sebagai bagian dari normalisasi hubungan®’. Pihak
Tiongkok menginginkan jaminan bahwa mahasiswa mereka diperlakukan adil dan aman di
Australia, bebas dari diskriminasi. Australia di sisi lain ingin memastikan Tiongkok tidak lagi
mengeluarkan travel warning bermotif politik. Secara bertahap, visa pelajar untuk warga
Tiongkok dipercepat prosesnya menjelang 2024, dan enrolmen baru mulai pulih.

Dilema Australia terhadap Tiongkok bermuara pada pertanyaan: seberapa jauh
diversifikasi dari Tiongkok perlu dilakukan, mengingat taruhannya yang besar? Di satu sisi,
diversifikasi pasar dianggap perlu demi mengurangi ketergantungan berlebihan — baik secara
finansial maupun politis — pada satu negara. Kebijakan National Planning Level (NPL)
dirancang sebagian untuk menekan pertumbuhan tak terkendali dari sumber dominan
(Tiongkok) dan mengarahkan perhatian ke sumber alternatif (India, Asia Tenggara). Di sisi lain,
kehilangan pendapatan dari mahasiswa Tiongkok dalam jumlah masif akan mengguncang
struktur pendanaan pendidikan tinggi Australia. Banyak universitas (terutama GoS)
menghadapi risiko defisit jika populasi Tiongkok anjlok tanpa pengganti sepadan. Pengalaman
pandemi 2020-2021 menjadi peringatan keras: saat mahasiswa Tiongkok tak dapat masuk,
beberapa kampus terpaksa memangkas staf dan menghentikan proyek penelitian. Oleh karena
itu, pemerintah berjalan di tali tegang: mengurangi proporsi Tiongkok secara perlahan, namun
tidak dengan pemangkasan drastis yang mendadak.

Dalam kacamata Two-Level Games, kalkulus win-set Australia terhadap Tiongkok
sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik. Level II domestik (termasuk opini publik anti-
CCP, desakan aparat keamanan, dan konsensus dua partai untuk waspada terhadap pengaruh
Tiongkok) cenderung mempersempit ruang kompromi — ada limit seberapa longgar Australia
bisa membuka keran bagi Tiongkok tanpa memicu reaksi balik di dalam negeri. Sementara itu
Level I internasional mengharuskan Australia menjaga basel}ne hubungan baik: Tiongkok,
meskipun rival strategis, tetap mitra dagang utama dan pemasok mahasiswa terbesar. Terlalu
membatasi mahasiswa Tiongkok secara frontal bisa memicu aksi balasan Beijing yang
merugikan (dari travel warning hingga pembatasan diplomatik atau ekonomi lainnya). Dengan
demikian, win-set yang dapat diterima kedua level mengharuskan solusi di tengah-tengah:
Australia membatasi secara halus aliran mahasiswa Tiongkok (misal melalui peningkatan
standar visa, pengawasan riset, tidak menambah kuota secara agresif), sembari tidak menutup
pintu sepenuhnya. Langkah pemerintah untuk menerapkan aturan-aturan teknis (seperti DTCA,
Ministerial Direction pada pemrosesan visa) bisa dilihat sebagai upaya “tying hands” — yaitu
Australia mengatakan kepada Tiongkok bahwa pembatasan ini terpaksa dilakukan karena
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tekanan domestik dan kewajiban keamanan, jadi bukan niat bermusuhan*’®, Strategi ini diharap
membuat Beijing menahan diri karena memahami kondisi domestik Australia. Sebaliknya, dari
sisi domestik, Pemerintah Albanese mencoba “cutting slack” dengan menunjukkan bahwa
mereka tetap menjaga hubungan pendidikan dengan Tiongkok demi kepentingan ekonomi
(misal dengan menegosiasikan reset hubungan, mempertahankan pengecualian visa untuk
penelitian fundamental, dll). Kombinasi strategi tying hands dan side payments ini diarahkan
untuk memperluas irisan win-set, sehingga kebijakan quota dapat diterima kedua belah pihak:
publik domestik melihat pemerintah tegas terhadap risiko Tiongkok, sementara Beijing masih
melihat Australia beritikad menjaga pertukaran pendidikan. Meskipun geopolitik memperumit
perhitungan win-set Australia (tidak sesederhana kasus India atau ASEAN), sampai saat ini
Canberra tampak berhasil mencegah keruntuhan total pasar Tiongkok sembari menjalankan
diversifikasi perlahan. Tantangan ke depan adalah mempertahankan keseimbangan rapuh ini di
tengah persaingan AS-Tiongkok yang bisa setiap saat meningkat dan menekan Australia untuk
berpihak.

D. Kemitraan Strategis Asia Tenggara dan Maitri Initiative

Menanggapi dinamika di atas, Australia kini mengartikulasikan “pivot” ke Asia Tenggara
sebagai upaya diversifikasi strategis. Alih-alih terus bergantung pada dua raksasa Asia
(Tiongkok dan India), pemerintah melihat kawasan ASEAN sebagai medan perebutan pengaruh
baru di mana pendidikan dapat menjadi instrumen diplomatik. Secara ekonomi, Asia Tenggara
menawarkan pasar pertumbuhan berikutnya: kelas menengah muda di Indonesia, Vietnam,
Filipina, Malaysia dan Thailand kian besar dan berminat studi ke luar negeri. Secara geopolitik,
memperdalam jejak pendidikan di ASEAN juga berfungsi hedging jika hubungan dengan
Tiongkok memburuk — artinya Australia tidak “menaruh semua telur di satu keranjang”.

Kebijakan pivot ini diperkuat oleh rilis strategi pemerintah “Invested: Australia’s
Southeast Asia Economic Strategy to 2040” pada tahun 2023, yang merekomendasikan
peningkatan signifikan keterlibatan Australia.di Asia Tenggara, termasuk di sektor pendidikan
tinggi dan keterampilan. Rekomendasi tersebut langsung direspon lewat penyesuaian National
Planning Level (NPL) 2026. Pemerintah Albanese mengumumkan bahwa mulai tahun 2026,
universitas yang ingin menambah alokasi penerimaan mahasiswa internasional (di luar kuota
dasar) harus menunjukkan peningkatan engagement dengan Asia Tenggara*”. Ini menjadi
syarat resmi: “bonus” kuota akan diberikan jika kampus dapat membuktikan kolaborasi dengan
institusi ASEAN, program pertukaran di kawasan, kemitraan riset regional, atau inisiatif lain
sejalan strategi Invested 2040. Aturan inovatif ini mengalihkan insentif universitas —
sebelumnya mengejar volume dari pasar mapan (Tiongkok/India) — kini diarahkan untuk
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mendiversifikasi sumber mahasiswa ke negara ASEAN seperti Indonesia dan Vietnam3>%.
Kebijakan ini adalah contoh konkret bagaimana pemerintah menggunakan regulasi pendidikan
untuk melayani tujuan geopolitik: perguruan tinggi difungsikan sebagai agent diplomasi
ekonomi di Asia Tenggara.

Selain lewat regulasi kuota, Australia juga meluncurkan inisiatif khusus untuk memikat
dan mempertahankan minat mahasiswa dari Asia Selatan/Tenggara. Salah satu langkah
terobosan adalah mendirikan kampus cabang transnasional di wilayah mitra. Pada 2023,
Universitas Deakin dan Universitas Wollongong menjadi perguruan tinggi asing pertama di
dunia yang diizinkan membuka kampus penuh di India, tepatnya di GIFT City (Gujarat
International Finance Tec-City)>*!. Pembukaan kampus Deakin dan UOW di GIFT City ini
dipandang sebagai “revolusi” model ekspor pendidikan Australia®®?, Alih-alih hanya
mengimpor mahasiswa ke Australia, universitas mulai mengekspor layanan pendidikan
langsung ke pasar mitra. Keuntungan strategisnya berlapis: (1) kampus di GIFT City memberi
akses ke ribuan mahasiswa India tanpa memengaruhi arus migrasi ke Australia (tidak
membebani perumahan atau infrastruktur lokal Australia)’®’; (2) kehadiran fisik kampus
Australia di India memperdalam pengaruh budaya dan soft power di sana, sekaligus
menciptakan ikatan alumni lokal yang kuat; (3) model ini dapat direplikasi ke negara ASEAN
(pemerintah telah menjajaki kemungkinan kampus di Indonesia dan Vietnam sebagai
kelanjutan setelah India)>**. Data awal menunjukkan sambutan positif: kampus Deakin GIFT
City langsung menjaring ~70 mahasiswa angkatan pertama di program pascasarjana fokus
Cyber Security dan Business Analytics, bidang yang diminati industri India®>*®. Bahkan, program
Master yang ditawarkan kampus UOW di GIFT City hanya menerima sekitar 7% pendaftar
(sangat selektif), pertanda permintaan lokal tinggi atas model pendidikan ini*°®. Biaya kuliah
yang kompetitif (lebih murah daripada di Australia) turut mendorong minat tersebut®®’.
Pimpinan Deakin University menyebut pembukaan kampus GIFT City sebagai “momen paling
membanggakan” dalam sejarah kemitraan Deakin-India, karena janji Australia kepada India di
bidang pendidikan Kini terwujud nyata'di ‘lapangan’8. Pemeérintah Australia tentu melihat
kesuksesan awal ini sebagai validasi bagi strategi TNE (Transnational Education) yang
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didorong negara; hal ini diharapkan menjadi prototipe untuk ekspansi serupa di ASEAN dalam
beberapa tahun mendatang>®.

Langkah penting berikutnya adalah peluncuran program Maitri Initiative khusus dengan
India, yang mencerminkan visi jangka panjang Australia dalam knowledge diplomacy. Maitri
(dari bahasa Sansekerta berarti “persahabatan’) diperkenalkan pada 2022 sebagai paket inisiatif
multi-sektor untuk mempererat hubungan Australia-India melalui jalur pendidikan, riset, dan
budaya. Di dalamnya terdapat Maitri Fellowships, Maitri Grants, dan yang paling relevan
dengan pendidikan tinggi: Maitri Scholarships. Pemerintah Australia mengalokasikan AUD
11,2 juta untuk Maitri Scholarships tahap awal, guna mendanai beasiswa S2/S3 bagi pelajar
India terbaik di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)>!. Tidak
seperti beasiswa massal, program Maitri sengaja didesain terarah dan eksklusif — menargetkan
segmen elit intelektual muda India yang potensial menjadi pemimpin ilmiah/teknologi. Fokus
disiplin Maitri adalah pada area spesifik yang mendukung agenda ekonomi dan keamanan Indo-
Pasifik, misalnya kecerdasan artifisial, energi terbarukan, teknologi kuantum, dan kesehatan
publik®!!, Tujuannya dua kali pukul: pertama, membangun koneksi jangka panjang antara
ilmuwan top India dengan Australia (melalui pengalaman riset bersama, joint supervision, dll);
kedua, mendukung kapasitas India di sektor-sektor kritis sambil menyelaraskannya dengan
ekosistem inovasi Australia. Menteri Luar Negeri Penny Wong menjelaskan bahwa Maitri
“akan memperdalam kolaborasi ilmiah dan riset antara Australia dan India, serta menyiapkan
pondasi koneksi seumur hidup” bagi para penerima beasiswa di kedua negara®'?. Dengan kata
lain, investasi Maitri diproyeksikan tidak hanya menghasilkan goodwill, tetapi juga jaringan
ahli yang dapat memperkuat arsitektur keamanan dan ekonomi kawasan sesuai kepentingan
bersama Canberra-New Delhi.

Hingga pertengahan 2025, implementasi Maitri menunjukkan progres nyata: 34 penerima
beasiswa dan hibah telah diumumkan, mencakup proyek seperti kolaborasi riset digital
manufacturing antara University of Melbourne dan institusi Indi‘a, serta pendirian kursi profesor
“India Chair” pertama-di Lowy Institute untuk riset kebijakanIndo-Pasifik>!. Artinya, Maitri
bekerja di berbagai lapisan — dari laboratorium sains murni hingga think-tank strategis — guna
menganyam hubungan pengetahuan Australia-India®!*. Meskipun Maitri berfokus pada India

(pilar “Barat Daya”), semangat serupa tercermin dalam peningkatan keterlibatan Australia
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dengan Asia Tenggara: program Australia Awards untuk Indonesia, Vietnam, Filipina, dan
PNG terus diperkuat (bahkan di saat kuota komersial dikurangi, pendanaan beasiswa
pemerintah ini tidak dipotong), dan agenda people-to-people menjadi poin utama dalam setiap
pertemuan tingkat tinggi ASEAN-Australia. Misalnya, pada KTT ASEAN 2023, PM Anthony
Albanese menjanjikan tambahan dukungan bagi mobilitas pelajar dan pengajaran bahasa Asia
di Australia, sebagai tindak lanjut rekomendasi Invested 2040. Semua ini mengirim sinyal kuat
bahwa Australia serius menata ulang portofolio pendidikan internasionalnya: mengurangi
ketergantungan high risk, high return pada satu-dua negara, dan memperluasnya ke basis yang
lebih beragam namun berorientasi jangka panjang.

Secara teoretis, upaya pivot dan inisiatif Maitri dapat dipahami sebagai bentuk side
payments dalam 7Two-Level Games. Pemerintah Australia membuat konsesi di Level II
(domestik) berupa pembatasan kuota global — ini langkah untuk “menenangkan” opini publik
dan oposisi terkait krisis perumahan, dll. Namun, agar kesepakatan di Level I (internasional)
tetap berjalan, Australia perlu memberi imbalan kepada mitra-mitranya. Side payment itu
berupa: kuota khusus atau prioritas bagi negara sahabat (misal pengecualian mahasiswa dari
Pasifik dan Timor-Leste dari perhitungan NPL), beasiswa eksklusif (Maitri untuk India,
perluasan Australia Awards untuk ASEAN), percepatan visa bagi kelompok strategis (visa
prioritas untuk negara Pasifik, ASEAN, India STEM), hingga pembukaan akses pendidikan
tanpa perlu migrasi (kampus di GIFT City, rencana TNE di Asia Tenggara). Kebijakan NPL
2026 sendiri memasukkan dua pengecualian utama yang terkait Level I: mahasiswa Pacific &
Timor-Leste, serta penerima beasiswa pemerintah, tidak dihitung dalam kuota 270k/295k. Ini
menunjukkan sensitivitas Australia terhadap komitmen regionalnya — Pasifik adalah “halaman
belakang” strategis yang tidak boleh merasa ditinggalkan. Demikian pula, pengecualian untuk
mahasiswa PhD (HDR) yang dibiayai negara asing bertujuan menjaga hubungan ilmiah
internasional. Dalam terminologi Putnam, Australia berusaha memperluas win-set internasional
dengan cara memecah isu (issue-splitting) dan menawarkan side deals kepada partner kunci.
Hasil akhirnya diharapkan berupa dukungan-atau setidaknya penerimaan dari negara mitra atas
kebijakan pembatasan yang Australia ambil, karena mereka merasa tetap mendapat privilege
atau manfaat tertentu. Sebagai contoh, India dan ASEAN mungkin lebih menerima kebijakan
kuota global jika mengetahui bahwa pemerintah Australia di saat sama meningkatkan investasi
beasiswa dan kerja sama pendidikan dengan mereka (jadi bukan penolakan total terhadap
mahasiswa asing, melainkan penyesuaian target secara smart).

Pivot ke Asia Tenggara dan Maitri Initiative ini juga membawa implikasi jangka panjang
bagi strategi pendidikan tinggi Indonesia (sebagaimana dicatat dalam kajian buku ini). Dengan
Australia mengurangi kuota tetapi menawarkan model kemitraan baru (TNE kampus luar
negeri, beasiswa targeted, dll), negara seperti Indonesia memiliki peluang dan tantangan
tersendiri — namun pembahasan detail implikasi bagi Indonesia akan diulas di bab tersendiri.



E. Kompetisi Global: Kanada, Inggris, dan AS

Kebijakan pembatasan mahasiswa asing tidak hanya dilakukan oleh Australia; negara-

negara pesaing utama di pasar pendidikan global seperti Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat

belakangan ini turut mengambil langkah serupa. Fenomena ini penting dicatat karena

memengaruhi perhitungan win-set internasional Australia — ketika para kompetitor juga
memperketat aturan, tekanan eksternal pada Australia mungkin berkurang (alias win-set di
Level I sedikit melebar, karena mitra strategis memiliki alternatif yang lebih sedikit di luar
Australia). Berikut gambaran singkat perkembangan di ketiga negara tersebut:

1. Kanada: Selama bertahun-tahun Kanada dipuji sebagai tujuan studi yang ramah imigran,

namun membludaknya mahasiswa asing (melonjak lebih dari dua kali lipat dalam 5 tahun
terakhir) menimbulkan tekanan domestik terutama pada perumahan. Pada Januari 2024,
Pemerintah Kanada mengumumkan kebijakan dramatis: akan menerapkan batas (cap)
jumlah izin studi yang disetujui, dengan target menurunkan infake mahasiswa baru hingga
sekitar 35% lebih rendah dari tahun 2023 selama dua tahun ke depan’'>. Secara konkret, cap
2024 diproyeksikan menghasilkan ~360.000 study permit, turun dari ~550.000 pada 2023.
Kebijakan ini disertai pengetatan lain seperti mewajibkan surat atestasi dari pemerintah
provinsi untuk setiap aplikasi visa pelajar (guna memastikan kapasitas akomodasi
memadai)’!¢. Langkah Kanada sudah langsung berdampak: data awal 2024 menunjukkan
jumlah visa pelajar baru yang disetujui turun lebih dari 50% dibanding periode yang sama
tahun sebelumnya, dan beberapa universitas serta perguruan tinggi di Kanada melaporkan
penurunan aplikasi yang signifikan (terutama dari India, yang merupakan pasar terbesar
mereka). Kebijakan Ottawa ini sebenarnya mirip dengan NPL Australia, bedanya Kanada
menetapkan plafon nasional secara absolut dan membagi jatah per provinsi. Dalam politik
domestik Kanada, isu mahasiswa asing juga menjadi perdebatan karena dikaitkan dengan
melonjaknya biaya perumahan; pemerintah Trudeau mendapat tekanan kuat untuk

“mengerem’ laju migrasi pelajar. |

. Inggris: Setelah mencapai rekor tinggi pasca-pandemi, Inggris tiba-tiba mengambil langkah
membatasi jenis migrasi terkait mahasiswa. Mulai 2024, Pemerintah Britania melarang
mahasiswa asing jenjang master (taught) untuk membawa anggota keluarga (dependents)
selama studi — sebelumnya celah ini banyak dimanfaatkan khususnya oleh mahasiswa dari
India dan Nigeria untuk membawa keluarga dengan visa pendamping. Kebijakan larangan
dependent ini, ditambah kenaikan biaya visa dan peninjauan ulang izin kerja pasca studi,
langsung berdampak pada penurunan minat. Data dari Universities UK menunjukkan jumlah
visa studi yang dikeluarkan turun sekitar 33% pada awal 2024 dibanding tahun
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sebelumnya®!”.

postgraduate taught lebih dari 40% setelah aturan baru berlaku
mengkhawatirkan sektor pendidikan Inggris, mengingat mahasiswa internasional
menyumbang hampir 50% dari enrolmen program master dan memberikan dampak ekonomi
besar (kontribusi diperkirakan £60 miliar per tahun)>!?

Beberapa universitas melaporkan penurunan pendaftaran mahasiswa
S8 Ini  tentu

. Para pemimpin universitas di UK
secara terbuka mengkritik langkah pemerintah yang dianggap “menembak kaki sendiri” —
mengorbankan salah satu industri ekspor tersukses demi merespons sentimen politik jangka
pendek. Namun, seperti halnya Australia, pemerintah Inggris berdalih kebijakan ini perlu
untuk menurunkan migrasi bersih dan meredam tekanan pada layanan publik. Yang jelas,
dalam jangka pendek Inggris tampaknya mengorbankan volume demi meraih dukungan
domestik, serupa dengan dilema Australia. Bagi Australia, pembatasan di UK bisa berarti
sedikit mengurangi kompetisi (misalnya mahasiswa dari Asia Selatan yang gagal ke UK
mungkin melirik Australia), meskipun perlu diingat reputasi Australia sendiri sedang
terdampak kebijakan NPL.

3. Amerika Serikat: Pasar pendidikan AS yang terbesar di dunia mengalami volatilitas
kebijakan antara era pemerintahan Trump dan Biden. Di bawah Presiden Trump (2017-
2020), AS memberlakukan berbagai kebijakan dan retorika yang kurang ramah terhadap
mahasiswa asing: dari pembatasan visa untuk negara tertentu (travel ban), pengetatan visa
vetting, hingga ancaman membatasi OPT (Optional Practical Training) bagi lulusan asing.
Dampaknya, pertumbuhan mahasiswa internasional di AS sempat stagnan dan bahkan turun;
tingkat pendaftaran mahasiswa baru dari luar negeri menurun sekitar 7-10% per tahun dalam
periode 2017-2019, sebelum anjlok drastis pada 2020 akibat pandemi. Banyak calon
mahasiswa memilih Kanada atau Australia yang dianggap lebih terbuka saat itu. Namun, di
era Presiden Biden (mulai 2021), AS berupaya merekonstruksi daya tariknya: aturan
diperlonggar, proses visa dipercepat, dan retorika pemerintah kembali menyambut pelajar
dunia. Hasilnya, AS mencatat rebound signifikan — dalam tiga tahun terakhir jumlah
mahasiswa internasional'di' Amerika naiksekitar, 26%, mencapai rekor tertinggi hampir 1,3
juta orang pada 2024°%°. Kembalinya dominasi AS menunjukkan elastisitas permintaan
terhadap kebijakan pemerintah. Meski demikian, faktor eksternal seperti ketegangan dengan
Tiongkok juga memengaruhi: belakangan AS mengetatkan pemberian visa untuk bidang-
bidang sensitif (teknologi tinggi) bagi pelajar Tiongkok, sejalan dengan pembatasan ekspor
teknologinya. Bagi Australia, kebijakan AS yang berubah-ubah ini berarti persaingan yang
fluktuatif. Saat AS di era Trump mempersempit win-set internasionalnya (membatasi pelajar
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asing), Australia dan sekutu lainnya sempat diuntungkan karena bisa menarik limpahan
mahasiswa. Kini dengan AS kembali ramah, tekanan kompetisi meningkat lagi. Namun
harus dicatat, AS tidak pernah memberlakukan kuota nasional; yang ada hanyalah kendala
administratif dan politik yang bisa berubah tergantung pemerintahan. Ini berbeda dengan
tren Kanada/UK/Australia yang mulai mengerem secara terstruktur.

Secara keseluruhan, fakta bahwa Kanada dan Inggris — dua pesaing terdekat Australia —
ikut menerapkan pembatasan memberi nuansa baru dalam permainan Level 1. Negara-negara
sumber mahasiswa (misalnya India, China, negara ASEAN) melihat bahwa pembatasan bukan
hanya kebijakan Australia semata, melainkan bagian dari tren global. Dengan Kanada
membatasi pertumbuhan hingga 35% lebih rendah dan Inggris memangkas visa hingga
sepertiga, posisi Australia menjadi agak fersamar di antara mereka. Dalam teori Two-Level
Games, jika banyak negara level I lain mengambil posisi serupa, tekanan negosiasi pada satu
negara berkurang karena baseline preferensi internasional ikut berubah. Para mitra mungkin
lebih memaklumi langkah Australia karena “‘semua negara tujuan melakukan hal yang sama”.
Dalam konteks win-set, bisa dikatakan win-set internasional Australia sedikit melonggar karena
kompetitor Australia bukan menawarkan free alternative yang terbuka lebar, melainkan turut
mempersempit akses. Misalnya, jika India kesulitan mengirim pelajarnya ke Kanada maupun
UK akibat kebijakan baru di sana, maka India lebih cenderung menerima pengurangan moderat
di Australia asalkan tetap ada jalur (daripada tidak ada sama sekali). Tentu, ini bukan cek
kosong: Australia tetap harus menjaga reputasinya. Namun, adanya kesamaan kebijakan di
negara tujuan lain menciptakan semacam koalisi kebijakan tak resmi yang menggeser
ekspektasi negara pengirim mahasiswa.

Sebaliknya, Australia juga harus waspada. Kompetisi global tidak semata soal kuantitas;
kualitas layanan dan persepsi sangat berpengaruh. Meskipun Kanada dan UK membatasi,
mereka masih aktif mengkampanyekan kualitas pendidikan mereka. Australia berisiko
kehilangan pesisijunik jika pembatasannya ' dianggap paling birokratis dan menghalangi
pengalaman mahasiswa. Beberapa pengamat mencatat bahwa pendekatan Australia tergolong
paling kompleks dan berbelit: sejak 2023 pemerintah telah melakukan lebih dari selusin
perubahan kebijakan — mulai dari Ministerial Direction 107 yang memperlambat visa, diikuti
Direction 111 dengan sistem alokasi kuota per institusi, kenaikan biaya visa dua kali lipat (dari
AUD 630 menjadi AUD 1.600, lalu direncanakan AUD 2.000)>?!, pengetatan syarat finansial,
hingga keharusan surat akomodasi. Langkah-langkah ini meski efektif mengurangi angka, juga
menambah beban administratif bagi calon mahasiswa dan kampus. Dibandingkan itu, Inggris
hanya menerbitkan satu aturan larangan dependent; Kanada langsung mengumumkan cap dan
mekanisme terpusat. Australia memilih pendekatan bertahap dan sangat teknis. Sisi positifnya,
pendekatan ini bisa lebih terarah menghindari segmen yang dianggap berisiko (misal fokus
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membatasi VET dan non-genuine students). Namun, sisi negatifnya, citra Australia bisa
tergerus sebagai negara dengan prosedur visa paling rumit dan tidak ramah. Hal ini perlu diatasi
dengan komunikasi internasional yang tepat, agar tidak dimanfaatkan kompetitor. Pada
akhirnya, babak ini menyoroti bahwa Australia tidak beroperasi sendiri — kebijakan pendidikan
internasionalnya berlangsung di tengah “perlombaan pengetatan” global. Pemerintah Albanese
barangkali mendapatkan angin karena pesaing juga mengerem, tapi ini bukan alasan untuk
berpuas diri. Sebaliknya, justru momentum bagi Australia untuk berbenah kualitas: jika
kuantitas dibatasi, kualitas pengalaman mahasiswa harus ditingkatkan supaya Australia tetap
unggul dalam persaingan memperebutkan mindshare calon pelajar di dunia.

F. Konstruksi Win-Set Internasional: Batas Toleransi Mitra

Memadukan seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kuota
mahasiswa asing Australia saat ini berada di persimpangan antara tuntutan domestik dan batas
toleransi mitra internasional. Kerangka Two-Level Games membantu menjelaskan rentang
kebijakan (win-set) yang feasible sehingga dapat diterima di kedua level. Level II (domestik)
Australia saat ini cenderung mengarah pada pembatasan karena tekanan politik (krisis
perumahan, opini publik anti-migrasi, dll). Sementara Level I (internasional) — melibatkan
negara mitra seperti India, Tiongkok, ASEAN, Pasifik — menghendaki Australia tetap cukup
terbuka untuk menjaga hubungan baik dan kepentingan bersama (akses pendidikan, people-to-
people ties, pendapatan ekspor, dll). Win-set internasional Australia, dalam konteks ini, bisa
diartikan sebagai himpunan kebijakan penerimaan mahasiswa yang masih dapat ditoleransi oleh
para mitra tanpa merusak hubungan diplomatik.

Berdasarkan paparan sebelumnya, kita dapat mengira-ngira batas bawah dan batas atas
toleransi tersebut. Batas bawah ditentukan oleh kewajiban minimal Australia kepada mitra dan
kebutuhan strategisnya sendiri: Australia tidak bisa memangkas arus mahasiswa asing hingga
terlalu kecil tanpa menimbulkan reaksi keras dari negara pengirim dan kerugian bagi
kepentingannya di kawasan, Misalnya, jika:Australia hanya menerima katakanlah 100 ribu
mahasiswa baru per.tahun (jauh di bawah angka pra-pandemi), India dan ASEAN mungkin
akan memandang Australia menutup diri, padahal mereka membutuhkan akses pendidikan; di
sisi lain, ekonomi domestik Australia sendiri akan kehilangan manfaat ekspor jasa yang bisa
memicu kontraksi (Universities Australia mencatat sektor ini menopang ~250 ribu lapangan
kerja nasional)’?2. Studi Reserve Bank dan lembaga think-tank menunjukkan bahwa memotong
sektor pendidikan internasional secara drastis — misalnya turun di bawah 200.000 mahasiswa
baru per tahun — berpotensi memicu resesi di negara bagian tertentu yang sangat bergantung
pada pendidikan (contoh: Victoria). Maka, constraint ekonomi dan diplomatik ini menetapkan
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bahwa batas bawah win-set internasional barangkali berada di sekitar quarter-million
mahasiswa baru per tahun.

Sebaliknya, batas atas ditentukan oleh titik di mana keterbukaan Australia mulai tak dapat
diterima publik dalam negeri (domestic ratification fails). Pengalaman politik 2022-2025
menunjukkan ambang toleransi domestik sudah terlampaui ketika angka migrasi (NOM)
melonjak di atas 400 ribu — mahasiswa sebagai kontributor utama disorot tajam. Konsensus
bipartisans di Australia kini bahwa laju kedatangan mahasiswa perlu dikendalikan supaya tidak
melebihi kapasitas infrastruktur dan social license. Jika Australia terlalu “royal” membuka
keran (misal >400 ribu mahasiswa baru per tahun), niscaya pemerintah akan menghadapi krisis
legitimasi dan mungkin kalah dukungan pemilih. Oleh karena itu, pemerintah berusaha
menetapkan plafon moderat: 270 ribu untuk 2025, naik sedikit ke 295 ribu tahun 2026. Angka-
angka ini memberikan indikasi bahwa. sekitar 300 ribu merupakan titik yang dianggap
seimbang. Dalam kerangka win-set, Kita bisa asumsikan batas atas sekitar 350.000 mahasiswa
baru per tahun — melampaui itu, risiko domestik (over-capacity, backlash) menjadi “biaya” yang
tidak tertutupi lagi oleh manfaat internasional.

Dengan demikian, rentang win-set internasional Australia saat ini dapat diestimasi berada
di kisaran 250.000 hingga 350.000 mahasiswa baru per tahun. Diagram win-set pada Level |
dapat divisualisasikan sebagai irisan antara preferensi mitra (yang menuntut angka tidak terlalu
kecil) dan preferensi domestik (yang menuntut angka tidak terlalu besar). Selama Australia
menjaga kebijakan penerimaan dalam kisaran ~quarter-to-third of a million per tahun,
hubungan dengan negara pengirim (India, Tiongkok, ASEAN, dll) kemungkinan dapat
dipertahankan karena mereka masih memperoleh akses substansial (meski mungkin tidak
semaksimal dahulu), dan di sisi lain kebutuhan domestik akan “rem” migrasi pun terpenuhi.
Rentang ini tentu bukan statis; ia bisa bergeser seiring perubahan kondisi: misalnya, jika krisis
perumahan teratasi dan opini publik melunak, batas atas bisa naik; atau jika terjadi insiden
diplomatik besar, batas bawah, bisa naik (karena mitra menuntut lebih banyak).

Yang jelas, melalui analisis bab ini, kita melihat bahwa batas toleransi mitra negara
menjadi faktor krusial dalam perumusan NPL Australia: Pemerintah perlu secara kontinu
mengkalibrasi kebijakan dengan membaca sinyal dari New Delhi, Beijing, Jakarta, dan lainnya.
Kebijakan pendidikan internasional pada hakikatnya bukan hanya soal domestik atau ekonomi
semata, tetapi bagian integral dari politik luar negeri Australia. Kegagalan menemukan titik iris
yang tepat akan berujung pada kekalahan di salah satu meja: entah Level II collapse (kebijakan
ditolak publik/pemangku kepentingan dalam negeri) atau Level I collapse (mitra internasional
menarik dukungan, aliran mahasiswa pindah ke negara lain, diplomasi merugi).

Sebagai penutup Bab 5, dapat ditekankan bahwa strategi two-level Australia di era
Albanese menunjukkan kombinasi pendekatan restriktif dan kompensatoris. Di satu sisi,
Australia menegaskan kendali domestiknya melalui kuota nasional dan segudang aturan
integritas — ini respons terhadap mandat pemilih untuk memastikan migrasi “berkelanjutan”.



Namun, di sisi lain, Australia juga mengirim pesan ke dunia bahwa mereka tidak menutup diri:
melalui perluasan kemitraan ASEAN, program Maitri dan Australia Awards, kampus di luar
negeri, serta retorika “quality, not quantity” yang konsisten. Waktu akan membuktikan apakah
pendekatan saling tindih ini berhasil menjaga keseimbangan. Bab selanjutnya akan membahas
implikasi dari dinamika ini bagi Indonesia dan bagaimana perguruan tinggi Indonesia dapat
memanfaatkan peluang di tengah realignment politik pendidikan Australia.

Catatan: Analisis dalam bab ini didasarkan pada data hingga akhir 2025. Kebijakan dapat

berubah dengan cepat, khususnya dipengaruhi situasi politik domestik Australia dan
perkembangan geopolitik Indo-Pasifik. Namun, kerangka Two-Level Games memberikan alat

vang berguna untuk memahami dinamika dasar yang kemungkinan akan terus relevan dalam
melihat interaksi antara kebijakan domestik dan diplomasi pendidikan Australia ke depan.

Referensi:

[1]

[2]:

[3]:

[4]:

[5]:

: Reserve Bank of Australia, International Students and the Australian Economy, Bulletin (July
2025). Laporan ini mencatat bahwa belanja mahasiswa asing menjadi pendorong lebih dari
separuh pertumbuhan konsumsi domestik pasca pandemi, berkontribusi signifikan pada
pertumbuhan PDB Australia 2023 sehingga ekonomi terhindar dari resesi teknis. Lihat juga
pernyataan Luke Sheehy (CEO Universities Australia) bahwa “international students drove
half of Australia’s economic growth last year”.

Joseph S. Nye Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York:
PublicAffairs, 2004). Konsep soft power pertama kali dipopulerkan Nye pada 1990,
didefinisikan sebagai kemampuan mempengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai,
dan kebijakan yang disukai, bukan melalui paksaan atau ancaman.

Pidato Penny Wong, “Securing Our Future” di National Security College ANU, 2023. Wong
menegaskan bahwa hubungan people-to-people, termasuk melalui pendidikan, adalah kunci
penguatan pengaruh*Australia 'di kawasan: Lihat, Hansard Senat Australia, 11 September
2024, di mana Wong menyebut ribuan alumni asing di-Asia Pasifik sebagai “aset strategis
yang tak ternilai” bagi Australia.

Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), “Australia Awards Global Program 2023—
24” (akses 3 Januari 2026). Pemerintah mengalokasikan sekitar AUD 250-300 juta per tahun
untuk Australia Awards secara global, dengan prioritas pada Indonesia, Papua Nugini,
Vietnam, dan negara Pasifik. Program ini bertujuan membina pemimpin masa depan yang
memiliki hubungan personal dengan Australia.

Robert D. Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games,”
International Organization 42, no. 3 (1988): 427-460. Putnam menjelaskan bagaimana
negosiator harus mencari win-set yang menjadi irisan preferensi domestik dan internasional



[6]:

[7]:

[8]:

[9]:

agar suatu perjanjian berhasil. Dalam konteks ini, kebijakan Australia diibaratkan sebagai
hasil negosiasi dua meja: kebijakan berhasil jika masuk dalam win-set kedua meja tersebut.

Jason Clare, “Managing a Sustainable International Education Sector,” Joint Media Release
Menteri Pendidikan Australia, 4 Agustus 2025. Clare menyatakan: “International education
doesn’t just make us money, it makes us friends”, menekankan dimensi soft power dari
pendidikan internasional bagi kepentingan nasional Australia.

AACRAO Emerging News, “In Australia, universities extend Indian student ban amid visa
fraud concerns,” 2023. Artikel ini melaporkan sejumlah universitas di Victoria dan NSW yang
menghentikan sementara penerimaan mahasiswa dari Punjab, Haryana, dan Gujarat karena
lonjakan kasus dokumen palsu. Langkah itu menimbulkan persepsi adanya “larangan”
terhadap pelajar India dari wilayah tertentu, meski pemerintah pusat Australia membantah
kebijakan semacam itu.

Ministry of External Affairs India, Rajya Sabha Question No. 1671 (2023), “Ban on Indian
Students in Australia.” Pertanyaan di parlemen India ini membahas isu dugaan pelarangan
mahasiswa dari beberapa negara bagian India oleh institusi pendidikan Australia. Pemerintah
India dalam jawabannya menyatakan terus memantau dan telah meminta klarifikasi dari pihak
Australia terkait hal ini.

The Economic Times, “More visas, fewer options? Australia’s student cap sparks mixed
reactions,” 5 Januari 2025. Dalam artikel ini, Kedubes Australia di New Delhi menegaskan
tidak ada pelarangan aplikasi visa dari negara bagian manapun di India, serta menjelaskan
kebijakan cap bertujuan meningkatkan kualitas pengalaman pelajar. Pernyataan ini sebagai
bantahan atas rumor “ban” dan upaya meredakan kekhawatiran publik India.

[10]: Joint Statement: The Group of Eight (Go8) Universities and China Education Association

for International Exchange, 20 Februari 2024. Pernyataan bersama ini menegaskan niat untuk

melanjutkan kolaborasi pendidikan tinggi Australia-Tiongkok dan meningkatkan pertukaran
mahasiswa pascapandemi. Dokumen tersedia di situs Go8; dicatat dalam footnote 25 naskah
sumber.

[11]: DFAT Media Release, “Inaugural Maitri Scholars Program,” 18 Juli 2025. Pengumuman

resmi oleh Menlu Penny Wong tentang penerima beasiswa Maitri gelombang pertama. Wong
menyatakan Maitri akan “set the foundations for life-long connections for Australia and
India’s brightest minds”’, menggarisbawahi dimensi investasi jangka panjang program ini.

[12]: DFAT, “Record number of New Colombo Plan awardees to develop Indo-Pacific capabilities

and Asia literacy,” 2025. Rilis ini mencatat peningkatan signifikan pendanaan NCP meskipun
pemerintah membatasi visa mahasiswa inbound. Hal ini menunjukkan Australia berusaha
menjaga komitmen engagement meski ada pengetatan di arus masuk.



[13]: ApplyBoard (Kanada), Study Permit Trends Report, April 2025. Laporan platform edukasi
ini mengindikasikan penurunan lebih dari 50% dalam persetujuan study permit baru di Kanada
pada triwulan I 2025 dibanding 2024, akibat penerapan kebijakan pembatasan pemerintah
(lihat juga University World News, “Steep drop in overseas students leaves universities
reeling,” 8 Juli 2025, yang mengutip penurunan visa ~45%).

[14]: Institute of International Education (IIE), Open Doors Report 2019. Data IIE menunjukkan
penurunan -7% pada pendaftaran mahasiswa internasional baru di AS tahun akademik
2017/18, diikuti -10% tahun 2018/19, seiring kebijakan imigrasi ketat era Trump. Lihat White
House (Trump) Proclamation 9945 (2019) yang membatasi visa pelajar dari beberapa negara.

[15]: U.S. Department of State, SEVIS by the Numbers Report, 2024. Sistem SEVIS mencatat total
1,29 juta mahasiswa F-1 dan M-1 aktif per akhir 2023, naik ~26% dari 2020 yang berjumlah
sekitar 1,02 juta. Kenaikan ini terutama didorong kembalinya mahasiswa Asia (China, India)
pascapencabutan travel ban dan perbaikan iklim visa di era Biden. Forbes (7 Nov 2023) juga
melaporkan tren serupa dengan judul “International Students Are Moving Away from U.S. —
or Are They Coming Back?,” menyebut mayoritas kampus AS melihat peningkatan enrolmen
baru.



BAB VI

ARSITEKTUR KEBIJAKAN KUOTA (NATIONAL PLANNING LEVEL)

Pemerintah Australia pada tahun 2024-2025 mulai menerapkan perubahan drastis dalam
kebijakan pendidikan internasionalnya, beralih dari pertumbuhan berbasis permintaan yang nyaris
tak terbatas ke mode “pertumbuhan terkelola” dengan kuota nasional yang ketat>?*. Langkah ini
merupakan respons terhadap tekanan domestik yang memuncak pasca pandemi—terutama
lonjakan migrasi dan krisis perumahan di kota-kota besar—yang memaksa pendidikan
internasional dipandang bukan lagi semata sebagai sektor ekonomi atau soft power, melainkan
sebagai instrumen manajemen populasi dan infrastruktur®*, Bab ini membahas arsitektur
kebijakan kuota baru tersebut, National Planning Level (NPL), beserta implikasinya. Analisis
dilakukan melalui kerangka Two-Level Games Robert Putnam, untuk menjelaskan interaksi antara
imperatif internasional (Level I) dan kendala politik domestik (Level II) dalam perumusan dan
implementasi kebijakan ini.

A. National Planning Level: Mekanika dan Alokasi

National Planning Level (NPL) adalah kebijakan perencanaan agregat yang menetapkan
batas nasional atas penerimaan mahasiswa internasional baru setiap tahun. Unit yang digunakan
adalah New Overseas Student Commencements (NOSC), yaitu jumlah mahasiswa asing yang
memulai studi (bukan total pendaftaran aktif atau visa yang dikeluarkan)°**. Penggunaan NOSC
sebagai metrik kuota dirancang untuk menghindari penghitungan ganda sekaligus menangkap
arus masuk aktual mahasiswa baru. NOSC didefinisikan ketat: seorang mahasiswa dihitung /
NOSC jika ia memulai program studi (perguruan tinggi atau vokasi) pertamanya di suatu
institusi di Australia, ‘baik ‘datang dari luar.negeti maupun ‘ pindahan onshore ke institusi
tersebut>?®, Sebaliknya; mahasiswa yang hanya berganti jurusan atau jenjang di dalam institusi
yang sama tidak dihitung NOSC baru, dan definisi ini juga mendeteksi serta membatasi praktik
“visa hopping ” (misal, mahasiswa yang sengaja berpindah-pindah antar penyedia kursus murah
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hanya untuk memperpanjang izin tinggal)>?’. Dengan demikian, NOSC menjadi “mata uang”
kuota yang efektif, mencegah manipulasi angka pendaftaran; misalnya, perpindahan mahasiswa
antar kampus dihitung sebagai NOSC baru di institusi tujuan, sehingga kampus penerima akan
berpikir dua kali sebelum agresif merekrut transfer eksternal karena hal itu mengurangi jatah
kuota mereka sendiri®?8,

Kebijakan NPL pertama kali ditetapkan untuk tahun akademik 2025 dengan batas agregat
270.000 NOSC, disusul target 295.000 NOSC untuk tahun 2026°%°. Angka-angka ini bukan
sekadar proyeksi statistik, melainkan batas keras yang diberlakukan melalui alokasi
administratif per institusi, dari universitas riset elit hingga kolese vokasi kecil’*’. Menteri
Pendidikan Jason Clare menjelaskan bahwa ambang 270.000 dipilih untuk menurunkan laju
pertumbuhan ke tingkat pra-pandemi 2019 yang lebih berkelanjutan, mengingat pasca
dibukanya kembali perbatasan jumlah mahasiswa asing melonjak melampaui kapasitas
infrastruktur sosial>*!. “Angka 270 ribu didasarkan pada estimasi yang diperlukan agar kita
kembali ke tingkat migrasi pendidikan sebelum pandemi... Saat ini terdapat ~10% lebih banyak
mahasiswa internasional di universitas kita dibanding pra-pandemi, dan ~50% lebih banyak di
penyedia vokasi swasta,” ujar Clare, menyoroti ledakan di sektor VET swasta>*2. Sementara
itu, kenaikan batas menjadi 295.000 pada 2026 dimaksudkan sebagai sinyal ke pasar bahwa
Australia tidak “menutup diri” sepenuhnya; tambahan 25.000 tempat tersebut diiklankan
pemerintah sebagai upaya memberikan stabilitas dan kepastian bagi institusi untuk perencanaan
jangka panjang>*. Julian Hill, Asisten Menteri Pendidikan untuk Pendidikan Internasional,
menegaskan bahwa peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap
“pertumbuhan yang berkelanjutan namun terkendali”, agar Australia tetap dipandang sebagai
destinasi premium dengan pendidikan berkualitas tinggi meskipun tidak lagi mengejar kuantitas
semata®**, Perlu dicatat bahwa bahkan dengan penambahan tersebut, batas 295.000 masih ~8%
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di bawah puncak jumlah mahasiswa baru pasca-COVID, menandai berakhirnya era
“pertumbuhan tanpa batas” secara definitif>*.

Distribusi sektoral kuota NPL menunjukkan strategi “tebang pilih” pemerintah dalam
menetapkan prioritas®*®. Dari total 270.000 NOSC untuk 2025, alokasi indikatifnya adalah
sebagai berikut: £145.000 untuk universitas negeri (publik), £95.000 untuk sektor pendidikan
vokasi (VET), dan +£30.000 untuk penyedia pendidikan tinggi non-universitas (termasuk
universitas swasta dan kolese menengah)®’’. Artinya, universitas negeri secara agregat
dipertahankan pada kira-kira tingkat penerimaan 2023, sedangkan sektor VET swasta harus
mengalami pengetatan sangat signifikan (penurunan kuota sekitar separuh dari tren tertinggi
sebelumnya)>*®. Distribusi yang tidak proporsional ini mencerminkan hierarki kebijakan di
mana universitas publik dianggap lebih prioritas strategis, sementara ledakan di ranah VET
swasta dipandang perlu dikendalikan ketat demi integritas sistem. Pemerintah dan regulator
mengkhawatirkan banyaknya penyedia VET “non-genuine” yang selama 2022-2023 tumbuh
pesat dengan memanfaatkan celah migrasi pendidikan; pembatasan kuota pun digadang sebagai
cara membasmi praktik itu. Perwakilan sektor VET swasta mengecam langkah ini: Troy
Williams, CEO Independent Tertiary Education Council Australia (ITECA), memperingatkan
bahwa pemangkasan kuota secara ekstrem ‘“akan menyebabkan penutupan ratusan kolese
swasta”, bahkan menyebut kebijakan ini “secara efektif merupakan perintah penutupan usaha”
bagi institusi pendidikan swasta kecil>*. Pernyataan keras ini menggarisbawahi bahwa di mata
pelaku industri, NPL dipahami sebagai bentuk proteksionisme pendidikan yang mengorbankan
sektor swasta demi kepentingan politik.

Untuk meredam dampak negatif yang berlebihan, Pemerintah menetapkan pengecualian
strategis terhadap kuota NPL. Kategori-kategori tertentu tidak dihitung dalam batas NOSC
nasional 2025/2026, yaitu: (a) siswa internasional di jenjang sekolah dasar dan menengah (K-
12), (b) mahasiswa pascasarjana riset (program Higher Degree by Research, misalnya kandidat
PhD), (c) peserta kursus bahasa Inggris penuh-waktu (ELICPS) sebelum studi utama, (d)
mahasiswa program non-gelar jangka pendek, serta (e) penerima beasiswa pemerintah Australia
atau beasiswa dari pemerintah mitra, luar negeri>*’, Pengecualian ini dirancang demi alasan
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diplomatik dan operasional: misalnya, melanjutkan penerimaan siswa sekolah dan penerima
beasiswa luar negeri dianggap penting untuk menjaga hubungan internasional dan citra
Australia, sementara mengecualikan HDR memastikan kebijakan kuota tidak merugikan
agenda riset nasional. Dengan demikian, pemerintah berusaha menjaga agar NPL tidak
ditafsirkan sebagai isolasionisme total; ada “katup-katup” fleksibel untuk kepentingan tertentu.
Meskipun begitu, dari sudut pandang institusi pendidikan, kebijakan ini tetap menciptakan
persaingan zero-sum: setiap penambahan alokasi pada satu institusi berarti pengurangan jatah
bagi institusi lain dalam kerangka total yang tetap. Konsekuensi distributif inilah yang
melahirkan kategori “pemenang” dan “pecundang” yang akan dibahas lebih lanjut pada Bagian
6.5.

Sebelum itu, Tabel 6.1 di bawah ini menyajikan contoh alokasi NOSC 2025-2026 untuk
sejumlah universitas terkemuka sebagai ilustrasi. Terlihat bahwa universitas riset papan atas di
kota metropolitan cenderung dibatasi (bahkan ada yang dibekukan tanpa kenaikan), sedangkan
beberapa universitas di daerah atau berfokus domestik memperoleh kenaikan persentase cukup
tinggi. Kebijakan ini diimplementasikan pemerintah dengan dalih “kriteria pertumbuhan
strategis” — misalnya, kemampuan menyediakan akomodasi/housing bagi mahasiswa,
diversifikasi asal negara mahasiswa, kontribusi ke wilayah, dsb. — yang digunakan untuk

menilai apakah sebuah kampus layak diberi tambahan kuota atau justru dibatasi®*!.

Tabel 6.1 — Alokasi Indikatif Kuota Mahasiswa Baru Internasional (NOSC) 2025-2026
pada Beberapa Universitas Australia Terpilih4?

Universitas Alokasi 2025 | Alokasi 2026 Perubahan
Univ. of Sydney (NSW) 11.900 11.900 0% (beku)
Univ. of Melbourne (VIC) 9.300 10.500 +12.9% &l
UNSW Sydney (NSW) 9.500 10.350 +8.9% &J
Monash University (VIC) 10.000 ~(N/A) “ — (N/A)
Australian Nat. Univ. — ANU | £3.400 ! — (N/A) —14% vs 2023 2
(ACT)
Univ. of Queensland (QLD) | 7.050 8.050 +14.2% &
RMIT University (VIC) 6.600 7.700 +16.7% &l
Western ~ Sydney ~ Univ. | 3.400 4.000 +17.6% &l
(NSW)
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Universitas Alokasi 2025 | Alokasi 2026 Perubahan
Univ. of Newcastle (NSW) 1.600 2.050 +28.1% &l
Charles Sturt Univ. (NSW) 1.000 1.600 +60.0% &=t
Federation Univ. (VIC) 1.100 1.800 +63.6% bl

Catatan: 'ANU 2025 diperkirakan sekitar 3.400 NOSC (tidak diumumkan resmi dalam tabel), 2Angka
3.400 tersebut ~14% lebih rendah dari penerimaan baru ANU pada 2023°*. “N/A” = data tidak tersedia
(belum ditetapkan atau tidak dipublikasikan).

Sumber data kompilasi: laporan alokasi NOSC 2025-2026 berbagai universitas (Monash, Curtin,
dIl.)>,

Seperti tampak di atas, University of Sydney mendapat alokasi 11.900 NOSC baik untuk
2025 maupun 2026, alias dibekukan tanpa pertumbuhan; peningkatan yang diusulkan ditolak
oleh pemerintah karena kampus ini dianggap belum memenuhi kriteria penunjang seperti
dukungan perumahan mahasiswa atau diversifikasi negara asal mahasiswa>*. University of
Melbourne dan UNSW Sydney, sebaliknya, memperoleh kenaikan moderat (+12.9% dan
+8.9%) karena dinilai mendukung “pertumbuhan strategis”” — misalnya UNSW dan Melbourne
telah proaktif memperluas rekrutmen ke kawasan Asia Tenggara dan berinvestasi dalam
fasilitas kampus®#. Australian National University (ANU) di Canberra, yang sangat bergantung
pada mahasiswa internasional untuk program pascasarjana, justru mengalami pemangkasan;
alokasi barunya sekitar 3.400 pada 2025, turun ~14% dari tingkat 2023°4’. Hal ini menjadikan
ANU simbol “pecundang” paling mencolok — sebagai universitas nasional berprofil riset tinggi,
ANU menghadapi dilema karena basis mahasiswanya yang relatif kecil harus menanggung
pemotongan signifikan demi mematuhi kuota>*®. Sebaliknya, Charles Sturt University (CSU),
universitas regional di New South Wales, diuntungkan dengan alokasi 1.000 NOSC pada 2025
(naik drastis dari hanya 162 mahasiswa baru internasional pada 2023) — sebuah lompatan
~517% yang merefleksikan strategi'pemerintah memberi angin pada kampus regional untuk
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“membangun kembali” pasca pandemi®*’. Federation University di regional Victoria juga
mendapatkan peningkatan >60% dari basis yang kecil, demikian pula University of Newcastle
(+28%) dan Western Sydney University (~+18%) yang kampusnya berada di area pertumbuhan
pinggiran kota. Pola ini konsisten: universitas di luar pusat metro atau berorientasi lokal
cenderung menjadi pemenang relatif, sementara kelompok “Group of Eight” (Go8) di kota
besar dibatasi pertumbuhannya relatif terhadap permintaan sebenarnya. Distribusi ulang ini,
menurut analisis Two-Level Games, bukan kebijakan teknokratis semata melainkan sebuah
manuver politik untuk menjaga keseimbangan koalisi domestik (Level II) — hal yang akan
dibahas di bagian 6.5.

B. Pertarungan Legislatif: RUU ESOS 2024 dan Kegagalannya

Kebijakan kuota mahasiswa asing di Australia tidak lahir mulus melalui konsensus
parlemen, melainkan melalui drama politik sengit yang sempat mengguncang koalisi
pemerintahan. Pemerintah Albanese (Partai Buruh) pada pertengahan 2024 mengusulkan
amandemen legislasi pendidikan internasional berupa Education Services for Overseas
Students Amendment (Quality and Integrity) Bill 2024 (RUU ESOS 2024). RUU ini memuat
berbagai reformasi, namun pasal-pasal kuncinya—terutama Bagian 7 dan Bagian 8—
memberikan kewenangan baru bagi Eksekutif untuk membatasi jumlah mahasiswa
internasional. Secara khusus, Bagian 7 RUU tersebut mengusulkan ketentuan “Enrolment
Limits” yang memberikan Menteri Pendidikan kekuasaan eksekutif hampir tak terbatas untuk
mengatur sisi suplai pendidikan internasional. Para pengkritik bahkan menjuluki wewenang ini
sebagai “god-like powers” (kekuasaan bak dewa) di tangan menteri. Dengan aturan itu, Menteri
bisa secara sepihak menetapkan batas pendaftaran mahasiswa asing per institusi, menolak
penerimaan baru, atau mengambil tindakan pembatasan lain tanpa harus melalui legislasi
tambahan. Bagian 8 RUU terkait mekanisme implementasi dan sanksi bagi institusi yang
melanggar batas tersebut. Kombinasi Pasal 7 dan 8 inilah yang kemudian menjadi pusat

kontroversi. ‘

Awalnya, bagian-bagian lain RUU ESOS 2024 (Bab 1-6) relatif tidak diperdebatkan.
Klausul seperti registrasi agen pendidikan, transparansi komisi perekrutan, dan standar “fit and
proper” bagi penyedia pendidikan disambut baik oleh sektor pendidikan. Namun, Bagian 7 &
8 memicu “badai politik” karena dianggap mengancam otonomi institusi dan kelangsungan
finansial universitas. Koalisi penentang yang tidak lazim pun terbentuk di Parlemen: RUU ini
ditolak oleh aliansi Partai Oposisi (Koalisi Liberal-Nasional) dan Partai Hijau (Greens) yang
biasanya berseberangan secara ideologi. Pada 18 November 2024, di sidang Senat, mereka
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bersatu menggagalkan RUU ESOS — sebuah kekalahan telak bagi Pemerintah yang membuat
RUU tersebut praktis “mati” dan tidak dapat diratifikasi>>°.

Motif penolakan dari masing-masing kubu beragam. Bagi kalangan universitas dan sektor
pendidikan, RUU ESOS 2024 dipandang sebagai ancaman serius: pemberlakuan hard cap
dianggap akan mengekang kemandirian akademik dan memangkas pemasukan internasional
yang menopang riset. Universities Australia (UA), badan puncak 39 universitas, memimpin
kampanye publik menentang kuota dengan argumentasi ekonomi. Luke Sheehy (CEO UA)
dalam dengar pendapat Senat memperingatkan bahwa pembatasan mahasiswa asing ibarat
“palu godam” yang menghantam salah satu mesin pendapatan terbesar Australia®!. Ta
menyebut proposal kuota dan penggunaan instrumen administratif pendukungnya sebagai
bentuk “perang terhadap sektor pendidikan” dan tindakan “ceroboh secara ekonomi”*32, Sheehy
menilai pemerintah menjadikan mahasiswa internasional kambing hitam persoalan lain seperti
perumahan, padahal dampaknya justru akan merusak perekonomian jangka panjang®. Senada
dengan itu, Group of Eight (Go8) — konsorsium universitas elit — melalui CEO-nya Vicki
Thomson lantang mengkritik. Thomson menuduh pemerintah “memaksa sektor menerima
” sebelum Senat sempat menilai dengan saksama, dan menyebut
pendekatan menteri sebagai “clumsy sleight of hand” (tipu muslihat yang ceroboh) yang

kuota secara gegaba

menutupi kegagalan pemerintah menangani persoalan visa dan migrasi yang mendasari masalah
ini*>*, Dalam pernyataan publik, Thomson menyatakan pemerintah sedang ‘“menyunat
universitas yang justru menopang reputasi global Australia” demi ambisi politik jangka
pendek>*. Kritik keras juga datang dari Independent Tertiary Education Council Australia
(ITECA) mewakili penyedia pendidikan swasta, yang menyebut kuota ini akan menjadi
bencana bagi ratusan college kecil seperti disinggung sebelumnya™°.

Dari sisi oposisi politik, Partai Koalisi (Liberal-National) secara tak terduga menentang
RUU ini meskipun partai tersebut historis cenderung ketat soal imigrasi. Alasan mereka bukan
karena pro-pendidikan, melainkan,lebih merupakan strategi pplitik: Peter Dutton, pemimpin
Oposisi, menyebut rencana cap Labor sebagai kebijakan ' “kacau dan membingungkan ”, tidak
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akan efektif mengatasi masalah inti seperti perumahan’. Koalisi menuding pemerintah tidak

memiliki rencana komprehensif, dan mereka memilih membiarkan Labor “menggeliat” dengan
krisis migrasi alih-alih memberi kemenangan legislasi. Sikap ini dinilai kalkulatif: menjelang
pemilu, Koalisi ingin menjadikan isu migrasi sebagai senjata melawan pemerintah tanpa harus
mendukung solusi Labor. Ironisnya, beberapa bulan setelah memblokir RUU ini, Dutton justru
melontarkan janji bahwa jika Koalisi berkuasa, mereka akan memotong mahasiswa
internasional lebih drastis lagi (menjanjikan limit 240.000 — lebih rendah dari target Labor)>,
Manuver plin-plan ini menunjukkan bahwa oposisi utamanya bermotif melemahkan posisi
politik pemerintah, bukan keberatan pada konsep pembatasan itu sendiri.

Adapun Partai Hijau (The Greens) menolak RUU ESOS 2024 dari sudut pandang
ideologis. Mereka mengecam kebijakan kuota tersebut sebagai “rasis” dan xenofobik,
menuding pemerintah seolah menyalahkan migran dan mahasiswa asing atas kegagalan
menangani krisis perumahan®®. Senator Mehreen Faruqi dan koleganya di Greens vokal
menyatakan bahwa membatasi akses pendidikan bagi pelajar global adalah langkah mundur
yang diskriminatif. Partai Hijau menginginkan solusi krisis perumahan melalui investasi di
perumahan publik, bukan melalui pembatasan migrasi. Mereka juga menyebut RUU ini
“perlombaan menuju dasar” (race to the bottom) di mana kedua kubu besar politik berlomba
menunjukkan sikap anti-imigran demi meraup suara populis>®. Bagi Greens, RUU ESOS justru
mengorbankan reputasi multikultural Australia dan melanggar prinsip hak asasi (hak
pendidikan bagi semua).

Akhirnya, kombinasi tekanan dari sektor pendidikan, oposisi Koalisi, dan penolakan
Greens membuat RUU ESOS 2024 kandas di Senat. Pemerintah tidak mampu mengamankan
dukungan mayoritas untuk ratifikasi. Dari perspektif Two-Level Games, episode ini
mencerminkan kegagalan di Level II (domestik) yang menggagalkan negosiasi Level I.
Pemerintah Albanese pada dasarnya bernegosiasi di “meja internasional” dengan mencoba
menjaga keseimbangan antara daya tarik Australia bagi Pelajar global dan kebutuhan
membatasi arus demi stabilitas domestik. 'Akan tetapi, “win-set” domestik (ruang kesepakatan
yang dapat diterima dalam negeri) menyempit tajam: preferensi aktor domestik terfragmentasi
dan tidak ada titik temu yang cukup untuk mendukung kebijakan kuota versi RUU>®!, Putnam
menekankan bahwa suatu perjanjian internasional hanya akan terwujud jika disokong win-set
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di tingkat domestik; di kasus ini, “perjanjian” yang coba dibuat pemerintah (antara membuka
pintu bagi pelajar asing vs. meredam migrasi) gagal diratifikasi oleh parlemen sendiri®.
Kegagalan legislasi ini memaksa Pemerintah mencari jalan lain di Level II, yang kemudian
melahirkan strategi alternatif melalui kebijakan administratif (jalur eksekutif) seperti akan
diuraikan dalam sub-bab berikut.

C. Evolusi Ministerial Directions: MD107 hingga MD115

Gagalnya upaya legislasi tidak menyurutkan tekad Pemerintah Australia untuk
mengekang laju mahasiswa internasional sesuai visi NPL. Dengan RUU kuota kandas, fokus
beralih ke penggunaan instrumen administratif yang berada dalam wewenang eksekutif.
Kementerian Dalam Negeri dan Pendidikan pun mengeluarkan serangkaian Ministerial
Direction (MD) — surat edaran/arahan menteri kepada pejabat imigrasi — yang secara de facto
mengatur aliran visa pelajar. Evolusi kebijakan ini, dari MD107 ke MD111 hingga MD115,
memperlihatkan bagaimana pemerintah menggunakan “jalan belakang” birokratis untuk
mencapai tujuan serupa dengan RUU yang gagal, sekaligus mengoreksi distorsi yang
ditimbulkan langkah sebelumnya.

Ministerial Direction 107 (Desember 2023) menjadi senjata pertama pemerintah.
Dikeluarkan oleh Menteri Imigrasi saat itu, MDI107 secara eksplisit memprioritaskan
pemrosesan visa pelajar berdasarkan risiko penyedia pendidikan®%’. Inti filosofi MD107 adalah
penerapan Evidence Level: institusi pendidikan diklasifikasikan menurut profil risiko (misalnya
didasarkan pada tingkat penipuan visa, compliance, dll.), lalu petugas visa diperintahkan
mengalokasikan sumber daya pemrosesan secara tidak merata — cepat untuk aplikasi dari
penyedia “rendah risiko”, dan sangat lambat/ketat untuk penyedia “tinggi risiko”>¢*
adalah “menekan lonjakan aplikasi visa pasca pembukaan perbatasan” dengan menutup keran
di institusi yang dianggap menyumbang banyak aplikasi tidak berkualitas>®>. Dampaknya
dramatis: MD107 menciptakan sistem “dua kecepatan” (two-speed system) dalam arus

. Tujuannya

mahasiswa asing®®. Universitas papan atas (Tier 1, khususnya/Go8) yang umumnya memiliki
rekam jejak baik mendapat “karpet merah” — visa mahasiswa mereka diproses kilat, sehingga
pendaftaran internasional relatif lancar®®’. Sebaliknya, penyedia kecil dan beberapa perguruan
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non-elite terbenam dalam antrean panjang karena dianggap rawan; ini termasuk banyak kampus
regional dan VET yang tiba-tiba menghadapi tingkat penolakan visa meroket. Data
menunjukkan, misalnya, visa student asal Nepal turun 53% dalam rentang Desember 2022—
Desember 2023 di bawah rezim MD107°%, Penurunan drastis juga dialami pemohon dari India,
Pakistan, dan negara “risiko tinggi” lainnya. Bagi universitas regional, MD107 terasa seperti
hukuman kolektif — mereka tidak bisa bersaing karena visa calon mahasiswa mereka mandek,
sementara universitas Go8 di kota besar justru menikmati stabilitas atau pertumbuhan®¢’.

Kalangan industri pendidikan mengecam MD107 habis-habisan. Universities Australia
menyebut kebijakan ini sebagai alat tumpul yang menghantam tak pandang bulu; estimasi UA
menunjukkan 60.000 lebih sedikit visa pelajar diterbitkan pada 2023 akibat MD107 dibanding
tahun sebelumnya, yang berpotensi merugikan perekonomian miliaran dolar dari hilangnya
pemasukan pendidikan’’?. Lebih buruk lagi, kerugian itu tidak merata: universitas regional dan
pinggiran kota menderita “kecemasan finansial yang luar biasa” akibat mahasiswa internasional
mereka anjlok, sementara Go8 relatif makmur®’!. Luke Sheehy (UA) bahkan menyatakan
MD107 telah “mengoyak AU$4 miliar dari perekonomian” dan menyebabkan kerugian parah
terutama bagi kampus di daerah®’?. Pihak Regional Universities Network (RUN) serta
konsorsium Innovative Research Universities (IRU) turut mendesak pencabutan MD107,
menyebutnya menciptakan ketidakadilan sistemik dan “undermined equity in our university
system’>"3. Secara politik, MD107 menjadi simbol kegagalan legislasi: alih-alih solusi
komprehensif melalui undang-undang, Australia kini terjebak dalam “dog’s breakfast”
(kekacauan) kebijakan ad-hoc, kata para pengamat>’®. Pemerintah Albanese pun menyadari
bahwa MD107 bukan solusi jangka panjang — instrumen ini terlalu kasar dan menimbulkan
resistensi tinggi. Namun, pasca RUU ESOS gagal, MD107 praktis menjadi satu-satunya rem
yang tersedia untuk menekan angka migrasi mahasiswa saat itu’’>. Konsekuensinya adalah
situasi lose-lose: universitas kehilangan pendapatan dan otonomi akibat aturan rem dadakan ini,
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sedangkan tujuan pemerataan migrasi pun meleset karena hanya segelintir kampus (Go8) yang
diuntungkan®’¢.

Sebagai respon atas distorsi MD107 dan kegagalan RUU, pemerintah mengembangkan
Ministerial Direction 111 (MDI111) setahun kemudian (akhir 2024). MDI111 berupaya
“meratakan lapangan” antar institusi dengan memperkenalkan ambang batas kuota pada
mekanisme prioritas visa. Dalam MDI111, setiap institusi diberikan alokasi indikatif NOSC
(merujuk angka NPL per kampus), lalu ditetapkan ambang 80%: selama penerimaan masih di
bawah 80% kuota, visa diproses cepat; namun begitu mencapai 80% dari alokasi, institusi
tersebut tidak lagi diprioritaskan®’’. Permohonan visa dari kampus yang melampaui 80% kuota
akan dialihkan ke “Prioritas 2 (standard)”, artinya waktu proses normal/biasa®’®. Efek
praktisnya, universitas top yang biasanya cepat penuh (80% kuota terisi awal) akan “direm”
lajunya setelah titik itu tercapai®’®. Sebaliknya, kampus yang masih jauh dari kuota (umumnya
kampus regional dan vokasi) terus mendapat prioritas hingga mendekati 80%. Tidak ada
penghentian total di MD111, tetapi perlambatan ini cukup untuk mencegah kampus favorit
melonjak sendirian jauh melampaui target sementara yang lain tertinggal. Dalam analogi
sederhana, MD111 mengubah model dua-kecepatan MD107 menjadi semacam sistem dua-gigi:
awalnya semua bisa percepat, namun ketika gigi 5 kampus besar sudah mencapai 80%, mereka
dipaksa turun ke gigi 3, memberi kesempatan kampus lain menyusul. Otoritas imigrasi
menggambarkan ini sebagai pendekatan lebih “egaliter namun tetap restriktif*>*°, Meskipun
demikian, bagi universitas Go8, MD111 jelas bertujuan “menahan laju mereka” — beberapa
pimpinan Go8 mengeluhkan hal ini secara internal. Dari sisi lain, MD111 disambut lega oleh
RUN karena setidaknya mengoreksi ketimpangan ekstrim MD107: angka visa mahasiswa di
sejumlah universitas regional mulai pulih, meski belum normal sepenuhnya.

Terakhir, untuk tahun akademik 2026 pemerintah memperkenalkan Ministerial Direction
115 (MD115) (berlaku per 14 November 2025) sebagai penyempurnaan final yang
mengintegrasikan ;mekanisme NPL ke dalam proses Visa581"582. MD115 memperkenalkan
“sistem tiga lapis (traffic light system)” yang-lebih'canggih dan bersifat semi-otomatis. Tiga
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